
Nomor 47); 
2. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang­Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

Negara (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tah un 2003 
1. Undang­Undang Nomor l 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, 
perlu adanya penvediaan dana; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan 
ayat (5), serta Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu 
menetapkan tata cara pem bagian dan pen eta pan rincian 
Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bangkalan 
Tahun Anggaran 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk 
Teknis Pembagian, Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi 
Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dengan Peraturan Bupati; 

BUPATI BANGKALAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NOMOR 6 TAHUN 2024 

TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN 

ALOKAS! DANA DESA TA!-!Uf'.f ANGG.t'.RAN 2024 

BUPATIBANGKALAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 



2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 

3. Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang­Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang­Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang­Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten.tang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6757); 

6. Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856) 

7. Undang­Undang Nomor 19 Tahun 2023 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6896); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
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11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 151); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 

14. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), 
sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Pera tu ran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelo!aan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 
tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran luran 
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1802); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 73 Tahun 2020 
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 77 Tahun 2020 
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nornor 7 Tahun 
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E); 
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Dalam Peraturan Bupati Bangkalan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan. 
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 
3. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Bangkalan 
4. Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Sadan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Bangkalan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PEMBAG IAN, PEN ETA PAN DAN PELAKSANAAN ALO KASI DANA 
DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2024. 

MEMUTUSKAN: 

22. Pera tu ran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 
Nomor 3 Seri A); 

24. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 ten tang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan 
(Serita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 
2/E); 

25. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E); 

26. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah 
Tahun 2021 Nomor 28 Seri E). 

27. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 6 
Seri A); 
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5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masy.arakat dan Desa 
Kabu paten Bangkalan 

6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. 
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan. 
8. Tahun Anggaran adalah Tahun Anggaran 2024. 
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihorrnati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempu nyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

12. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dernokratis. 

13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKDa adalah kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah , dan tingkat kesulitan geografis. 

16. lndeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat 
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel 
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur. 
transportasi, dan komunikasi. 

1 7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan , dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 

-5- 



18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban Desa. 

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
Desa. 

22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 
keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian 
kekuasaan PKPKD. 

23. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang 
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. 

24. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 

25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota 
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDes 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 
dalam 1 ( satu) rekening pada bank yang ditetapkan. 

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 
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29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap 
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB 
Desa. 

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang 
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat 
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam Perubahan APB Desa dan/ atau Perubahan 
Penjabaran APB Desa. 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang 
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat 
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk 
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA 
tahun anggaran sebelumnya. 

32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut 
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 
dilakukan melalui swakelola dan/ a tau penyedia 
barang/jasa. 

33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK 
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan 
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana 
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran­ 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 
kepala Desa. 

34. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian , 
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, 
inspektorat daerah provmsi, dan inspektorat daerah 
Kabupaten/Kota. 

35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang­undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD. 

36. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 

37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang dan jasa. 

38. Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnya 
disirigkat SPP Panjar adalah permintaan pembayaran oleh 
pelaksana kegiatan sebagai uang panjar pelaksanaan 
kegiatan. 
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( 1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk mernbiavai 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pem berdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan 
bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 

(2) Tujuan diberikannya ADD adalah: 
a. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, 

efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung­jawab; 
b. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta 

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; 
c. meningkatkan pelayanan pu blik bagi warga masyarakat 

Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan 
um um; 

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi 
masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan 
aset desa guna kesejahteraan bersama; 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

39. Surat Permintaan Pembayaran Definitif yang selanjutnya 
disingkat SPP Definitif adalah permintaan pembayaran oleh 
pelaksana kegiatan setelah barang/jasa diterima. 

40. Penyaluran ADD adalah Penyaluran ADD yang dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD. 

41. Pencairan ADD adalah kegiatan pelaksanaan pengeluaran 
atas beban ADD berdasarkan SPP. 

42. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan 
sosial untuk menjarrun seluruh rakyat agar dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. 

43. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan 
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 
Jaminan Kesehatan. 

44. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 
yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah 
Bad an Hukum Publik yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan kerja, 
Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, 
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

45. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa 
kepada Bupati/Walikota melalui Camat. 
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Alokasi Pemerintah Desa setiap desa sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan kebutuhan 
Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa, Sekretaris Desa, juga 
Perangkat Desa lainnya dengan mempertimbangkan jumlah 
perangkat desa, jumlah perangkat kewilayahan, jumlah Badan 
Perrnusyawaratan Desa (BPD) ditarnbah dengan kebutuhan 
Tunjangan Kepala Desa, iuran jaminan sosial kesehatan Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, dan iu ran 
jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Perangka t Desa lain nya selama 12 ( d ua be las) bulan. 

Pasal 5 

Rincian ADD setiap Desa dialokasikan dengan memperhatikan 
komponen pem bagian: 
a. Alokasi Pemerintah Desa; dan 
b. Alokasi Formula/ Proporsional. 

Pasal 4 

BAB IV 
TATA CARA PENGHJTUNGAN PEMBAG!AN DAN PENETAPAN 

RINCIAN ADD 

Jumlah Desa di wilayah Kabupaten Bangkalan sebanyak 273 
(dua ratus tujuh puluh tiga) Desa dengan nama­nama Desa 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

BAB III 
JUMLAH DESA 

e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat 
desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu 
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari 
ketahanan nasional. 
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( 1) Penghitungan besaran Alokasi Formula/Proporsional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 
mempertimbangkan beberapa variabel dengan pembobotan 
masing­masing sebagai berikut: 
a. Jumlah Penduduk (JP), memiliki bobot 25% (dua puluh 

lima persen]; 
b. Jumlah Penduduk Miskin (JPM), memiliki bobot 301}0 

(tiga puluh lima persen); 
c. Luas Wilayah (LW), memiliki bobot 2So/o (dua puluh lima 

persen); dan 
d. Tingkat/lndeks Kesulitan Geografis (lK.G), memiliki 

bobot 20%i (dua puluh persen). 

Pasal 7 

= 
= 
= 

Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa 
Jumlah Bulan Dalam 1 tahun 
Kebutuhan Siltap Kepala Desa 
Kebutuhan Siltap Sekretaris Desa 
Kebutuhan Siltap Kepala Seksi 
Kebutuhan Siltap Kepala Urusan 
Kebutuhan Siltap Kepala Dusun 
Kebutuhan Tunjangan Ketua BPD 
Kebutuhan Tunjangan Wakil Ketua BPD 
Kebutuhan Tunjangan Sekretaris BPD 
Kebutuhan Tunjangan Ketua Bidang BPD 
Kebutuhan Tunjangan Anggota BPD 
Kebutuhan Tunjangan Kepala Desa 

= Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan 
Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat 
Desa Lainnya 

= Kebutuhan luran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris 
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 

H 

K 
WK 
SK 
KB 
AG 
F 
G 

Keterangan: 
ADD PD = 
12 = 
A = 
B = 
c = 
D = 
E 

Penghitungan Alokasi Pemerintah Desa setiap desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
ADDPD = [12 x (A+B+(C x Jumlah Kepala Seksi)+(D x 

Jumlah Kepala Urusan) + (E x Jumlah Kepala 
Dusun)] + (12 x (K+WK+SK+(KB x Jumlah Ketua 
Bidang)+{AG x Jumlah Anggota) BPD) + F + G + 
HJ 

Pasal6 
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= 2Q<Yo x Rasio IKG Bobot IKG 

h) Bobot Indeks kesulitan Geografis desa (Rasio IKG) 
dengan rumus : 

Total IKG desa di Kabu paten yang 
bersangkutan 

IKG Rasio IKG 

g) Rasio Indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) 
dengan rumus : 

= 25% x Rasio LW Bobot LW 

D Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus : 

= luas wilayah desa 
Total luas wilayah desa di 
Kabupaten yang bersangkutan 

Rasio LW 

e) Rasio Luas wilayah Desa (Rasio LW) dengan rumus : 

= 30°/o x Rasio JPM Bobot JPM 

d) Bobot Jumlah Penduduk miskin desa (Bobot JPM) 
dengan rumus: 

= Jumlah Penduduk Miskin Desa 
Total penduduk miskin desa 
Kabupaten yang bersangkutan 

Rasio JPM 

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan 
rum us: 

Rasio JP = Jumlah 12enduduk desa 
Total penduduk desa kabupaten 
yang bersangku tan 

b) Bo bot jumlah penduduk desa (Bo bot JP) dengan 
rum us: 

BobotJP = 25% x Rasio JP 

c) Rasio Jumlah Penduduk mi skin desa (Rasio JPM) 
dengan rumus : 

(2) Penghitungan Alokasi Formula/Proporsional setiap desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

­11­ 



Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
dan Perangkat Desa Lainnya 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= Kebutuhan Siltap Kepala Desa 

Kebutuhan Siltap Sekretaris Desa 
Kebutuhan Siltap Kepala Seksi 
Kebutuhan Siltap Kepala Urusan 
Kebutuhan Siltap Kepala Dusun 
Kebutuhan Tunjangan Ketua BPD 
Kebutuhan Tunjangan Wakil Ketua BPD 
Kebutuhan Tunjangan Sekretaris BPD 
Kebutuhan Tunjangan Ketua Bidang BPD 
Kebutuhan Tunjangan Anggota BPD 

= Kebutuhan Tunjangan Kepala Desa 
Kebutuhan Iuran .Jaminan Sosial 

Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa 
Jumlah Bulan Dalam 1 tahun 

c 
D 
E 
K 
WK 
SK 
KB 
AG 
F 
G 

Keterangan: 
ADDPD = 
12 = 
A 

B 

setiap = [12 x (A+B+(C x Jumlah Kepala 
Seksi)+(D x Jumlah Kepala Urusan) + 

(E x Jumlah Kepala Dusun) ] + (12 x 
(K+WK+SK+(KB x Jumlah Ketua 
Bidang)+(AG x Jumlah Anggota) 
BPD)+ F+G+ H ] + [ (25o/o x rasio jumlah 
penduduk setiap desa terhadap total 
penduduk desa kabupaten yang 
bersangkutan) + (30% x rasio jumlah 
Penduduk miskin setiap desa terhadap 
total penduduk miskin desa Kabupaten 
yang bersangkutan) + (25% x rasio luas 
wilayah setiap desa terhadap luas 
wilayah desa kabupaten yang 
bersangkutan) + (20°/o x rasio !KG 
setiap desa terhadap total IKG desa 
Kabupaten yang bersangkutan) ] 

ADD 
Desa 

Penghitungan ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, menggunakan rumus dasar sebagai berikut: 

Pasal8 

= Jumlah Penduduk Desa 
= Jumlah Penduduk Miskin Desa 
= Luas Wilayah Desa 
= Indeks Kesulitan Geografis Desa 
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( 1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
RKUD pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ke 
RKDes. 

Pasal 11 

BAB V 
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN 

Penetapan rmcian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten 
Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 10 

( 1) Alokasi Formula/ Proporsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (I), dihitung berdasarkan data jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan irideks 
kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga/instansi 
dan/ atau Perangkat Daerah terkait. 

(2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diperoleh dari: 
a. data jumlah penduduk bersumber dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil; 
b. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah 

penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang 
ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang 
bersumber dari Sadan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional melalui Dinas Sosial; 

c. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan 
Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah 
Desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 
Kabupaten. 

Pasal9 

Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris 
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 

H 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2024 beserta lampirannya keluaran 
Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang melakukan 
perubahan APBDes); 

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap 
penggunaan dan penyusunan dana tahap I (satu), 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

Anggaran 
Peraturan 

Perubahan 

Peraturan Desa tentang Perubahan 
Pendapatan dan Belanja Desa serta 
Kepala Desa Tentang Penjabaran 

8. 

( 1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
avat (1), dilakukan setelah Kepala Desa (pemohon) 
mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati 
rnelalui Camat dengan disertai kelengkapan persyaratan, 
sebagai berikut: 
a. ADD Tahap I (satu): 

1. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari 
Kepala Desa atau sebutan lain; 

2. Salinan dokumen RPJMDesa dan/atau 
perubahannya (jika dilakukan perubahan), bagi 
dokumen RPJMDesa yang masih berlaku sesuai 
ketentuan perundangan undangan; 

3. Salinan dokumen RKPDesa Tahun 2024 dan/atau 
perubahannya (jika dilakukan perubahan); 

4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
(LPPD) akhir Tahun Anggaran 2023; 

5. Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2023, lengkap beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes; 

6. Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Tahun Anggaran 2023; 

7. Peraturan Desa ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2024, beserta lampirannya 
keluaran Aplikasi Siskeudes; 

Pasal 12 

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu: 
a. Tahap I (satu) maksimal sebesar 60 % (enam puluh 

perseratus) dari pagu ADD; 
b. Tahap TI (dua) sebesar sisa dari pagu ADD. 
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10. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan 
yang berlaku, sesuai dengan nilai besaran Dana 
yang diterima pada tahap I (satu); 

11. Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap I (satu) 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

12. Surat Pernyataan kesediaan dilakukan mekanisme 
pemotongan (intersep) iuran Jaminan Sosial 
Keteriagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
dan Perangkat Desa Lainnya, pada bagian 
penerimaan desa yang bersumber dari ADD hak 
masing­masing desa Tahun Anggaran 2024, 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

13. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening 
Kas Desa Tahun Anggaran 2024; 

14. Salin an halaman pertama buku RKDes dari Bank 
yang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi 
ten tang nama pemilik serta nomor RKDes; 

15. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa yang 
masih berlaku dan peru bahannya (jika ada 
perubahan); 

16. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan 
perubahannya (jika ada perubahan) tahun anggaran 
2024; 

17. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 
2024; 

18. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
19. Salinan NPWP Pemerintah Desa; 
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran 

Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2024, terdiri 
atas: 
a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c) Rencana Anggaran Biaya. 

21. Ookumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 
keluaran Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2024 
(bagi desa yang melakukan perubahan APBDes), 
terdiri atas: 
a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Peru bahari 

Desa; 
b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c) Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 
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22. Surat pernyataan pelunasan penyetoran pajak 
penggunaan ADD tahap II (dua) Tahun Anggaran 
2023 bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, beserta salinan bukti penyetorannya 
(jika ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak); 

23. Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi 
realisasi pelaksanaan/ penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2023 dan/atau perubahannya (jika dilakukan 
perubahan), serta Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan/atau 
perubahannya (jika dilakukan perubahan) kepada 
masyarakat, melalui media informasi baik media 
cetak (seperti: baliho/spanduk/banner, dan media 
cetak lainnya), maupun media elektronik (seperti: 
iklan televisi, media sosial, website, portal berita, 
blog, dan media elektronik lainnya); 

24. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan 
desa, yang terdiri dari: 
a) Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut 

pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pembangunan desa yang telah 
didanai oleh ADD tahap II (dua) tahun anggaran 
2023 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur); 

b) Poto awal dengan titik koordinat dan sudut 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pembangunan desa yang akan 
didanai oleh ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur); dan 

c) Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa 
yang telah didanai oleh ADD tahap II (dua) Tahun 
Anggaran 2023, merupakan hasil pengambilan 
gambar di satu titik lokasi yang sama, bermaterai 
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan 
fisik infrastruktur dari ADD tahap lL (dua) Tahun 
Anggaran 2023). 

b. ADD Tahap II (dua): 
1. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari 

Kepala Desa atau sebutan lain; 
2. Laporan Realisasi Penyerapan ADD tahap l (satu) 

Tahun Anggaran 2024 keluaran Aplikasi Siskeudes; 
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b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
Desa; 

3. Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 
Pertama Tahun Anggaran 2024, beserta 
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes; 

4. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan 
Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran 
Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang melakukan 
perubahan APBDes); 

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap 
penggunaan dan penyusunan Dana tahap II (dua) 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

6. Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ketentuan 
yang berlaku, sesuai dengan nilai besaran dana 
yang diterima pada tahap II (dua); 

7. Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap II (dua) 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

8. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening 
Kas Desa Tahun Anggaran 2024; 

9. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank 
yang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi 
tentang nama pemilik serta nomor RKDes; 

10. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa yang 
masih berlaku dan perubahannya (jika ada 
peru bah an); 

11. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) 
Tahun Anggaran 2024 dan perubahannya (jika ada 
peru bahan); 

12. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2024 
dan perubahannya (jika ada perubahan); 

13. Salman KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
14. Salinan NPWP Pemerintah Desa; 
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 

keluaran Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2024 
(bagi desa yang melakukan peru bahan APB Des), 
terdiri atas: 
a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Peru bahan 
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Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan 
semester [ (satu) Tahun Anggaran 2024 kepada 
masyarakat, melalui media informasi baik media 
cetak (seperti: baliho/spanduk/banner, dll), 
maupun media elektronik (seperti: iklan televisi, 
media sosial, website, portal berita, blog dll); 

18. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan 
desa, yang terdiri dari: 
a) Foto perkembangan dengan titik koordinat dan 

sudut pengambilan gambar yang sama untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan Desa 
yang telah didanai oleh ADD Tahap J (satu) 
Tah un Anggaran 2024 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); 
dan/atau 

b) Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pembangunan Desa yang telah 
didanai oleh ADD Tahap J (satu) Tahun Anggaran 
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan 
fisik infrastru ktur); serta 

c) Foto awal dengan titik koordinat dan sudut 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan 
fisik infrastruktur pembangunan desa yang akan 
didanai oleh ADD Tahap II (dua) Tahun Anggaran 
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur); dan/atau 

d) Foto keberlanjutan dengan titik koordinat dan 
sudut pengambilan gambar yang sama untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa 
hasil dari pelaksanaan/penggunaan ADD tahap J 
(satu) Tahun Anggaran 2024, yang akan 
dilanjutkan menggunakan ADD Tahap JI (dua) 
tahun anggaran 2024 (bagi desa yang 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur). 

e) Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa 
yang telah didanai oleh ADD tahap I (satu) Tahun 

Anggaran pelaksanaan / penggunaan realisa si 

c) Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 
16. Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak 

penggunaan ADD sampai dengan tahap I (satu) 
Tahun Anggaran 2024 bermaterai cukup sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan 
bukti penyetorannya (jika ada pembelian/belanja 
yang dikenakan pajak); 

17. Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi 
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( 1) Berclasarkan surat perrnohonan penyaluran Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Camat 
mernfasilitasi penelitian kelengkapan berkas permohonan 
penyaluran ADD. 

(2) Camat memfasilitasi penyampaian surat permohonan 
penyaluran ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui 
Oinas atau sebutan lain, berdasarkan kelengkapan berkas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1). 

(3) Surat permohonan penyaluran ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk 
dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak 
( hardcopy). 

(4) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran 
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 

(5) Dinas atau sebutan lain meneruskan permohonan 
penyaluran ADO kepada Sadan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah atau sebutan lain, untuk selanjutnya diproses 

Pasal 14 

Format dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tercantum pada Lampiran Il 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 13 

Anggaran 2024, merupakan hasil pengambilan 
gambar di satu titik lokasi yang sama, bermaterai 
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan 
fisik infrastruktur dari ADD tahap J (satu) Tahun 
Anggaran 2024). 

(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang 
drtandatangani oleh Kepala Desa. 

(3) Dokumen persyaratan penyaluran serta surat pengantar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima dari Kepala 
Desa secara lengkap dan benar. 

(4} Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk 
dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak 
( hardcopy). 

(5) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran 
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 
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disetujui oleh Kepala Desa atau sebutan lain digunakan 
untuk mengatur penarikan dana dari Rekening kas Desa 
(RKDes), untuk mendanai pengeluaran berdasarkan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAl atau Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi desa yang 
melakukan perubahan APBDes). 

(2) Arus kas keluar pada Rencana Anggaran Kas Desa (RAK 
Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat 
semua pengeluaran belanja atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 

(3) Kaur dan Kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) pan jar dan/ atau definitif kepada Sekretaris Desa 
untuk diverifikasi sesuai dengan periode yang tercantum 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi 
desa yang melakukan peru bahan APB Des), dengan nominal 
sarna besar atau kurang dari yang tertera dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi desa yang melakukan 
perubahan APBDes), yang selanjutnya disetujui oleh Kepala 
Desa atau sebutan lain. 

(4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui oleh Kepala 
Desa atau sebutan lain, menjadi dasar Kaur Keuangan 
untuk melakukan penarikan dana di RKDes. 

(5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) definitif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan 
melengkapi dokumen: 

(1) Arus kas keluar pada Rencana Anggaran Kas Desa (RAK 

Pasal 15 

BAB VI 
PENCAIRAN DANA 

sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian disalurkan 
dengan cara pemindahbukuan dari RKUD pada Bank yang 
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ke RKDes. 

(6) Surat permohonan penyaluran ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan dalam bentuk 
dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak 
( hardcopy). 

(7) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (b) dapat disampaikan melalui apukasi penyaluran 
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 
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a. rnelaksanakan kegiatan sosialisasi/penyebarluasan 
informasi dan menyediakan data tentang ADD; 

b. melakukan perhitungan dan pemetaan alokasi besaran 
ADD tiap Desa; 

sebagaimana 

( 1) Fasilitator Tingkat Ka bu paten sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 16 huruf a, dapat dilakukan secara bersama­ 
sarna dan/atau secara sendiri­sendiri, yang terdiri dari 
Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sadan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Sadan Pendapatan 
Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
atau sebutan lain. 

(2) Tugas Fasilitator Tingkat Kabupaten 
dimaksud pad a ayat ( 1), yaitu: 

Pasal 17 

Pengelola ADD terdiri dari: 
a. Fasilitator Tingkat Kabupaten; 
b. Fasilitator Tingkat Kecamatan; dan 
c. Pengelola Tingkat Desa. 

Pasal 16 

BAB VII 
!NSTITIJSJ FASILITASI DAN PENGELOLA 

Tunai Non 

a. Surat pernyataan tanggung jawab belanja yang telah 
disahkan oleh Kepala Desa atau sebutan lain; dan 

b. Bukti penerimaan barang/jasa (kuitansi, nota, dll), dari 
pihak penyedia. 

(6) Dokurnen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi 
pers_varatan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
kepada Kepala desa atau sebutan lain. 

(7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) yang disetujui oleh Kepala Desa 
atau sebutan lain, menjadi dasar Kaur Keuangan untuk 
melaku kan penarikan dana di RKDes. 

(8) Pemerintah Desa melalui Kaur Keuangan melakukan 
penarikan dana dalam RKDes pada Bank yang ditunjuk, 
berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

(9) Dalarn surat pengantar penarikan dana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8), memuat jenis transaksi: 
a. J umlah penarikan secara tunai. 
b. Jurnlah penarikan secara 

(pemindahbukuan/transfer). 
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( 1) Pengelola Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 huruf c, terdiri dari: 
a. Kepala Desa; 
b. Sekretaris Desa; dan 
c. Kaur dan Kasi. 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
(PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 
kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
mempunyai kewenangan: 

Pasal 19 

sebagaimana berkas 

surat permohonan 
Desa kepada Bupati, 

d. memfasilitasi penyampaian 
penyaluran ADD dari Kepala 
berdasarkan kelengkapan 
dimaksud pada huruf c; 

e. memfasilitasi penyampaian laporan pelaksanaan 
APBDesa semester pertama tahun anggaran berjalan 
dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa 
akhir tahun anggaran berjalan, dari Kepala Desa 
kepada Bupati; dan 

f. memfasilitasi penyampaian rekapitulasi dari laporan 
Kepala Desa di wilayah kerjanya, antara lain laporan 
realisasi pelaksanaan terkait ADD, dari Kepala Desa 
kepada Bupati. 

berkas c. memfasilitasi penelitian kelengkapan 
permohonan penyaluran ADD; 

( 1) Fasilitator Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 huruf b, adalah Kecamatan: 

(2) Fasilitator Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), mempunyai tu gas: 
a. memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengelolaan 

keuangan Desa; 
b. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa 
tentang perubahan APBDesa; 

Pasal 18 

c. melakukan kegiatan pembinaan bersama dengan 
Fasilitator Tingkat Kecamatan kegiatan ADD; 

d. memfasilitasi penyaluran ADD; dan 
e. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan 

mengkoordinasikan dengan pihak terkait. 
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a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang 

milik Desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban APB Desa; 
d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 
g. rnenyetujui SPP. 

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan 
Desa, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a, menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 
Perangkat Desa selaku PPKD yang ditetapkan dengan 
Kepu tusan Kepala Desa. 

(5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan 
Keuangan Desa (PPKD). 

(6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
b, mempunyai tugas: 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan APB Desa; 
b. rnengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 

dan rancangan perubahan APB Desa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan 

Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan 
pertanggu ngjawaban pelaksanaan APB Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan 
Peru bahan Penjabaran APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 
clalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa. 

g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
1. elakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan clan 

pengeluaran APB Desa. 
J. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 

cliajukan oleh Kaur clan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran; 

k. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 
APB Desa yang tercantum dalam permintaan 
pembayaran; 

1. menguji ketersedian clana untuk kegiatan dimaksud; 
clan 
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( 1) Penggunaan ADD mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa 
yang dirumuskan melalui Musyawarah Desa. 

(2) Dalam hal RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sudah tidak berlaku lagi sesuai ketentuan perundangan 
undangan, maka penggunaan ADD mengacu pada 
RKPDesa. 

(3) ADD digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
pemberdayaan masyarakat Desa, serta bi dang 
penanggu langan bencana, keadaan darurat dan 
mendesak Desa. 

(4) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan di bidang 
pemerintahan Desa. 

(5) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan 
kegiatan prioritas yang bersumber dari ADD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), diutamakan penggunaannya 
untuk: 

Pasal 20 

BAB VIII 
PENGGUNAAN DANA 

Bagian Kesatu 
Prioritas Penggunaan 

m. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur 
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

(7) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf 
c, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 

(8) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, mempunyai tugas: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang 

tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bi dang tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang 

tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia 

atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang 
berada dalam bidang tugasnya; dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa. 
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alokasi anggaran untuk pembayaran 
Tetap (SILTAP) dan Tunjangan BPD 

(3) Penyediaan 
Penghasilan 

( 1) Penyaluran ADD tahap I (satu) dan tahap 11 (dua) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), 
diprioritaskan untuk pembayaran Penghasilan Tetap 
(SILTAP) dan Tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan 
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
secara tertib pada setiap bulannya. 

Pasal 21 

penyaringan, dan pengangkatan perangkat desa (bagi 
desa yang melaksanakan kegiatan tersebut); 

h. Kegiatan fisik insfrastruktur lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 

penjarmgan, pe laksanaan biaya g. Dukungan 

pemerintahan Desa. 
(7) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

digunakan untuk mendanai: 
a. Tunjangan sekretaris Desa dan perangkat Desa 

Lainnya; 
b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 
c. Operasional Pemerintahan Desa; 
d. Penghasilan/ Honorarium staf perangkat Desa dan staf 

administrasi BPD. 
e. Dukungan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

pengganti antar waktu (bagi desa yang melaksanakan 
kegiatan tersebut); 

f. Dukungan biaya pelaksanaan Pemilihan anggota BPD 
pengganti antar waktu (bagi desa yang melaksanakan 
kegiatan tersebut); 

(6) Apabila terdapat sisa pengalokasian 
dimaksud pada ayat (5), dari jumlah ADD 

sebagaimana 
setiap desa, 
di bidang lainnya kegiatan dialokasikan maka 

a. Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa, Sekretaris 
Desa dan Perangkat Desa lainnya selama 12 (dua belas) 
bulan; 

b. Tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan; 
c. Tunjangan Kepala Desa selama 12 (dua belas) bulan; 
d. Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 12 (dua belas) bulan: 
e. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa. 

Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 12 (dua 
belas) bulan; 
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ribu rupiah); 

Rp 2.500.000,­/ bulan (dua 
juta lima ratus ribu rupiah 
per bulan); 
Rp 1. 750.000,­/ bulan (satu 
juta tujuh ratus lima puluh 

b. Sekretaris Desa 

(3) Besaran Tunjangan Kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa 
dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 20 ayat (5) huruf c, dialokasikan dengan rincian 
sebagai berikut: 
a. Kepala Desa 

e. Anggota BPD 

d. Ketua Bidang 

c. Sekretaris BPD 

b. Wakil Ketua 

(2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (5) huruf b, diberikan dengan ketentuan: 
a. Ketua Rp 1.000.000,­/ bulan (satu 

juta rupiah per bulan); 
Rp 780.000,­/ bulan 
(tujuh ratus delapan puluh 
ribu per bulan); 
Rp 780.000,­/ bulan 
(tujuh ratus delapan puluh 
ribu rupiah per bulan); 
Rp 650.000,­/ bulan 
(enam ratus lima puluh ribu 
rupiah per bulan); 
Rp 650.000,­/ bulan 
(enam ratus lima puluh ribu 
per bulan). 

c. Kasi, Kaur, Kadus 

b. Sekretaris Desa 

( l) Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepa]a Desa, 
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, dialokasikan 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kepala Desa Rp 2.500.000,­/ bulan (dua 

juta lima ratus ribu rupiah 
per bulan); 
Rp 2.300.000,­/ bulan (dua 
juta tiga ratus ribu rupiah per 
bulan); 
Rp 2.100.000,­/ bulan (dua 
juta seratus ribu rupiah per 
bulan). 

Pasal 22 

Bagian Kedua 
Nominal Pengalokasian 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disesuaikan dengan 
ketersediaan dana pada setiap tahapan penyaluran ADD. 
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( 1) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diberi 
Penghasilan tetap (SILTAP) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf c pada setiap bulan , 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan 
yang berlaku. 

Pasal 24 

Bagian Keempat 
Penghasilan tetap (SILTAP), Tunjangan Sekretaris Desa dan 

Perangkat Desa lainnya 

( 1) Kepala Desa diberi Penghasilan tetap (SIL TAP) dan 
tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) 
huruf a dan ayat (3) huruf a pada setiap bulan, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­undangan yang 
berlaku. 

(2) Penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui 
mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa 
(RKDes) ke masing­masing rekening tabungan Kepala Desa 
pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Pemberian Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa melalui 
rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berlaku setelah ada Keputusan Bupati ten tang 
Pengangkatan Kepala Desa. 

(4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat 
menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan 
sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa 
tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). 

(5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat 
menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan 
pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Pasal 23 

Bagian Ketiga 
Penghasilan tetap (SILTAP) dan Tunjangan Kepala Desa 

Rp 1.250.000,­/ bulan (satu 
juta dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 

c. Ka~1Kaur,Kadus 
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( 1) Tunjangan BPD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 
ayat (2), diberikan pada setiap bulan dan besarannya 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa. 

(2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKDes 
ke masing­masing rekening tabungan anggota BPD pada 
bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Pemberian Tunjangan BPD melalui rekening tabungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku setelah ada 
Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota BPD. 

Pasal 25 

Bagian Kelima 
Tunjangan BPD 

(2) Penghasilan tetap (SILTAP) Sekretaris Desa dan Perangkat 
Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan me]alui mekanisme pemindahbukuan dari RKDes 
ke masing­masing rekening tabungan Sekretaris Desa serta 
Perangkat Desa lainnya, pada bank yang telah ditunjuk 
oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Pemberian tunjangan bagi Sekretaris Desa serta Perangkat 
Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(7) huruf a, dilakukan dengan ketentuan: 
a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6); dan 
b. diberikan melalui mekanisme pemindahbukuan dari 

RKDes ke masing­rnasing rekening tabungan Sekretaris 
Desa serta Perangkat Desa lainnya, pada bank yang 
telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Pemberian Penghasilan Tetap (SILTAP) dan tunjangan 
Sekretaris Desa serta Perangkat Desa lainnya melalui 
rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
huruf b, berlaku setelah ada Keputusan Kepala Desa 
tentang Pengangkatan Perangkat Desa. 

(5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat 
menjadi Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya, yang 
bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatarmya 
selama menjadi Perangkat Desa, tanpa kehilangan haknya 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

(6) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat 
menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan 
pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). 
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(1) PPKDa se1aku BUD melakukan pemotongan (intersep) iuran 
.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (2), per bulan. 

Pasal 28 

( 1) Pengalokasian ADD untuk Jamin an Ketenagakerjaan 
Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf e, 
dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. 

(2) Penganggaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam 
belanja jaminan sosial ketenagakerjaan. 

(3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang­undangan. 

Pasal 27 

Bagian Ketujuh 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

dan Perangkat Desa lainnya 

( 1) Penggunaan ADD untuk Jaminan Sosial Kesehatan Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 ayat (5) huruf d, 
sebesar 5%) (lima persen) dari Penghasilan Tetap (SILTAP) 
per bulan, dilakukan dengan ketentuan: 
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 
b. 1°/o (satu persen) dibayar oleh Peserta. 

(2) Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran 
jaminan sosial kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), dilakukan sesuai ketentuan perundang­undangan 
yang berlaku. 

(3) Pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan 
sosial kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 
Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), berlaku setelah dilakukan pendaftaran keanggotaan 
kepesertaan jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa, 
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya melalui BPJS 
Kesehatan oleh pihak pemerintah Desa. 

Pasal 26 

Bagian Keenam 
Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

dan Perangkat Desa lainnya 
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(l) Kepala Desa menyusun laporan realisasi penggunaan ADD. 
(2) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( l), berupa : 
a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 

akhir Tahun Anggaran 2023; 

Pasal 30 

BAB IX 
PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN LAPORAN REALISAST 
PENGGUNAAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Penggunaan ADD pada bidang penyelenggaraan pemerintahan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf a 
sarnpai dengan huruf g, pengalokasiannya disesuaikan pada 
kondisi kemampuan keuangan Desa, dengan tetap berpedoman 
kepada peraturan perundang­undangan yang berlaku. 

Pasal29 

(2) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber 
dari ADD hak masing­rnasing desa. 

(3) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD 
hak masing­masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran 
iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan 
bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa 
Lainnya. 

(4) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara 
kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS 
Ketenagakerjaan yang memuat: 
a. rencana penerimaan ADD; dan 
b. rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, dan Perangkat Desa Lainnya. 
(5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), ditandatangani oleh PPKDa selaku BUD dengan pejabat 
BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disampaikan 
kepada Bupati. 

(6) PPKDa selaku BUD melakukan penyetoran Juran kepada 
BPJ S Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan 
bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing­ 
masing desa dimaksud pada ayat (2). 

(7) Penyetoran Juran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan. 
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pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai wilayah kerja masing­ 
masmg. 

pengawasan dan pembinaan melakukan (2) Camat 

( 1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelo]aan 
ADD melalui Aparat Pengawas lnternal Pemerintah (APlP) 
Daerah Kabupaten Bangkalan yaitu lnspektorat atau 
sebutan lain. 

Pasal 33 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN 

( 1) Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan material 
atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran ADD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 

(2) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya secara formal 
dan material atas penggunaan dan pelaksanaan ADD yang 
telah diterima. 

(3) Bentuk pertanggungiawaban penggunaan dan pelaksanaan 
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga 
bentuk pertanggungiawabannya adalah 
pertanggungiawaban pelak sanaan APBDes yang dituangkan 
dalam Peraturan Desa. 

Pasal 32 

Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (2) setiap tahap penyaluran kepada Bupati 
melalui Camat. 

Pasa1 31 

b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; 

c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2024; 

d. lkhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Tahun Anggaran 2023; dan 

e. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap l (satu) Tahun 
Anggaran 2024. 
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(l) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala 
Desa tidak menyampaikan dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDesa) dan 
perubahannya (jika dilakukan perubahan), dokumen 
RKPDesa dan perubahannya (jika dilakukan perubahan), 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir 
Tahun Anggaran 2023, Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, 
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2024, Peraturan 
Desa tentang APBDesa dan perubahannya (jika dilakukan 
perubahan) Tahun Anggaran 2024, Laporan realisasi 
penyerapan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 2024, serta 
kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 

(2) Penundaan dilakukan sampai dengan disampaikannya 
dokumen­dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/atau tidak 
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka 
Bupati secara berjenjang melakukan teguran kepada Kepala 
Desa untuk melakukan percepatan penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran. 

(4) Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/ atau tidak 
menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai 
dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak disalurkan 
dan menjadi sisa ADD di RKUD. 
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( 1) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 
anggaran berikutnya. 

(2) Dalam hal ditemukan penyirnpangan pelaksanaan 
dan/atau kerugian desa yang terjadi karena adanya 
pelanggaran administratif dan/ atau pelanggaran pidana 
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang­u ndangan. 

(3) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SILPA), maka dikembalikan ke Kas Desa dan dianggarkan 
kembali dalam APBDes pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Apabila terjadi perbedaan hasil dokumen cetak (hardcopy) 
serta dokumen digital (softcopy) persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), antara 
dokumen Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, 
maka pemerintah Daerah hanya mengakui keabsahan 
dokumen yang disarnpaikan melalui aplikasi penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 
14 ayat (4). 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 
NOMOR h SERI E . 

Diundangkan di Bangkalan 
Pada tanggal O 5 FEB 2024 

Ditetapkan di Bangkalan 
Pada tanggal O 5 FE 8 2024 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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KODE WILAYAH ALOKASI DANA DESA (ADD) 

KODE KECAMATAN DESA PAOU PER-DESA PENYALURAN TABAP I PENYALURAN TABAP Il 

5.1.7.17.07. TANAJ-1 MERAJ-1 PET RAH Rp 402.688.000,00 Rp 241.612.800,00 Rp 161.075.200,00 

5.1.7.17.08. TANAH MERA!-! TANAH MERAH DAJAH Rp 452.504.000,00 Rp 271.502.400,00 Rp 181.001.600,00 

5.J.7.)7.09. TANAHMERAH OUMAJAH Rp 450.911.000,00 Rp 270.546.600.00 Rp 180.364.400,00 

5.1.7.17.10. TANAHMERAH PATEMON Rp 303.242.000,00 Rp 181.945.200,00 Rp 121. 296.800,00 

5.1.7.17.J J. TANA!-! MERAl-1 TWMAR Rp 374.991.000,00 Rp 224.994.600,00 Rp 149.996.400,00 

5.1.7.)7.12. TANA!-! MERAH KENDABAN Rp 373. 766.000,00 Rp 224.259.600,00 Rp 149.506.400,00 

5.1.7.17.13. TANAH MERAJ-f JANG KAR Rp 447.056.000,00 Rp 268.233.600,00 Rp l 78.822.400,00 

5.J.7.17.14. TANAHMERAH PETTONG Rp 445.852.000,00 Rp 267.511.200,00 Rp 178.340.800,00 

5.1.7.17.15. TANAHMERAH LAND AI< Rp 347.035.000,00 Rp 208.221.000,00 Rp 138.814.000,00 

5.J.7.17.16. TANAII MERAH RONGDURIN Rp 375.872.000,00 Rp 225.523.200,00 Rp 150.348.800,00 

5.J.7.17.17. TANAII MERAH BATANGAN Rp 459.042.000,00 Rp 275.425.200,00 Rp 183.616.800,00 

5.1.7.17.18. TANAHMERAH DLAMBAH DAJAH Rp 473.145.000.00 Rp 283.887 .000,00 Rp 189.258.000.00 

5.J.7.)7.19. TANAH MERAI-1 DLAMBAH LAOK Rp 374.282.000,00 Rp 224.569.200,00 Rp 149.712.800,00 

5.1.7.17.20. TANAl-f MERAII MRECAH Rp 402.377.000,00 Rp 241.426.200,00 Rp 160.950.800,00 

5.J.7.17.21. TANAHMERAH BUD DAN Rp 458.049.000,00 Rp 274.829.400,00 Rp 183.219.600,00 

5.1.7.17.22. TANAI-1 MERAH POTER Rp 429.241.000,00 Rp 257.544.600,00 Rp 1 71.696.400,00 

5.J.7.17.23. TANAI-I MERA!-! BASANAI-1 Rp 302.792.000,00 Rp 181.675.200,00 Rp 12J.l 16.800,00 

S.1.7.18. KECAMATAN KWANYAR Rp 7.254.002.000,00 Rp 4.352.401.200,00 Rp 2. 901.600.800,00 

5.J.7.18.01. I<WANYAR TEBUL Rp 387.721.000,00 Rp 232.632.600,00 Rp 155.088.400,00 

5.1.7.18.02. I<WANYAR I<WANYAR BARAT Rp 514.058.000,00 Rp 308.434.800,00 Rp 205.623.200,00 

S 1711'.01 l<WANYI\R PF.<;ANGGRI\HI\N Rp S 1 S Q?7 000,00 Rp 10Q SSA ?00,00 Rp ?()f, .170 800_()(1 

5.1.7.18.04. KWANYAR KARANG ANYAR Rp 413.232.000,00 Rp 247.939.200,00 Rp 165.292.800,00 

5.J.7.18.05. KW ANY AR BATAII BARAT Rp 441.220.000,00 Rp 264.732.000,00 Rp 176.488.000,00 

5.1.7.18.06. KW ANY AR BATAHTIMUR Rp 443.288.000,00 Rp 265.972.800,00 Rp 177.315.200,00 

5.17.18.07. KWANYAR DUWEK BITTER Rp 387.707.000,00 Rp 232.624.200,00 Rp 155.082.800,00 

5.1.7.18.08. KWANYAR PAN DAN AN Rp 413. 186.000,00 Rp 247. 911.600,00 Rp 165.274.400,00 

5.J.7.18.09. KW ANY AR !<ARANO ENTANG Rp 415.830.000,00 Rp 249.498.000,00 Rp 166.332.000,00 

5.1.7.18.10. l<WANYAR JANTEH Rp 485.866.000,00 Rp 291.519.600,00 Rp 194.346.400,00 

5.1.7.18.11. KW ANY AR DLEMER Rp 484.539.000,00 Rp 290.723.400,00 Rp 193.815.600,00 

5 l 7.18 12. KWANY.f\P. EETETANG Rp 555 973.000,00 Rp 333.583.800,00 Rp ???.380.?Qn,l'Vl 

5.1.7.18.13. KWANYAR MOROMBUH Rp 449.287.000,00 Rp 269.572.200,00 Rp 179.714.800,00 

5.1.7.18.14. l<WANYAR SOMOR KONENG Rp 444 .526.000,00 Rp 266. 715.600,00 Rp 177.810.400,00 

5.1.7.18.15. KWANYAR PA ORAN Rp 414.717.000,00 Rp 248.830.200,00 Rp 165.886.800,00 

5.J.7.18.16. KWANYAR GUNUNG SERENO Rp 486. 925.000,00 Rp 292.155.000,00 Rp 194. 770.000,00 

5.1.7.19. KECAMATAN LABANG Rp 5.892.398.000,00 Rp 3.535.438.800,00 Rp 2.356.959.200,00 

5.1.7.19.01. LABANG KESEK Rp 445.989.000,00 Rp 267 .593.400,00 Rp 178.395.600,00 

5.J 7.19.02. LABANG PANG PONG Rp 415.367.000,00 Rp 249.220.200,00 Rp 166. 146.800,00 

5.1 7.19.03. LABANG SUROLILO BARAT Rp 558.989.000,00 Rp 335.393.400,00 Rp 223.595.600,00 

5.1.7.!'J.01. 1/.Dl\NG SUKOLILO TI:MUR Rp 527.166.000,00 Rp 316. 170.600,00 Rp 210. ')86. 100,00 

5.1.719.05. LADANG BUNAJU-I Rp 513.480.000,00 Rp 308.088.000,00 Rp 205.392.000,00 

5.1.7.19.06. LABANG BRING EN Rp 431.626.000,00 Rp 258.975.600,00 Rp 172.650.400,00 

S.J.7.19.07. LABA NG BA'ENGAS Rp 500.815.000,00 Rp 300.489.000,00 Rp 200.326.000,00 

5.1.7.19.08. LABANG MORl<EPEK Rp 402.0J 3.000,00 Rp 241.207 .800,00 Rp 160.805.200,00 

5.J.7.19.09. LABANG LABANG Rp 460. 118.000,00 Rp 276.070.800,00 Rp 184.047.200,00 

5.1.7.19.10. LABANG JUKONG Rp 415.822.000,00 Rp 249.493.200,00 Rp 166.328.800,00 

5.1.7.19.l I. LABANG SENDANG LAOK Rp 429.880.000,00 Rp 257.928.000,00 Rp 171.952.000,00 

5.17.19.ll. LABANG SENDANG DAJAJ-f Rp 403.249.000,00 Rp 241.949.400,00 Rp 161.299.600,00 

:;.1.7.19.13. t..AB/u"JG PETAI'AN Rp 337.:;34.000,00 Rp 232.:;:;0.400,00 Rp lJJ.033.GOO,OO 

5.1.7.20. KECAMATAN TRAOAH Rp 7.149.3415.000,00 Rp 4.289.607 .000,00 Rp 2,8159. 738.000,00 

5.1.7.20.0J. TRAGAH ALANGALANG Rp 389.482.000,00 Rp 233.689.200,00 Rp 155.792.800,00 

5. 1. 7.20.02. TRAGAH KEMONING Rp 427.605.000,00 Rp 256.563.000,00 Rp 171.042.000,00 

5. 1.7.20.03. TRAGAfl SOIIBT IAOI< Rp 486.512.000,00 Rp 291. 907 .200,00 Rp 194.604.800,00 
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KODE WILAYAB ALOKASI DAlfA DESA fADD) 

KODE KECAJlATAlf DESA PAOU PER-DESA PENYALURAN TAHAP I PENYALURAN TABAP II 

5. 1.7 .20.04. TRAGAH BAJEMAN Rp 443.962.000,00 Rp 266.377.200,00 Rp 177.584.800,00 

5. I. 7 .20.05. TRAGAH TAMBIN Rp 414.777.000,00 Rp 248.866.200,00 Rp 165.910.800,00 

5. I. 7 .20.06. TRAGAH SOKET DAJAII Rp 387.501.000,00 Rp 23.2.500.600,00 Rp 155.000.400,00 

5.1.7 20.07. TRAGAH KETELENG Rp 358.560.000,00 Rp 215.136.000,00 Rp 143.424.000,00 

5.1.7.20.08. TRAGAl-l JAAH Rp 412.636.000,00 Rp 247.581.600,00 Rp 165.054.400,00 

5.1.7.20.09. TRAGAl-l BANCANG Rp 384.826.000,00 Rp 230.895.600,00 Rp 153.930.400,00 

5. I. 7 20. IO. TRAGAII MASARAN Rp 440.986.000,00 Rp 264.591.600,00 Rp I 76.394.400,00 

5. 1.7 .20.11. TRAGAfl PACANGAN Rp 384.977.000,00 Rp 230.986.200,00 Rp 153.990.800,00 

5.1.7.20.12. TRAOAH POCONO Rp 357.942.000,00 Rp 214.765.200,00 Rp 143.176.800,00 

5.1.7 20.]3. TRAGAJ-1 TRAGAH Rp 384.417.000,00 Rp 230.650. 200,00 Rp 153. 766.800,00 

5.1.7.20.14. TRAOAII KARANG LEMAN Rp 413.626.000,00 Rp 248. 175.600,00 Rp 165.450.400,00 

5.17.20.15. TRAOAH DUl<OTAMBIN Rp 330.513.000.00 Rp 198.307.800.00 Rp 13.2.205.WO.OO 

5.1.7.20.16. TRAGAH JADDUNG Rp 385.379.000,00 Rp 231.227 .400,00 Rp I 54 .151.600,00 

5.1.7 20.17. TRAOAfl BANYUBESEII Rp 385.559.000,00 Rp 231.335.400,00 Rp 154.223.600,00 

5.1.7.20.18. TRAGAH PAMORAII Rp 360.085.000,00 Rp 216.051.000,00 Rp 144 .034.000,00 

S.1.7.:U. KECAMATAN MODUNG Rp 7.467.582.000,00 Rp 4.480.549.200,00 Rp 2.987.032.800,00 

5.1.7.21.01. MOD UNO PANGPAJUNO Rp 417.399.000,00 Rp 250.439.400,00 Rp 166.959.600,00 

5.1 7.21.02. MODUNG PATEREMAN Rp 443.610.000,00 Rp 266. 166.000,00 Rp 177.444.000,00 

5. J. 7. 2 J.03. MOD UNG KOLLA Rp 390.449.000,00 Rp 234.269.400,00 Rp 156.179.600,00 

5.1.7.21.04. MOD UNG PAENG Rp 386.791.000,00 Rp 232.074.600,00 Rp 154.716.400,00 

s t v z r ns MODI ING NF.ROI-I Rp 4 14 440 000,00 Rp ?48 Foo7 Fono,oo Rp lFoS 778 400,00 

5.J.7.21.06. MOD UNG SRABITlMUR Rp 448. 766.000,00 Rp 269.259.600,00 Rp 179.506.400,00 

5.1.7.21.07. MOD UNG SRABIBARAT Rp 515.709.000,00 Rp 309.425.400,00 Rp 206.283.600,00 

5.1.7.21.08. MOD UNG PATENTENO Rp 524.261.000,00 Rp 314.556.600,00 Rp 209.704.400,00 

5. 1.7.21.09. MOD UNO LANGPANGGANG Rp 441.565.000,00 Rp 264.939.000,00 Rp 176.626.000,00 

5.1.7.21.10. MO DUNG SUWA'AN Rp 442.958.000,00 Rp 265.774.800,00 Rp 177.183.200,00 

5.J.7.21.l !. MODUNG MOD UNG Rp 441. 722.000,00 Rp 265.033.200,00 Rp 176.688.800,00 

5.1.7.21.J.2. MODUNG BRAKAS DAJAII Rp 414.197.000,00 Rp 248.5 [8.200,00 Rp 165.678.800,00 

5.J.7.21.13. MOD UNG KARA.NG ANY AR Rp 417.334.000,00 Rp 250.400.400,00 Rp 166.933.600,00 

S. !.7 2!.14. MQDUNG MJl_"IGGA'il_"I Rp 489.987.000,00 Rp ?9'>.09?.?nn,on Pp 195.994.800,00 

5.1.7.21.15. MOD UNG GLISOIS Rp 386.913.000,00 Rp 232.147.800,00 Rp 154.765.200,00 

5.1.7.21.16. MOD UNO PAKONG Rp 443.589.000,00 Rp 266.153.400,00 Rp 177.435.600,00 

5.1.7 21.]7. MO DUNG ALAS KOKON Rp 447.886.000,00 Rp 268.731.600,00 Rp 179.154.400,00 

S.1.7.22. KECAMATAN BLEGA Rp 8.476.147.000,00 Rp S.085,688.200,00 Rp 3.390.458.800,00 

5.1.7.22.01. BLEGA GIGIR Rp 502.497 .000,00 Rp 301.498.200,00 Rp 200.998.800,00 

5.1.7.:22.02. BLEGA KO'OLAN Rp 412.745.000,00 Rp 247.647.000,00 Rp 165.098.000,00 

5.1.7.22 03. BLEGA PANGERAN OADUNGAN Rp 483. 706.000,00 Rp 290. 223.600,00 Rp 193.482.400,00 

5.1.7.22.04. BLEOA PANJALJNAN Rp 386.333.000,00 Rp 231.799.800,00 Rp 154.533.200,00 

5. ! .7.22.0S. I:lLEG/1 RO SEP Rp 190.169.000,00 Rp 291.101.100,00 Rp 1%.067.600,00 

5. I .7.2·2.06. BLEGA I<AMPAO Rp 358.659.000,00 Rp 215. I 95.400,00 Rp 143.463.600,00 

5.1.7.22.07. BLEOA LOMBANG LAOK Rp 347.272.000,00 Rp 208.363.200,00 Rp 138.908.800,00 

5.]. 7 .22.08. BLEGA LOMBANG DAJAH Rp 703.124.000,00 Rp 421.874.400,00 Rp 281.249.600,00 

5.1. 7.22.09. BLEOA !~POTE Rp 418.735.000,00 Rp 251.24 I .000,00 Rp 167.494.000,00 

5.J .7.22.10. BLEGA BLEGA OLOH Rp 428.349.000,00 Rp 257.009.400,00 Rp 17 I .339.600,00 

5.1.7.22.11. BLEGA KARANG GAYAM Rp 461.587.000,00 Rp 276.952.200,00 Rp 184 .634 .800,00 

5.17.22.12. BLEGA LOMA ER Rp 389.664.000,00 Rp 233. 798.400,00 Rp 155.865.600,00 

5.1.7.22.13. BLEGA BATES Rp 438.713.000,00 Rp 263.227.800,00 Rp 175.485.200,00 

J.1.7.l.2.14. BLEGA I,'.ARANG PANASA.N Rt, 3~3.G.'.::.8.000,00 Rp 21J.194.800,00 Rp 1-13. 4G3.200,GO 

5.1.7.22.15. BLEGA !<ARANO NANGKAH Rp 463.789.000,00 Rp 278.273.400,00 Rp 185.515.600,00 

517.22.]6. BLEGA BLEGA Rp 476.200.000,00 Rp 285.720.000,00 Rp 190.480.000,00 

5.J.7.22.17. BLEGA NYORMANES Rp 442. 775.000,00 Rp 265.665.000,00 Rp 177.110.000,00 

5.J .7.22.18. BL EGA ALAS RAJAH Rp 497.689.000,00 Rp 298.613.400,00 Rp 199.075.600,00 
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KODE WILAYAH ALOKASI DANA DESA (ADD) 

KODE KECAMATAN DESA PAOU PER-DESA PENYALURAN TAHAP I PENYALURAN TAHAP U 

5.1.7.22.19. BLEGA KAJJAN Rp 415.483.000,00 Rp 249.289.800,00 Rp 166.193.200,00 

5.1.7.23. KECAMATAN OALIS Rp 8.184.234.000,00 Rp 4.910.540.400,00 Rp 3.273.693.600,00 

5.J .7.23.01. GALIS PEKADAN Rp 431.639.000,00 Rp 258.983.400,00 Rp 172.655.600,00 

5.1.7 .23.02. GALIS l<AJUANAK Rp 362.024.000,00 Rp 217 .214.400,00 Rp 14 4 .809.600,00 

5.l.7.23.03. GALIS PATERONGAN Rp 388. 763.000,00 Rp 233.257.800,00 Rp 155.505.200,00 

5.1.7.23.04. GALIS GALIS Rp 363. I 12.000,00 Rp 217.867.200,00 Rp 145.244.800,00 

5. J.7.23.05. GAUS PAKA'AN LAOK Rp 387.790.000,00 Rp 232.674.000,00 Rp l 55.116.000,00 

5. 1.7.23.06. GALIS KRANGGAN TIMUR Rp 359.047.000,00 Rp 215.428.200,00 Rp 143.618.800,00 

5. J.7.23.07 GALIS SEPARAI-1 Rp 332.91 l.000,00 Rp 199.746.600,00 Rp 133.164.400,00 

5.1.7.23.08. GAUS PAKA'AN DAJAll Rp 358.641.000,00 Rp 215.184.600,00 Rp 143.456.400,00 

5. 1.7 :23.09. GALIS LONGKEK Rp 340.192.000,00 Rp 204.1.15.200,00 Rp 136.076.800,00 

5.1.7.23.10. GALIS BANYU BUNIH Rp 572.245.000,00 Rp 343.347.000,00 Rp 228.898.000,00 

5. 1.7 . ..!3.J l. GALIS DALEMAN Rp 389.989.000,00 Rp 233.993.400,00 Rp 155. 995.600,00 

5.J.7.23.12. GALIS TELLOK Rp 391.202.000,00 Rp 234.721.200,00 Rp l 56. 480.800,00 

S.1.7.23.13. GALIS BLATERAN Rp 332.069.000,00 Rp 199.241.400,00 Rp 132.827.600,00 

S.1.7.23.14. GAUS KELBUNG Rp 448.185.000,00 Rp 268.911.000,00 Rp 179.274.000,00 

5.1.7.23.15. GAUS TLAGAH Rp 363.476.000,00 Rp 218.085.600,00 Rp 145.390.400,00 

5.1.7.23. 16. GALJS LANTEK TIMOR Rp 393.552.000,00 Rp 236.131.200,00 Rp 157.420.800,00 

s. J.7.23.17. GAUS LANTEK BARAT Rp 433.490.000,00 Rp 260.094.000,00 Rp l 73.396.000,00 

S.1.7.23.18. GALIS BAN JAR Rp 508.018.000,00 Rp 304.810.800,00 Rp 203.207.200,00 

517.2319. GALIS BANGPENDAH Rp 332.367.000,00 Rp 199.420.200,00 Rp 132.946.800.00 

5.1.7.23.20. GALIS SAD AH Rp 389.846.000,00 Rp 233.907.600,00 Rp l 55. 938. 400,00 

5.1.7.23.21. GALIS SORPA Rp 305.676.000,00 Rp 183.405.600,00 Rp l 22.270.400,00 

5.1.7.24. KECAMATAN KONANG Rp 5.634.213.000,00 Rp 3.380.527.800,00 Rp 2.253.685.200,00 

5.1.7.24.0l. IWNANG GALJS DAJAI-1 Rp 395.255.000,00 Rp 237.153.000,00 Rp 158.102.000,00 

5.J .7.24.02. KONANG DURlN BARAT Rp 403.583.000,00 Rp 242.149.800,00 Rp 161.433.200,00 

5.1.7.24.03. KONANG KANEGARAH Rp 386.532.000,00 Rp 231.919.200,00 Rp 154.612.800,00 

5.1.7.24.04. KO NANG BATOKABAN Rp 435.991.000,00 Rp 261.594.600,00 Rp 174.396.400.00 

5.1.7.24.05. KO NANG DURIN TIMUR Rp 456. 900.000,00 Rp 274.140.000,00 Rp 182.760.000,00 

5.17.2406. KON ANG PAK.ES Rp 416.388.000,00 Rp 249.832.800,00 Rp 166.555.200,00 

5.1.7.24.07. KO NANG BANDUNG Rp 416.207 .000,00 Rp 249.724.200,00 Rp 166.482.800,00 

5.1.7.24.08. KO NANG KO NANG Rp 487.570.000,00 Rp 292.542.000,00 Rp 195.028.000,00 

5.l.7.:24.09. KO NANG SEN ASEN Rp 486.703.000,00 Rp 292.021.800,00 Rp 194.681.200,00 

5.1.7:.24.10. KONANG CAMPOR Rp 413.215.000,00 Rp 247.929.000,00 Rp 165.286.000,00 

5.1.7.24.11. KONANG SAMBIYAN Rp 445.417.000,00 Rp 267.250.200,00 Rp 178.166.800,00 

5.1.7.24.12. KO NANG CANGKAREMAN Rp 389.058.000,00 Rp 233.434.800,00 Rp 155.623.200,00 

5.1.7 . ..!4.13. KONANG GENTENG Rp 501.394 .000,00 Rp 300.836.400,00 Rp 200.557.600,00 
JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA 69.3°" .-.~ ... 820,00 DESAfADDI Rp 115.649.884.700,00 Rp Rp 46.259.953.880,00 

~ ~~ A.r'l"p~ANGKALAN 
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Realisasi 
Pera tu ran Desa 

. Pertanggungjawa ban 

­­­­­ ­­ ­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­ ------ ­­­ I 
. ­­­ . ­­­­­­j­­­­­­­­­­­­y­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

tentang Laporan : I 
i I Pelaksanaan i : 
I 

I 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa tahun J 

: :m~garan . ~~23,_ "~e:1gk~p beserta lampirannya \ 
Ke1ua1<111 t\!)HKct~1 ,:::H~Keuue~, L 1 • 

·­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ L_ ­­­­·­­­­­­­­­ . 

5 

Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa ...... Kccamatan .......... , 
TRn~?,::tl (tgL bl, t hn) Nornor: 140/.­ _ .. /XXX.XXX.XXX/ ... _ T~nt::ing 
Pe nvaluran J\lokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) ( ...... %) sebesar Rp. 
................. (huruf/terbilang) Tahun , dengan persyaratan 
scbagaimana tersebut dibawah ini: 

1­­ ­_ ,.­­~ ­ ­­­ ­­­­­­­­­­­ ­ ­­­ ­ ­­­­ ­ ­­­­­­­­­­­· ­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­r­­­­­­­­­­­­­­­ ­ ­­­ . ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ 
. l)J•,SA : 

Kl·:CAMATAN I : 
. I 

: :1uMLAf[Ai~6KASf6ANA DESA (ADD)­lOOo/c;··­­­­­­­­­­r:­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ 
:NO: ----- ... ---- KELf~NGKAPAN-DERKAS T_ ADA.TTDK ADA-~ 
. t­­­­­­­­­­­ ­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­ ­ ­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­ ­ ­­­­­ ­­·­­ ­­1­ .. ­­­­­­­­­­L­­­ ­­­­­­­­ __ 1 

, Snr::i1 PPno-::ini-::ir PPrmnhnn:::in Pe nvn ln rn n rl::iri 1 • 
L> •• . - I . 

2 ! ~:f~:~1!!~_sa ::1~1­~;~~~tan l:~~,iMDes ­ dan/ata~ 1­­­­­­­­­­­1­ 
: perubahannya (jika dilakukan perubahan), bagi I . 
: dokurnen RPJMDes yang masih berlaku sesuai i I 
! ketentuan perundangan undangan: j j' 
l ---·--- - - -------- - ------------ ----- - -- -------·- - - - --- - -- -----. 

:3 : Salinan dokumen RKPDes Tahun 2024 dan/ atau 
perubahannya (jika dilakukan perubahan); .. ­ ­­­­­ - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - ­­­­­­­­­·­­­­­­­­­ .. ­ ­­ ­­­­­ ­­ ­­­ ­­­­­­ 

4 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dcsa ; 
! (LPPDl akhir tahun anggaran 2023; 

BANGKALAN 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Bangkalan 

di 

140/ ..... /433. (kode kec)/ ...... 
Pent ing 
1 (satu) berkas 
,,crmohonan Penvarura n AUU 
Tahap I (satu) Tahun Anggaran 

(Kecamatan), tgl. bln thn . 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
l­'enl1al 

FORMAT la PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN 
KECAMATAN . 

Jalan Telpon . 

FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD 

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NOMOR 6 TAHUN 2024 
TENT ANG PETUNJUK TEKNIS 
PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN 
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA 
(ADD) TAHUN ANGGARAN 2024 
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_______ L - ----------- 

­­··­­­­­­­­­­­­­­·­·­­­­­­­­­ ­­­­­­­··­ ­ r­­­­­­­ _L 
H> : Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan i 

10 

­­ Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan . 
dan Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta I . ~ i \ 
Iampirannya kcluaran Aplikasi Siskcudcs; dan +­­­­·­··! . 
l;~;:~ti_i;;­;:;­­K­~pala D~;;­­ Tentang ­p;~jabaran ! r 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun I ! 

I 

anggaran 2024, beserta larnpirannya keluaran i 
I i Aplikasi Siskeudes; I I ­ ~::~:;:~a;)::: :~::j1: i::~b~::n ~::::~:: I ­r·­ 

2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi J ' 

Siskeudes (bagi dcsa yang melakukan I 
........ ::.r"l"'lhr,"hn., /\OQr,oC"\. rl,- .... .., I*\ I __ ;:::~;~;:<~• ·~e;:1:~,, ~~;~: 

1 

~'en tang Penjabaran t ­­­­­j 
1 

. I ! 
Peruba han Anggaran Pendapatan dan Be anja i 
Desa ta hu n anggaran 2024, beserta 
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi 
dcsa yang melakukan perubahan APBDes); (*) 

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) tahun anggaran 2023; 

­~­,­ 
___ J_ 

­42­ 

9 : Surat Pernyataan Tanggung .Jawab 
: terhadap penggunaan dan penyusunan Dana tahap ' 
' ~ . \ I 

' I (satu), berrnaterai cukup sesuai dengan ketentuan 11' 

11 vn n o hPrl::ik11· 

Kui;~i1sCbcr~aterai cukup berdasa~ka­i;­­ketent11ani­­ I 
i I 

yang berlaku, sesuai dengan nilai besaran Dana i ! 
i i yang diterirna pada tahap I (satu); 1 1 

Pakta­­Inie­g~ita~5 Penggunaan Dana tahap I (satu) I . ·-- r ­­­­­­­­­­ 
bcrmaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang I I 
bcrlaku; . ­­ ­­­­­­­­ ­­­­­ ­ .. ­ ­­­·­­­­­­·­­ ­­­­ ­­ ­­­­­­­­­­­­­­­· ·­·­·­····­ ···­­­­­­~ ­­­­­+­­­­­­ ­ 

12 : Surat Pernvataan kcsediaan dilakukan mekanisme ! 

pemotongan (intersep) iuran Jaminan Sosial i 
Ketenagakeriaan baai Kepala De sa, Sekretaris I 

I 

Desa, dan Perangkat Desa Lainnya , pada bagian I 
I penerimaan desa yang bersumber dari ADD hak i 

rnasing­rnasing desa tahun anggaran 2024, [ 
~>e~~1~:~~~rai cukup sesuai dengan ketentuan yang I 
LJCI lcth.U, I 
Salinan Keputus­an­Kepa1a­Desa tentang Rekening­r­­­ 
Kas Desa tahun anggaran 2024; 

14 i ::.'i:;a:,:~;:t :=~~;iase:~~~­~~~:~ cti:;a:::;r­1 
· tentang narna pemilik serta nomor RKDes; ! 

1 s : Sali1:1an ---K~p-utusan Kepala 6c­sa­­te;:t­a;1it 
I f 

Pengangkatan d. an Susunan Pera.ngka_t Desa yang. 
11 rnasih berlaku dan perubahannya (jika ada ! 

l"'tPr11h0 hqn\· l' ... ' ..I. \..,t '­"''­A A...I.\."' &...I. J' 



iklan televisi, media sosial, website, portal 
berita, blog, clan media elektronik lainnva); 
dan/atau i 

F~~t­;­­­­­~~t;~~l­ ­­t~;­gk~pan layar (screenshoot) 1 ­ ­ ­ 

publikasi realisasi pelaksanaan/penggunaan I 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja ! 

Desa tahun anggaran 2023 [jika dilakukan ; 
perubahan) kepada masyarakat, melalui media I' 

informasi baik media cetak (seperti: , 
baliho/spanduk/banner, dan media cetak I . 

­­­­­­ . ] ­­­ ­­­­­­­­­­ .... 

l~PnPrti· \ .... 1- .... h­1 in nv::i \ ­­ ... _,. "}) 

pajak]; (*) ··­··­­­­­­·­­­­­·­·­ ­­­ ····­­­­­­­­­­­­·­·­ .. ­­­­­­ . . ··­­·­­­­­­­L­ ­­­­­­­­­~····­ ···­­··········­­­­­­· 
Fot.o atau tangkapan layar (screenshoot) j ' 

publikasi realisasi pelaksanaan/penggunaan I I 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun I 
anggaran 2023 kepada masyarakat, mclalui : 
media informasi baik media cetak (seperti: 
baliho/spanduk/banner, dan media cetak 

23 

'22 

; a. Rencana Kcgiatan dan Anggaran Desa; 
1 

, 

. --·---·--·-- ···­­­­­­­­·­ ­ ­·­­­­­­­· ­­ ­·­­­­­­­­­­­­­­­­;­·­­­­ ··/·· ---····--···-··---- 

! h. Re ncaria Kerja Kegiatan Desa; clan ! ! 

:~0~~~~?.~".~~:J,7:~~~ia::~ub;ha;·­~~~ian~~=l .. ~=~= 
i ' 

(DPPA) keluaran Aplikasi Siskeudes t.ahun 11 

i anggaran 2024 (bagi dcsa yang melakukan 

I pcrubahan APBDes), terdiri atas: (*) [ 

• a. Rencana Kegiatan clan Anggaran Perubahan i 
[)esa; ; ! 

. t~---~~e;c~n-a~_Ke-~Ta-Kegiatan Des_~~­~:_n c __ [ --~:~=~=~ 
! :~r;;n~;;v::~:ar:::.,i:.:a: Pe::v:~o;:~ plljak t­­­t­ ­­ 
: pcnggunaan ADD t.ahap II (dua) tahun anggaran i 

i ~~.:: l~~-~~~~~er:~~"~~~u,:,, 1~~­~~a: .. ~,:~::~ .. ~~;~~~~~­~ I 
_yn.1.15 l.A ...... l.1<...t.t"lrr..u., U\..,J\..,J.LO. ...><-1 . .1..1..1..1uL.1 uu.t~l..L j.l\.,.1J..Y\....LV.1u.J.1.11J'u· 1 

(jika ada pembelian/ belanja yang dikenakan . 
! 

21 

atas: 
! /\plikasi Siskeudes tahun anggaran 2024, terdiri 

19 : Sn linan N PWP Pemerintah desa; : 1 

­­­­­­­­ _;_ [._ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ '""' + ,­,::·,­­·~:·_­~­­~~~:.­.:­,­=­=.·=~­­­ ... ·­­ 1\-------.---r--- ll"''\J"'\J\\ 1-,...1---.-------- ! ' 
L\I i LJ\J1'.UU1L11 1 Cidl'\..:)cJ.lld.d.11 n1155ct1c:Ui \JJI n.1 l'\.LlUdlctii 

Pelaksa­naP~ngelo­~­an K~uangan­Desa (PPKD) clan i ­­r­ 
peruba hannya [jika ada perubahan) tahun I [ 

. anggaran 2024; : . 
17 '. Sali1~anKeputusan Kepala Desa tentang Penetapan1­­ ­­­­~ 

rr;.,,,...... n,..,1 ...... 1 ..... ,.,,_, ... ~~.... 17,....,........;,,..+,...... .. ._ /~OT/\ +­,...,\.­..,. .. ...­. ,­­........,,ry,...,.,......,...­­,,......,. '. 
11111 1.\..,1<..t_n..,::,c_.1._u_a J~\...-51.a..LctJ.1 \1.i.J.'\...J La..11u11- c..t.i1.55c,1_1a_1.1 j ! 

2024; f ! 
18 Salinan KTP Kepala Desa clan Kaur Keuanian ­ 

1 
­ r - - -- -------, 

­­­­·­­­·­­­­­­­­­­­­­­­­­­~­­­­­­­ \ J______ ­­­­­­­­­­­ 
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. ·­·­­­­­­­~­­·­­­­­­­­·­­­­­­­­~­­­­­­­­·­­­·­­·­­­­­­­­­­­­­­ 

cetak Iamnva], maupun media elektromk 
(seperti: iklan televisi, media sosial, website, 
portal berita, blog, dan media elektronik 

__ l_a innva); __ ---------------------·-· __I J _ 
\ 24. i fi'<>t() kegiatan fisik infrastruktur pembangunan r I I 

I desa, yang terdiri dari:(*) ! 11 

a. Foto fi nal.isa.si dcngan titik koordinat dan i 
sudut pengambilan gambar yang sama [ 

~~­~~~­­­­­­­~~~!a~~~­­ ­­­­~!~i~­­·­­·­ i~::~~­t~~~~~,~ I IH; 111 LJctlii:,U lid.ii U<...~ct .Y ct.Ui:, LC 10.1.l U 1Uct11ct.1 lJH.;11 I 
ADD tahap JI (dua) tahun anggaran 2023 
(bagi dcsa yang menganggarkan kegiatan I 
fisik infrastruktur); i , 
fioto·­­;1~i1t­­­<:fe ngan ti ti k koord i na t d an s­u~iuTt­­···· ­­­­­­­­i­­ ­­­­­ ­­­­­­­­­ .. : 
pengambilan gambar yang sama untuk I I 
kegiatan fisik infrastruktur pcm bangunan i 

de sa yang akan didanai oleh ADD ta ha p I i 
(satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang 1· 

n,pno­::­1no­v!Clrk­:::in k­Po­i:::it:::in fi~ik­ 
inir;;tT~~t~ir)­;­­dan ... ­o·­­ ­­­­ . ­­ · 1 

. ­­­­­­­· ­ ...... ·­­­­­­­. ­­­­.­­­­·­ .­t­·­­­­­ 
i c. Surat pcrnyataan bahwa toto firialisa si 1 

untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan desa yang telah didanai oleh 
AUU tahap 11 (d u a) tariuri anggaran :LU:L3, 

merupakan hasil pengambilan gambar di 
satu titik lokasi yang sama, bcrmaterai j 

cukup sesuai dengan ketentuan yang I 
berlak u (bagi desa yang telah : 

I 

menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur I 

media inforrnasi baik media cetak 
baliho/ spanduk/banner, dan media 

melalui 
(seperti: 

2024 Uika 
masyarakat, 

anggaran 
kepada 

Belanja Desa tahun 
dilakukan perubahan) 

­ ­·­­­­­·­­­ ; ·----·---------···--- ---~---:--~-···--·----- . --·-------;; 1·. T _ lamnya), maupun media elektromk (seperti: ! 
iklan televisi, media sosial, website, portal J 

berita, blog, d:1_1:1 med~~­~lektronik_ lainnya); serta_J L _ 
­ I?~t;­­­­­­~­­i~­i:.i­ tangkapan layar (screenshoot) ! ! 

.......... "l~ 1 .: 1 - ~ .... .: I\ ...... ,,..,, ,..,. ,...,, _.....,.. _..... '' , ... --- ...J ....,. -- ,,.... "- , .. --- ....l ,... ....... n .... 1 ............ .: ..-.. ! ' 
1,Lu.HU\.a. ~.1 .. nu55c:ucu1 1 c11uc:tpc:tLa11 uc:tu L>Llc:tilJct I 
Desa tahun anggaran 2024 kepada masyarakat, 
melalui media informasi baik media cetak ! 

I 

(seperti: baliho/ spanduk/banncr, dan media ! 

cctak lainnya), maupun media clektronik ! 

(seperti: iklan telcvisi, media sosial, website, I 
portal berita, blog, dan media elektronik i 

I 

lainnya); dan/ a tau i : : 
­­ ·­­­­­­­­­­­······ ­·­­­­­­­­­­­­­······­­···­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­···­··­­­­­­ ­­···­­­· 

­ Foto atau tangkapan layar (screenshoot) · · 
n11hliv<C1<::i P1•r11h<>h<>n An<HY<>r<>n PPnd<>n<>h>n rl,::,n t' ,-- - ., · ._ .. - ­..­··oo..___.._ __ _ ­ .t_ ""-- . 
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·:· Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 41 s/d 45 masing-masing dibuat 4 (em.pat) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Kecamatan Setempat 
2. DPMD Kab. Bangkalan 
3. BPKAD Kab. Bangkalan 
4. Inspektorat Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 41 s/d 45 masing- 
masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing- 
masing Kecamatan. 

--A,.. J...c.; ..... ,..~,.. ­~.;911 ...,,....,._,...,. '>I) ,1,:_,,'".,_,..,,..,.. ...,.,.,1,.. f....,-.1,,...- "'l'Tn £1 V .4 n A" · ---·--· r--- r-··· ··-···-· -- -·--··--··::, r--- ·--·-··· ··-·-- ... ..,; ... · 

CATATAN: 
•:• Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 8, 21, 24 di Hal 42, 43 & 44, 

dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur dari ADD. 

•:• Apabila poin nomor 8, 21, 24 tidak dilakukan, maka redaksi pada poin nomor 8, 21, 25 
dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 

•:• Apabila pada poin nomor 22 tidak ada pembelianfbelanja yang dikenakan pajak, maka 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. K,·p}il~l l)PMn K:1h. Hrin~k;:il~in 
2. Kepala IJPKAD Kab. Bangkalan 
3. Inspektur Ka b, Bangkalan (tanpa lampiran] 

NAMA LENGKAP CAMAT 
PANGKAT/GOLONGAN 

NIP . 

CAMAT .....• (NAMA KECAMATAN) 

Dcmikian untuk menjadi periksa. 

Kecamatan.................... dengan Nama Kaur Keuangan................. pada 
Nomor rekening . 

Desa . T~h11n 1Ann1 
,- ---·· --·- J 

bersarna ini kami sa mpaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa 

~~;3~Al)D 1ah'1p ii (dull)­tahunanggarnnL_J­ 
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! Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 
i Pertama tahun anggaran 2024, beserta I 
i lampirannva keluaran Aplikasi Siskeudes: I 
: . ...... . .. ··--- ---------------------------------------------------·-- ---·---------r----·· ···--··-··--··--····-· 

4 J ­ Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran I 
· Pcndapatan dan Belanja Desa tahun anggaran I 

2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi 

Sisk<:u?es .. ~~':~i , d,esa ,,., yang melakukan I f 

~:;.~\1::~~:1 £~J~:~:~,~~=~-- \~en tang Penjabarnrd­­­­­­­­t····· ·······­·­­­­­­·­·­­­­­·­­ 

Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja JI : 

Desa tahun anggaran 2024, beserta 
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi I 
de~,_1_~~ng_!~~~~­kukan perubahan APBDes);(*) _ ! L _ 

o Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak 1 ' 
i : 

, terhadap penggunaan dan penyusunan Dana \ , 
I tahap 11 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan , I 

­ _._­­­·­­­­­­­­­­­­­­­·­·­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ . _l_ ­ .. ­­­­­­­­­­­­­­­ 

3 , Peraturan 
Siskeudes; 

····­­­­­­­­·­1· : ­­­­ ­­­­­­ . 
Kl•:CAMATAN I : 

· ,JUMLAt­(AI,OKASI DANADESA(AD1))100%­­ ­­­­­­ --r ~ ------ -- ---: 
: NO) ­­ ­ KELENGKAPAN BE:RKAS ­­­­­­­­­1­ADA­TTDK ADA 

' I 

Snrnt PPrn,:;;t~r­ ­p;;~nhnn::in Pr­nvntu ra n rl::i;:­i ­­­ ­; 

· Kepala Des; atau sebutan lain; .· ! ­ ­­­­­­­­ . ­­ ­ ) ­­­­­­­+ 
2 Laporan Realisasi Penyerapan ADD tahap I (satu) I i 

I i tahun anggaran 2024 keluaran Aplikasi , , 
I 

­­­­­­­­­­­­·­­­·­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­t­­­­­­­­­­+­­­­­­ ­­­­­­­­­­­·· 
Dcsa ten tang La po ran 

sebagaimana tcrsebut dibawah ini: 
r --·-------··---··---·------·----~----------------·-·· - 

: DESA 
' 

Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Kecamatan , 
T:rn!~!~:-d (tgLhln,thn) Nornor: 140/ /XXX.XXX.XXXf. Tf'nt:rng 
Penvaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) ( %) scbesar Rp. 
.. .. .. .. .. . . .. .. . (huruf/ tcrbilang) Tahun , dengan persvaratan 

BANGKALAN 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Bangkalan 

di 

140/ /433. (kode kec)/ . 
Pen ting 
I (satu) berkas 
Perrnohonan Penyaluran ADD 
Ta hap 11 (dua) Tahun Anggaran 

(Kecamatan), tgl.. .. bln ..... thn ... 

Nomor 
Sifat 
Larnpiran 
Peri ha I 

FORMAT lb PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN 
KECAMATAN . 

Jalan Telpon . 
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I 1 

10 

8 

7 

k~~e­~~~~l~­­·­­~~~~­berlaku; ­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­ __ · L ­ _ I~­_ ~--==~ 
Kuitansi bermaterai cukup berdasarkan ! i 

! 

ketentuan yang berlaku, sesuai dengan nilai i I 

besaran Dana yang diterima pada tahap II (dua); I _J1 

­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­··­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1­ ­­­­ . 
Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap II (dua) I J 

· bermatera i cukup sesuai dengan ketentuan yang I - • I 
berlaku; i I ­­ ­­­·­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­r ­·­·­·­·­­­­­­­­­­­­­­­­· 
Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening [ I 

. Kas Desa tahun anggaran 20:24; I I 
<) ; S­alii{a~­h­alam­a;­p~~tama btik.:i­ RKDes dari Bank r t - ------ 

yang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi I ! 

t"£li~i~ 0~::p~(rJf t se:;a~:01 :{le_s; ten tang f­­­+ ­~ 
I ' 

Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa yang! · 
masih berlaku dan perubahannya (jika ada i I 

perubaha•~­­­­­­ __ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­··­­­­­l­­­­­··­··­­­­·­­·­­­­­­­­­­i 
Salinan Keputusan Kepala Desa tentang i ! , 

i Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa i I · 
I I 

(PPKD) tahun anggaran 2024 dan perubahannya ! I 
(jika ada perubahan); I 

I ­ ­­ ­­···· ­ ·­·­ .... ­···­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­·­­­­­­­­­­ ·­··­­­­ __ ..j_ .. ­·­­­ ­ ·­·­­­­­­­­,­­­· ··­­­ ­·­­­­­­­­­­­­­­·­­·­­ 
1 2 : Salinan Keputusan Kepala Dcsa tentang : I 

j :.:~:~.<~.:.~n ,~~~~~ r~~~sa~:­.~,~~~~:a:.,!T~~;.~ta~~12 j j 

1<.A.J..a.55<.t..1.u 
.. 11 ~vL··r \...tc.t.11. 1''-'J.Lil..lC.t..lJ.c..t.J.l.J..1.~re..t. tJJ..L\..a.. uuu.f I 

: perubahan); . 
1 :1Tsa1(ii._a_n K'fP Kepala­­Desa dan Kaur Keuangan ­­·­­­­­­­, ­­­­­­­­­·t­· 

L_ ---· - ----------·--···--·--------- -·--------·-----·-------· ---- --·- ­·­­­­·­­t' ­·­­­­­­ ·­·; ····­­·­­­­­ i 

'.: ~- ~~11].~1·~­~l­:­~:_V:. l~:~~:.~~~t~h- ~~~~~ h "1­ ­ ·­ ·­­­ L­ __ ,. ­­­ ­­­­+­­­­­·­­­1········­···­­·­­­­­­­­­­­­­; 
t .» i 1 .. AJ1"lHHl.,ll 1 \...Jctn.,­:­,<111c:tcu.1 1 l,1 uuc:u1c.u1 ru151:,a.1,u1 J I 

: (DPPA.) keluaran Aplikasi Siskeudes tahun J I 
anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan ' II 

perubahan APBDes), terdiri atas: (*) I 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran I J 

Perubahan Desa; I i 
I . . ­­­­· ­­·­­­­­­­ ­­ ­­­·­­·­­­­­­­­­·­­­ ­­ ­ ·­·­­­­­­­­­­ ·­­­­­·­­­­­ ­·­­­­­­·­­­­­­­ ·­­­····­­­·­­­­­­T·­­·­­­··­­­­­·­­ .. 

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan t' ! 
. -·--' ··-·"··--·· ·····-····--··-------- -··-··· ­ ­­ ··-····-----···--·- ­­­­­­­­­­­·­­­­­­­­·­­­­­­·­··­­·­­·­­ ·-···------··--·-·~----·····---------·· 

; c. Rencana Anggaran Biava Perubahan. 
1 

i 
~ ····· ­· ­· ­····­­­­­­­­­­­­­ ··­··­­ ····­­­­­­­­­­­­·­· ­­­­­­­­­­­·­··­­­­~­­­­­­­­·­··­····­.! .. ·­· ··­­···­­­··­­ 

16 : Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak ! I 

penggunaan ADD sampai dengan tahap I (satu) i 
tahun anggaran 2024 bermaterai cukup sesuai 
dengan ketentuan yang bcrlaku, beserta salinan 

i bukti pcnyetorannya (jika ada pembelian/belanja ! 
, . . i I 
; y<>ng ,hlrf>n­:ilr•­>n pajak); 1i . 

17 f Fot() atau tangkapan layar (screenshoc:;iy­pubiika­sT ­­­­­r­­·­­­­­­­­­·­ 
realisa si pelaksanaan/penggunaan Anggaran , I 
Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan : i 

I 
semester I (satu) tahun anggaran 2024 kepada J 

masyarakat, melalui media informasi baik media \ 

cetak _ (_~e!:l~~~i:_ ­­~ali~~L~~~12~_uk/banner, ­­~­~9~J __ ~ __ j _ 

­47­ 



, i menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur dari I 
I I I : 
i i ADD tahap I (satu) tahun anggaran 2024). 1 ! ! 
·­· ·­­­­ __ _L ­­­­­­­­­­­­ ...L__ l__ i 

~ .. i maupun media elektronik (seperti: iklan televisi,T I ! 
! / media sosial, website, portal berita, blog dll); ­­­+1 j 
,­·­­­t­­­·­­­­­­­­­­­­­­­ 
! 18 I Foto kegiatan fisik infrastruktur I I i 
i ! pembangunan desa, yang terdiri dari:(*) _ ­­­­­~­­­­­­··­­­J 

l a. Foto pcrkcmbangan dengan titik koordinat dan I ! 

i sudut pengambilan gambar yang sama untuk 1 ! 

kegiatan fisik infrastruktur pembangunan I 
Desa yang telah didanai oleh ADD Tahap I I j 

(satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang I 
I menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); ! I 
! dan/atau I I ; 
l~­Foto finalisasi · dengan titik koordinat ctanf­­1­ 1 

sudut pengambilan gambar yang sama untuk I \ ; 
kegiatan fisik infrastruktur pernbangunan ii ! ; 
Desa yang telah didanai oleh ADD Tahap I ! 
(satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang I f 

menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); I / 
f­­­~~~~~~­­ ­ ­­­­­1­­­­­+­­­­­ __ __.; 

c. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut I 
pengambilan gambar yang sama untuk 
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa 
yang akan didanai oleh ADD Tahap II (dua) 
tahun anggaran 2024 (bagi desa yang 

I menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); I 1 : 

f .. cf­ ~:::­i~;,rlanjutan dengan titik koordinat dan fl ­­·­­­­­­­i­­­­­·­­­­­­­­1 
i sudut pengambilan gambar yang sama untuk I 
i kcgiatan fisik infrastruktur pcmbangunan dcsa · j 

i hasil dari pelaksanaan/penggunaan ADD ! 
t.ahap I (satu) tahun anggaran 2024, yang akan , I 
dilanjutkan menggunakan ADD _Tahap II (dua) ! I 
tahun anggaran 2024 (bagi desa yang i 

I i menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur). 
1 

! r­e~­­­s uia tperriyataa~­ bahwa foto finalisasi u~tukr­­­­­tl ­­·­­­­­­­­­­·····­­1 
I kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa , [ 
J yang telah didanai oleh ADD tahap I (satu) I I [ 
i tahun anggaran 2024, merupakan haail I ! 
I pengambilan gambar di satu titik lokasi yang / I 
I sama, bermaterai cukup sesuai dengan ' 
I ketentuan yang berlaku (bagi desa yang telah 
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CATATAN: 
•!• Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 4, 15, 18 di Hal 46, 4 7, & 48, 

dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahari APBDes & menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur dari ADD. 

•!• Apabila pain. nomor 4, 15, 18 tidak dilakukan atau telah dilakukan pada Tahap I, maka 
redaksi pada poin nomor 4, 15, 18 dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 

•!• Apabila pada poin nomor 16 tidak ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak, maka 
redaksi pada poin nomor 16 harus dicentang pada kolom "TIDAK ADA". 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 46 s/d Hal 49 masing-masing dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Kecamatan Setempat 
2. DPMD Kab. Bangkalan 
3. BPKAD Kab. Bangkalan 
4. Inspektorat Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 46 s/d Hal 49 
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di 
masing-masing Kecamatan. 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan 
2. Kepala BPKAD Kab. Bangkalan 
:3. Inspeki.ur Kab. Hangkalan (tanpa lampiran) 

NAMA LENGKAP CAMAT 
PANGKAT/GOLONGAN 

NIP ...••................•.. 

CAMAT .....• (NAMA KECAMATAN) 

Demikian urituk menjadi periksa. 

bersarna ini kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap II (dua) Tahun Desa . 
Kecarnatan.................... dengan Nama Kaur Keuangan................. pada 
Nornor rekening . 
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Bcrsarna ini disarnpaikan dengan hormat pengajuan permohonan 
penvaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Ta ha p [satu] Tahun . 
Dcsa. Kecamatan sebesar Rp. (huruf/terbilang) 
l<ekening Desa pada Bank Jatim Nomor . 

Sebagai bahan pcrtimbangan bersama ini disampaikan berkas 
kclengkapan permohonan sebagai berikut: 
1. Salman dukumen RPJMDes <lan/alau per ubahannva (jika dilakukan 

perubahan), bagi dokurnen RI\JMDes yang masih berlaku sesuai 
kctentuan pcrundangan undangan; 

2. Salinan dokumen RKPDes tahun 2024 dan/atau perubahannva (jika 
dilakukan perubahan); 

J. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun 
anggaran 2023; 

4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 
202J, lengkap beserta Iampirarmva keluaran Aplika si Siskeudcs; 

5. lkht isar l.aporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 
2023; 

b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serra 
Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran 
Aplikasi Siskeudes; 

7. Peraruran Dcsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 beserta 
larnpirannva keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang rnelakukan 
pcrubahan APBDes); (*) 

8. Surat Pernvataan Tanggung ,Jawab mutlak terhadap pcnggunaan dan 
pcnyusunan Dana tahap I (satu), bermaterai cukup sesuai dengan 
kctentuan yang berlaku; 

9. Kuit ansi bermarerai cukup berdasarkan ketentuan yang bcrlaku, 
scsuai dengan nilai besaran Dana yang diterima pada tahap J (satu]: 

lO. Pakta lntegritas Penggunaan Dana tahap I (satu) bermaterai cukup 
scsuai dengan ketentuan yang berlaku; 

BANG KALAN 
Dana Desa 
I (satu) 

Kcpada 
Yth. Bapak Bupati Bangkalan 

Melalui Bapak Ca mat . 
di 

140/ .... /xxx.(kd.kcc).(kd desa)/ ... 
Pen ting 
l (satu) berkas 
Pe nyaluran Alokasi 
(ADD) Ta hap 
Tahun . 

(nama desa), tgl...bln .... t.hn .... 

omor 
i Ia 1 
arnpiran 
eriha l 

FORMAT 2a PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN 
KECAMATAN . 

DESA . 
.Ialan Telp . 
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l I. Surat Pernyataan kesediaan dilakukan mekanisme pemotongan 
(intersep) iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala De sa, 
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya, pada bagian pencrimaan 
desa yang bersurnber dari ADD hak masing­masing desa tahun 
:-ingg:-ir~rn 2024, berrriatera i cuk up ses11ai dengan ketenruan yang 
berlaku; 

12. Salinan Kepurusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa tahun 
anggaran 2024; 

I J. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, paling 
sedikir berisi inforrna si tentang nama pernilik serra nomor RKI)es; 

14. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Susunan 
Perangkat Desa yang masih berlaku clan perubahannya [jika ada 
perubahan); 

15. Salman Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana 
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun anggaran 2024; 

l (>. Salinan Keputusan Kepala Desa ten tang Penetapan Tim Pelaksana 
Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024; 

1 7. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
18. Sa linari NPWP Pernerintah desa: 
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran Aplikasi Siskeudes 

tahun anggaran 2024, terdiri atas: 
a. Rcricaria Kegiatan dan Anggaran Desa; 
b. l~C'ncana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. 1­.cencana Angga ran Biaya. 

20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggarnn (DPPA) keluaran Aplikasi 
Siskcudes tahun anggaran 20:24 (bagi desa yang melakukan pcrubahan 
APBDcs), terdiri atas: (*) 
8. Rericaria Kegiatan d an Anggaran Perubahan Desa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Re ncana Anggaran Biaya Perubahan. 

2 l. Surat pernyataan pelunasan penyetoran pajak penggunaan ADD tahap 
11 (dua) tahun anggarnn :2023 bermaterai cukup sesuai dengan 
kr­tr­n r ua n y}rng herlaku, beserta sa lina n hu kr i perivr­torarmva Cjika :cid::1 
pcrnbelian/bclanja yang dikenakan pajak); (*) 

22. Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi realisasi 
pela ksariaan / penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
tahun anggaran 2023 dan/atau perubahannya (jika dilakukan 
peruba han), serta Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa tahu n 
anggaran :2024 dan/ a tau perubahannya (jika dilakukan perubahan) 
kepada masyarakat, melalui media informasi baik media cetak (seperti: 
baJiho/spanduk/banner, dan media cetak lainnya), maupun media 
clckt.ronik (seperti: iklan televisi, media sosial, website, portal berita, 
blog, dan media clcktronik lainnya); 

23. Foto kcgiatan fisik infrastruktur pcrnbangunan dcsa, yang terdiri dari: 
(*) 
a. Foto finalisasi dengan titik koorclinat dan sud ut pengambilan 

?,~1mh:::ir _vang s a m a u n tu k kPgiatan fis i k infrnstruktur 
pembangunan desa yang telah d id anai oleh ADD tahap II (dua) 
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CATATAN: 
·:· Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 7, 20, 23 di Hal 50 & 51, 

dicantumkan bagi desa yang melakukan peru.bahan APBDes & menganggarkan kegiatan 
fisik infrastruktur dari ADD. 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 50 s/d Hal 52 masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap, diperu.ntukkan bagt: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecama.tan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 50 s/d Hal 52 
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di 
masing-masing Pemerintah Desa. 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 

Dernikian untuk menjadi periksa. 

tahun anggaran 2023 (bagi desa yang menganggarkan 
kegiatan fisik infrastruktur); 

b. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut pengambilan 
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur 
ne m ha n au na n dPsR va riz aka n d id aria i ole h ADD t a h a p J {s:::itu) ... ...__.. _, ........ 

tahun anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan 
kegiatan fisik infrastruktur); dan 

c. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan fisik 
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh ADD 
tahap Ii (dua) tahun anggaran LVL-5, merupakan hasii 
pengambilan gambar di satu titik lokasi yang sama, 
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bagi 
desa yang telah menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur 
dari ADD ta hap II (dua) tahun anggaran 2023). 
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perubaharinya (jika ada pcrubahan); 

Desa tentang Penetapan Pelaksana 
(PPKD) tahun anggaran '20'24 dan 

10. Salinan Keputusan Kepala 
Pengelolaan Keuangan Desa 

Bersarna ini disampaikan dengan hormat pengajuan permohonan 
pe­riva l u ra n Aloka si Dana Oesa (ADD) Ta hap Tl (dua] Ta hu n Desa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kccamatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sebesar Rp. . . 
(huruf/terbilang) Rekening Desa pada Bank Jatim Nomor . 

Sebagai bahan pertirnbangan bersarna ini disampaikan berkas 
kelcngkapan permohonan sebagai berikut: 
i. i.aporan Reaiisasi Penyerapan ADD tahap i (satu] iah un anggaran 2024 

keluaran Aplikasi Siskeudes; 
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertarna 
tahun anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi 
Siskcudes; 

3. Pcraturan Dcsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dcsa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dcsa tahun anggaran 2024, beserta 
la m nira rmva ke­h iara n Aplika si Siskewles (har;i rl,~sa _v::rn£: me la k u ka n 
pcrubahan APBDes); (*) 

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap penggunaan dan 
penvusunan Dana tahap II (dua) bermaterai cukup sesuai dengan 
kctcntuan yang berlaku; 

o. Ku itarrsi uermaterai cukup beruasarkan ketenruan yang berlaku, sesuai 
dengan nilai bcsaran Dana yang diterirna pada tahap II (dua); 

6. Pakta Integritas Penggunaan Dana tahap II (dua) bermaterai cukup 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

7. Salinan Kcputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Dcsa tahun 
a nggaran 2024; 

8. Salman halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, paling 
sedikit berisi informasi tentang nama pemilik serta nomor RKDes; 

9. Salinan Kepurusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Susunan 
Pcra ngkar fksa yang ma sih be­rla ku da n peruba ha nnva [jika aria 
pcru bahan); 

BANG KALAN 
di 

Kcpada 
Yth. Bapak Bupati Bangkalan 

Meialui Bapak Camm . 

140/ .... /xxx.(kd.kec).(kd dcsa)/ ... 
Pen ting 
1 (sa tu] berkas 
Penvaluran Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap II (dua) Tahun .. 

(nama desa), tgl... bln .... thn .... 

Nomor 
Sifat 
Lampi nm 
Peri ha I 

FORMAT 2b PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN 
KECAMATAN . 

DESA . 
.lalan Telp .. 
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I I. Salman Keput.usan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana 
Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024 dan perubahannya (jika ada 
perubahan); 

12. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
1 :1. Sa lina n NPWP Pe mer in ta h desa: 
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) keluaran Aplikasi 

Siskeudes tahun anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan perubahan 
APBDes), terdiri atas: (*) 
a. Re ricaria Kcgiatan dan Anggaran Perubahan Desa; 
b. i<encana Kerja Kegiatan Desa; d an 
c. l<encana Anggaran Biaya Perubahan. 

15. Surat Pernyataan pelunasan penyetornn pajak penggunaan ADD 
sampai dengan tahap I (satu) tahun anggaran 2024 bermaterai cukup 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan bukti 
penvetorannya (jika ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak); 

1(>. Foto a tau tangkapan layar (screenshoot) publikasi realisasi 
pelaksanaan/penggunaan Anggaran Pcndapatan clan Belanja Desa 
sa mpai dengan semester I (satu) tahun anggaran 2024 kepada 
ma svara kar, melalui media informaai baik media ceta k (seperri: 
baliho/spanduk/banner, dll), maupun media elektronik (seperti: iklan 
televisi, media sosial, website, portal berita, blog dll); 

17. Foto kcgiatan Iisik infrastruktur pembangunan de sa, yang terdiri 
dari: (*) 
a. Foto per ke m lrartga n dengan t.itik koord.ina i cia n s ud u t 

pcngambilan gambar yang sama untuk kegiatan fisik 
infrastruktur pembangunan Desa yang telah didanai olch ADD 
Tahap I (satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa varig 
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); dan/ ata u 

b. Foto fi n al is as i dengan titik koord ina t dan sud u t pengambilan 
gamhar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pcrn ba ngu nan De sa yang telah d id arrai oleh ADD Tahap l 
(satu] tahun anggaran 2024 (bagi dcsa yang menganggarkan 
ke~~iatan fixi k i nfr-a str­n kt u r]: se:rta 

c. Foto awa l dengan titik koordinat dan sud u t pcngambilan 
garn bar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan desa yang akan didanai oleh ADD Tahap 11 
(d ua) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan 
kcgiatan fisik infrastruktur); dan/ atau 

d. Foto keberlanjutan dengan ti ti k koord inat clan s ud u t 
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan fisik 
infrastruktur pembangunan de sa hasil dari 
pelaksanaan/penggunaan ADD tahap I (satu) tahun anggaran 
2024, yang akan dilanjutkan menggunakan ADD Tahap II 
(dua) ta h u n anggaran 2024 (bagi desa yang me nga nggarka n 
kcgiatan fisik infrastruktur). 

c. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan fisik 
infrnstruktur pPmhangunRn de sa yang t e la h d id a riai o le h Ann 
tahap (satu) tahun anggaran 2024, merupakan hasil 
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•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 53 s/d Hal SS 
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di 
masing-masing Pemerintah Desa. 

CATATAN: 
•!• Tanda bintang (") artinya Poin Nomor 3, 14, 17 di Hal 53 & 54, dicantumkan bagi desa 

yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur dari 
ADD. 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 53 s/d Hal SS masing-masing dibuat 3 {tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
? noJIA"n .,,_.._ o---i..-,-- ­· ..., ... "' ... ..., ..... ­..­. ,A,#­· .. ::,·"­ .. ­·. 

Tembusan disarnpaikan kepada Yth: 
Kc·pRl~1 l)PMI) K~1h. H::mgkRhrn 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA •.......... 

Dernikia n untuk menjadi periksa 

pengambilan gambar di satu titik lokasi yang sama, 
bermatcrai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bagi 
desa yang telah menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur 
d ari ADD tahap l (satu) tahun anggaran 2024). 
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{.NAMA LENGKAP KEPALA DESA/PI. KEPALA DESAJ 

MATERA! TTD 

Nam.a Desa, (tgl,bl,tahun) 
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa . 
Kecamatan menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh 
secara formal dan material terhadap Penggunaan serta Penyusunan Surat 
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (I/II) (*) Tahun yang 
kami gunakan/salurkan, selanjutnya atas kebenaran laporan tersebut, bukti­ 
bukti asli realisasi penggunaan dana yang tercantum dalam laporan tersebut 
kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kepentingan administrasi 
dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD MUTLAK 

FORMAT 4 

(NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA) 

MATERA! TTD 

Nam.a Desa, 20 .. 
Penerirna, 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 
Rp . 

Untuk Pembayaran 

Bupati Bangkalan 
(Sekian Ratus juta sekian ratus ribu sekian rupiah sekian 
sen) 
Alokasi Dana Desa Tahap (I/II) (*) Desa . 
Kecamatan Tahun . 

Sudah terima dari 
Jumlah uang 

KUITANSI 

FORMAT3 
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pada H::.:.? 55 dapat: discsuaikar: denqan. kcbutuhan. administrasi. 

CATATAN: 
•:• Tanda bintang (*) artinya memilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan 

selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya 
•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

format 'l,uitnn . .;i nndn Rn1 56 dih11nt 4 fpmnntl rannknn. diner11nt:ukknn hnni: .., .. . ' ... , . . ..., ... .,, ... ­ ""' 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 
4. BPKAD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
format SPTJM pada Hal 56 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

·:· Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 56 masing-masing 
dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing 
Pemerintah Desa. 

•:• Untuk redaksi pada format kuitansi, merupakan redaksi minimal yang harus 
dicantumkan. Apabila ada perubahan/penyesuaian nominal pada kuitansi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka redaksi format kuitansi 

-57- 



CATATAN: 
•!• Tanda bintang (*) artinya m.emilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan 

selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

Hal 58 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 58 dibuat l (satu) 
rangkap, untuk disimpan dan m.enjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA) 

TTD MATERA! 

(Diisi Nama Desa), Tanggal, Bulan, Tahun 
__ K __ EPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ••••••••••••••• 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa 
(ADD) Tahap (I/ II) (*) Tahun , dengan ini menyatakan bahwa saya: 
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 
2. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (I/II) (*) sesuai dengan 

ketentuan Peraturan perundang­undangan yang berlaku; 
3. Apabila saya melanggar hal­hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas 

ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pemerintah Desa . 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
No. Identitas KTP 
Alamat 
Jabatan 
Bertindak untuk dan 
Atas nama 

PAKTA INTEGRITAS 

FORMAT 5 
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CATATAN: 
•!• Format pada Hal 59 hanya disampaikan pada saat pengaju.an penyaluran ADD tahap I 
•!• Dalam hal penyampaian persgaratan. penyaluran ADD, dilakukan secara manual_. maka 

format pada Hal 59 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 59 dibuat l (satu) 
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

TID 
MATERA! 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA •••••• (Nama Desa), 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Menyatakan bahwa, besedia untuk dilakukan mekanisme pemotongan 
(intersep) iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris 
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan 
Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, pada bagian penerimaan desa yang 
bersumber dari ADD hak masing­rnasing desa tahun anggaran 2024. 

Pemerintah Desa . 

Nama 
N.I.K 
Alamat 
Jabatan 
Bertindak untuk dan 
Atas nama 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 

6. Format Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Dilakukan Mekanisme Pemotongan 
(Intersep) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris 
Desa, dan Perangkat Desa Lainnya 
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. , 

. , 

. , 

. , 3. 
4. 
5. 
6. 
7 

1. . ' 
2. 

Mengingat 

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran .... ; 

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar­besarnya 
kemakm uran masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran . . . . . . termuat dalam Peraturan Desa ten tang 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... 
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, 
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, dan kemandirian sehingga rnenciptakan 
landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
<'l:::il:::nn h11r11f :::i <'l;::in Pur rr t f h nPrln rnPnPt:::ink:::in PPr:::itnr::in -- •.. - .. " . . . .•. - • - . . . -·- -· ._. - . " • - . -·· .. ••' l 1"' -· .. ".. - .. • - .. - .. - · J_" . ­ ­ . . . ­ .....• ­ ­ . ­ ­ 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
wt ti r rrl <'l:::iri nPnoPlol:::i:::in kP11:::ino:::in DP~:::i d i la k~:::in:::i k:::,n ~Pr:::ir;:.i .J.. . .. .l. u· . ... . . . ...... u·· .. .. ..... . ... . . . .. .. 

Menimbang 

DEN GAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

TENT ANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .... 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

KE PALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN (Nama Kabupaten) 

7. Format Peraturan Desa tentang APB Desa 
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Pasal4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 5 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mernuat: 
a. APB Desa; 
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 

sebelumnya, jika ada. 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercanturn dalam 
Larnpiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
PPr:;::itnr;::i_n nf>~::l ini· 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

dengan perincian sebagai berikut: 
l. Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 

Surplus/Defisit 
3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a ­ b ) 

Pasal 1 
Anoo:;::ir:;::in PPnrl:;::in:;::it:;::in n:;::in RPl:;::ini:;::i np~:;::i T:;::ihnn Anoo:;::ir:;::in · oo··· ·-· · · ····1·· ·­­· · ..... · ­ ­····.J­· ­­ ­ ­­­ ­·­ · ·­ · ou·· · 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA. TA HUN ANGGARAN . 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Kesepakatan Bersama 
RAnAN Pf<:RM!JSYAWARATAN nf<:SA .. [Narna f)f:'s:;::i.) 

dan 
KE PALA DESA ... (Nama Desa) 

10 dan seterusnya;; 
. , 
. , 8. 

9. 
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Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa 

pada tahun berjaian; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

rnenvebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun 
berjalan. 

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD. 

Pasal 6 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
rnemerru hi kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah 

Desa: 
d. rnemiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan 
sosial; dan 

P hPrskHlH lok::d nesH 

( 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) rnPnP­P"llnHkHn HnP"P­HrHn ­iPn­is hPlHn­iH_ t­irlHk tPrrh1P­8 \ I - . <...JI"­> ­ .. ­ .. .. .. ­· L>c.....>. ­ .. .J . ­ . . ­ J .. . . .. . . <....> 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diu su lkari dalam rancangan peraturan 
Desa tentang perubahan APB Desa. 
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LEM BARAN DESA ..... (Narria Desa) TAHUN .... NOMOR ... 

NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA 
Diundangkan di ... 
pad a tanggal ... 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pPne;11nn:::1ne;:::1n PPr;::itqr;::in nP.s8 1n1 (h=d;::im I Rmh;::ir;::in nps;::i 

.... (Nama Desa). 

Pasal 7 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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151 4 I Bela nja Tak Terduga 

ANGGARAN SUMBER 
KODE I~EKENING URAIAN DANA Rp. 

1 '.2 3 4 5 
a b c H b 

4 I >ENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 2 Transfer 
rJ 3 C>,,.nrl q-nqfrs~ lr:.1-n lain ,I ,~ L ..1. ... 4'-A t"" .......... ,.-1.,..I. 6 . .l'-A...I .. ,6. 

,JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 
] Pcnyelenggaraan Pemerintahan Des a 

1 'l ... ·- •... 1 ,., ·- ,_,.. _______ ..-. -- 1 ") ,., 1 ~- ·- : ..... 
J .t I \;1t_yCJ.\,lli':Jbc:l1.d.c:U1 LJClc:llljd 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
Operasional Pemerintahan Desa 

l 1 01 Penved iaan Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan Kepala Desa 

1 l 01 ::; 1 HPl r~n i ~ PP0,;;iu1~1 i ­­· . ­ •..• ­ ­J ...... - ··o---- ............ 

] ,..., Adm inistrasi Kependudukan, .» 
Pe nca tata n Sipil, Statistik dan 
Kea r si pa n 

1 3 01 Petayarian administrasi um um dan 
kf·'nPnd 11d 111..<Ctn (~11r.~1­ ­ - •.. (' .. ­ - ­­­ ­­ _ ....... ­ ­ "' ~ ­ \ ·~ -· ­ ·­­ •· 

Pcrigan rar / Pelayanan KTP, Kar tu 
Keluarga, dll) 

1 3 01 5 2 Be larija Barang dan .Jasa 
2 Pe laksanaan Pcm bangunan Desa 
!) 1 [)o,,,..,,,4 ;rl; 1,,.-ri..-. 

& '-'' .. , ... J..\.,4..1. ,,..._ ......... .l 

2 l 05 Perri bangunan/ Rehabilitasi/Peningka 
tan Saran a Prasarana 
Pe rp u s tak.aa n Z'I'arnan Bacaan 
Desa/Sanggar Bela_jar 

2 j (b J 3 Bel a nja Iviodai 

5 Penanggula ngan Ben can a, Keadaan 
Darurat d an Mendesak 

5 1 Penanggulangan Bencana 

Coritoh: 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAI-1 DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPIRAN 
PERATURAN DESA . 
NOMOR. TAHUN . 
TJ:<;NTANU ANUUA~AN pJ:<_;NU/H1ATAN 
DAN BELANJA DESA 

8. Format Lampiran APB Desa 
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CATATAN: 
•!• Untuk format lampiran Perdes tentang APBDes pada Hal 64 s/d 65 menggunakan Basil 

Kei.uaran (Print outj dari Aplikasi SISKEUIJES 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan secara manual, m.aka 

Hal 60 s/d 65 dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, m.aka Hal 60 s/d 65 masing- 
masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing- 
m.asing Pemerintah Desa. 

Kolorn 5 
,....1··,_.· ­l­ ... ­­,.., ......... ·~.,. ............ 1,""l­ ,... __ ...,.,...,~ ........ ­ ... ~ ...... ­­.­ ... 1· ............................ ,_,.........., 
u u ... ~J. U\....J.15<.t.J..J. J U..11­.1.10.J.1 a.i.155a..1. ct..lJ. .Y a.1..1.5 UlL\.., LCl.f..J.C'\ .. d.J.J. 

d iisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan 
(kolorn 1 .c) terkait. 

' • ~ 1­­~ ....... ,., ..... 
1'\.Vl\..JJ.11 I 

i-3ag1a11 Feiul,iayaaH ui.i:si. 
a. Pern biayaan; 
b. Kelompok pembiayaan. 

d iisi uraian Pendapatan, Belanja clan Pernbiayaan (nomenklatur dan kode 
rekening lihat lampiran A Pennendagri Nomor 20 Tahun 2018/Perbup 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa) 

Kolom 3 

Keterangan Cara Pengisian: 
Kolom 1 diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bictang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 

Kolorn 2 diisi berda sarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja clan 
Pernbiayaan: 

Bagian pendapatan diisi: 
a.pe ndaparan: dan 
b. kelompok pendapatan. 
Bagia n Be lanja diisi: 
a.Belanja; dan 
b.jeriis belanja (disesuaikan 

dengan jenis kegiatan) 

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA) 

TTD & STEMPEL PEMDES 

(Ditetapkan Di) , 20 . 

KEPALA DESA .•••••.•.••.••...•. 

5 ]_ Keadaan Darurat 

5 l 5 4 Belanja Tak Terduga 

d st 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS / (DEFISIT) 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Penerimaan Pembiayaan 

6 2 Pengel uaran Pem biayaan 

SELISIH PEMBIAYAAN 
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Rp . 
Rp . b. Transfer 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 
...... terdiri dari: 
1 . Pendapatan Desa 

a. Pendapatan Asli Desa 

T"'\ . , 1 r a.seu 1 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... .. TAHUN 
ANGGARAN ..... 

Menetapkan 

10 dan seterusnya; 
. , 
. , 
. , 

b , 
7. 
8. 
9. 

. , 
4 , 
5. 

. , 

. , 
1. . ' 
2. 
3. 

Mengingat 

...... , 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa 
Nomor . ... . . . Tahun . . . . . . ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

TENT ANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ..... 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) 
NO MOR .... TAHUN .... 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN (Nama Kabupaten) 

9. Format Perkades ten tang Penjabaran APB Desa 
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Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh 
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal l tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala Desa ini 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pem biayaan 
Sehsih Pernbiayaan ( a - b ) 

2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 
b. Bidang Pembangunan 
c. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 
e. Bidang Penanggulangan 

Bencana, Darurat, dan 
Mendesak Desa 
Ju mlah belanja 
Surplus/(Defisit) 

c. Lain­lain Pendapatan yang sah 
Jumlah Pendapatan 
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SERITA DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR ... 

NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa], 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nam a Desa) 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa 
....... (Nama Desa). 

Pasal4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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I KODE REKENlNG I URAIAN KELUARAN/OUTPUT I ANGGARAN I SUMBER I 
I vnT T TMH' SA TUAN nANA ...•. - -- . - - I 

l 2 3 4 5 6 7 
a b c a b c d 

~ 4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa I 

l 4 .1 1 j 1 a:sil u :sal w I 

­­ 
4 1 1 ... <Obyek Pendapatan> ­ 
4 2 Transfer 
4 2 1 Dana Desa i 
4 3 Pendapatan lain-lain I 

I 4 31 1 Penerimaan dari j I I lasil Kerjasarna 
IAntar Desa 

4 3 1 ... <Obvek Pendapatan> 
dst ... 

I 

JUMLAH 
i PENDAPATAN 

~ 
I 

: I 5 BELANJA l 

1l Penyelenggaraan I ·­1 
I I f>emerintahan I 

t 
I 

r: Desa I I 

I 111 I 
Pcnyelenggaraan I 

I Be la nja 
I 

I I 
Penghasilan 

I 
Tetap, Tunjangan 
dan 

I Operasional 
I 
I Pcmerintahan I 

I i Des a I 

I 
1 I 01 Pcnyediaan I 

I 
I 

I 

I I 
Penghasilan 

I 
I I 

Tetap dan 
I 

I 

Tunjangan I 
I 

Contoh 

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PF:MF:RlNTAH DF:SA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPI RAN 
PERATURAN KEPALA DESA . 
NOMOR. TAHUN . 
TENTANG PEN,JABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

10. Format Lampiran Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
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Belajar 
2 ] 05 5 3 Belanja Modal 

I 2 1 05 5 3 4 Belanja Modal 
I Gedung dan 

I 
1 I 1 105 5 3 4 <Ri nc.ia n Obyck 

I Belanja> 
I 5 Pcnanggulangan I 
I Bencana, 

I Kcad aa n Darurat 

I 51 
dan Mencie sak 

1 Penanggulangan 

~DE REKENING URAIAN KELUARAN/OUTPUT ANG­GARAN SUM BER 
I VOLUME SA TUAN DANA 

Kepa la Des a 
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 
1 1 01 5 1 J Pe n ahas ilan 

I 

-- ---c:,·- -·-·--------- 

Tetap & 
Tunjangan 

I Kepala Desa I -i 
1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obyek 

I I I RPl<:tni"­1> - ~­·­·­­ .,·­" 
1 3 Administrasi 

Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, 
Statistik dan 
K P!.1 r<::ln!=ln --·-·-- ·-·r--·--- 

1 3 01 Pelayanan 
administrasi 
umum dan 

I 
I kependudukan 

I I l~llr!C­lt 
1­· ­·­ ·­· 

Pengantar/Pelaya 
nan KTP, Kar tu 

r1 
Keluarga, dll) I 

3 01 2 2 Belanja Barang 1 
l d an .Jasa I 

I 1 3 01 2 2 2 Belanja .Jasa ~1 
L Honorarium 
I <Rincian Obye k I 
I Belanja> 

~ I ,­­, I n~1.1 ... ,_ ___ "_ 
,::., 1- \._.,.lCl~..._-,c,l.J.J.CA.C..t.J .1 

I 
I 

I 
Pem ba ngunan i 

I 

Desa I 
I 

2 1 Pcndidikan ! 

1211·- +-------- . '­­ 

I 
I 

05 Pembangunan/R I 
I I c::118. b ili L8.si/ Pt i·1i1·1 

I 
I 
I gkatan Sarana 
I Prasarana 
I 

I I 
Pcrpustakaan/Ta 

I I I man Bacaari 
I I T-~,.,,~ ....... /<.­­,~­·­­,......~~­ 
I 
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(NAMA LENGKAP KEPALA DESA) 

TID &. STEMPEL PEMDES 

(Ditetapkan Di , 20 . 

KEPALA DESA . 

1---+---+~--+--+---+----+--+-~~--~~~~~-+~~-~~t--~~~~-+--~~~~~if--~~~ 
SJ•:LI SII I i 
PEMBIAYAAN 

I 
~~~~-~~~-'-----'-----''~~~~--~~~--1.~~~~_L..--~~~~'--~~~~-L~~~___J 

, , , 6 2 2 1 Pembentukan I I LJ_ Dana Cadangan 

I I els 

Pembentukan 
Dana Cadangan .. 
Pern tnav aan 

6 2 1 

KODE REKENING URAIAN KELUARAN/OUTPUT ANG GARAN SUM BER 
VOLUME SA TUAN DANA 

Bcncana 

I 5 J 

1 ()() Penanggulangan I 
HPnr:::in:::i I 

I 

5 1 00 5 4 Belanja Tak 

~ 
Terduga 

15 1 00 5 4 00 Be la nja Tak 

i I Terduga 
I 

I ::; I 1. 00 5 4 ()() ()() l~P]c,,,.,;,, 'J'r,], 
vi ""I"" •,v•u•.•,)•• • u•~ 

i Terduga 

JUMLAII BELAKJA I 
I I SURPLUS I 
! i I 

I fT'\T:"T."lC:, l'T'\ I 
/ \Llb1·i...JJ 1.J 

j 6 PEMBJAYAAN 
I 6 l Pcnerirnaan I 

I 

I 
I 

I I 
I Pembiayaan I 

~ I I 6 1 i SiLPA Tahun I I I 

t I Sebe lu m nya I 

I I 
6 1 1 1 SiLPA Tahun ----j 

Sebelumnya 
i 

I I I 
I ! 6 2 Pengeluaran I I 
i I I I I 
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2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 66 s/d 71 masing- 
masing dibuat 1 (sat:u) rangkap, unt:uk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing- 
masing Pemerintah Desa. 

1 A,...r-.:,.... D_...,.. _ _;,...+,.,J. n~fl:'",. ~,..+,,....,..~,..* ...... ·~· -·,-, .. -···-· ......... ­ ... ­­­­ -""---··~- ... 

CATATAN ;_ 
•!• Unt:uk fonnat lampiran Perkades tentang Penjabaran APBDes pada Hal 69 s/d 71 

menggunakan Basil Keluaran (Print out/ dari Aplikasi SISKEUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

Hal 66 s/d 71 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperunt:ukkan bagi: 

dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja 
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam 
kegiatan (kolom 1.c) terkait 

.. ­­l~,·­"J •. h"l­­~;,.. "'"­ 
'--·• VU_)' \....,.0.. L./\..,1.CA.llJU..• U<....l.iJ. 

d.rincian obyek belanja. 
Bagian Pem biayaan diisi: 
a.Pcmbiayaan; 
b.Kelompok pembiayaan. 
c.jenis pem biayaan 

Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A 
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018/ Perbup tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa) 
Volume diisi dengan volume [j urn lah] output kegiatan (Kolom 1.c) dan 
volume (j um lah] input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d) 
Qr..,t1·1rii1"'ll r1iic-i ~A"t'"'\<T.-:l....-, c0t11riiY"I n11i-·n11t- 11""\r:il . ..-pt- 11-r'\it ].,-.....,.... T-T0\ lrA<Yl0tr,n 
.. ....,, , ...., \,.,&. .&..&.,t:)'--'l..&...&. ~J 1,,,,'-". '--'~"-1-"'"""-'"" ,~......_.&.:io.. , , .o.tr.....&..a..&., ~, -. b '"'-'·'- .... 

Kolom 6 
Kolom 7 

Kclo m 5 

Kolom 4 

Kolom 3 

Ko loru 2 

Keterangan Cara Pengisian 
Kolom 1 diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 
TT 1 1 • 1 • • • 1_ _·1 1 l "1 :r•l . ' . f . . . • I 1 • • 1 • 
r..uue 1eKe1u11i:; u11:s1 ue1ua:sa1.Kau K1a:s111Ka:s1 t:Ku11011u Le1u111 ua11 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 

Bagian pendapatan diisi: 
a.Pendapatan; dan 
b.kelompok pendapatan. 
c.je n is pendapatan 
d.obyek pendapatan 
Bagian Belanja diisi: 
a. Belanja; dan 
b.jen is belanja (disesuaikan 

dengan jenis kegiatan); 
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9 , 
i 0 dan sererusnya; 

···········., 
7 , 
8. 

3 , 
4 , 
s 
6 , 

. , 
1 , 
2. 

Mengingat 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena 
adanya perubahan pendapatan, belanja dan pernbiayaan , 
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran ..... 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud 
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {APB 
Desa) Tahun Anggaran .... ; 

a. bahwa sehubungan terjadi perkernbangan yang tidak Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

TENT ANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANG GARAN ..... 

PERATURAN DESA (Narna Desa) 
NOMOR . TAHUN 

KEPALA DESA ..... (Narna Desa) 
KABUPATEN (Narna Kabupaten) 

11. Format Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 
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Pendapatan dan 
tercan tum dalam 

terpisahkan dari 

Pasa12 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 
Lampiran yang merupakan bagian tak 
Peraturan Desa ini. 

Rp . 
setelah 

Rp . 
Rn 

i" 

Rp . 
Rp . 

setelah Rp . 

Rp . 
setelah Rp . 

setelah 
Rp . 
Rn _r . 

Rp . 
setelah 

Rp . 
Rp . 

Selisih Pembiayaan 
perubahan ( a ­ b) 

3. Pembiayaan Desa 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah penerimaan 
perubahan 
Pengeluaran Pembiayaan 
a. semula 
h hPrt;:imh;:ih /(hprk11r::inp\ - I\.... --- .-. "0/ 

b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah belanja 
perubahan 
Surplus/ (Defisit) 
perubahan 

2. Belanja Desa 
a ~emu18 

a. semula 
b. benambahj(berkurang) 

Ju mlah pendapatan 
perubahan 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... 
~Pm11l;:i hPrinml;:ih Rn ­ ( l. hPrt;:imh;:ih /hprk11r:::rnp­ .. ·• • . - _,--- " J."" I \' 'JI - -- ·-·· . - .. I - 0 

sejumlah Rp ,­ ( ) sehingga menjadi Rp ,­ 
( ) dengan rincian sebagai berikut: 
1 . Pendapatan Desa 

PENDAPATAN DAN RELAN,JA DES.A TAHl.fN ANGGAR.AN 
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Desa) 
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LEM BARAN DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NO MOR ... 

NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di 
pada tanggaI 

Agar setiap orang dapat mengetahui, mernermtahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa . 
(Nama Desa). 

Pasal4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
~Ph::iP::ii l::inrl::i~;:in nnpr;:i~inn::il nPl::ik~::in::i::in PPrnh::ih::in APROP~::l . (....). . . ... - - l . .. - . -· - J . . .. . - - . - .. . - .. - . •' . " 

­75­ 



'ITD & STEMPEL PEMDES 

(Ditetapkan Di , 20 . 

l{E:J>J\.I..J\. J)~J\. •••••••.••••••••••• 

­+­­­­­­­­­­­­­­~ 
­­­­­­­­+­­­­­­­­­­ 

SUNBER DANA 
8 

URAIAN ANGGARAN (RJ2.) BERTAMBAE/(BERKURANG) 
5 6 7 -+------ 

MEN,JADI - SEMUL.A 
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (RJ2.) 

1 2 3 4 
a b c a b 

- $ - 
c. 

Contoh: 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA.NJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMPJRAN 
PERATURAN D ESA . 
NOMOR TAHUN .. 
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DE:SA 

12. Format Lampiran Peraturan Des.a Tentang ?erubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
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CATATAN: 
•!• Untuk format: lampirari Perdes Tentang Perubahan. APB Des diatas menqqunakan I:fasil Keluaran (Print out) de1ri Aplikasi SISKEUDES 
•!• Hal 73 s/d 76 t.!ibuat jika pemerintah desa melakukan .Perubahan Af'BDes. 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan pettqaluran ADD, dilakukan secara manual, maka Hal 73: s/d 76 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 

1. Arsip Pemerfntah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. 11angkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persqaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Banqkalan, maka 
Hal 73 s/d 76 masinq-masinq dibuat 1 (sa,':u) rangkap, untuk: disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

Cara pengisian: 
Kolom 1 derigan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan 
Kolom 2 derigan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi 
Kolom 3 diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan 
Kolom 4 diisi dengan anggaran sebelum perubahan 
Kolom 5 diisi dengan se lu r uh uraian setelah perubahan 
Kolom 6 diisi dengan anggaran setelah peru bah an 
Kolom 7 diisi dengan besaran jurnlah anggaran yang berubah 
Kolom 8 diisi dengan ~,umber dana 
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sejumlah Rp ,- ( ) sehingga menjadi Rp ,- ( ) 
dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... 
~Pm11l.:::i hPri11mbh Rn ­ ( ) b=rtarnbab /hPrk11r.:::ino­ . - - . - •. - - - - . -' • - ..... - -- - . • - .1- • • . J v ' . . . . • " .. I J - - • -·- -· • . - -- .. I - - - - - . - - Ll 

PFRURA.HAN ANGGARAN PSNnA_PATAN DAN BEJ.AN,_TA 1)8$A 
............. (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN . 

TENTANG PENJABARAN KEPALA DESA PERA TU RAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

9 
10 dan seterusnya; 

. , 
7 , 
8. 

. , 

. , 
4 , 
S. 
6. 

3 , 
. , 

l. . ' 
2. 

Mengingat 

...... , 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 

Nornor' 
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KE PALA DESA (Nama Desa), 

TENT ANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TAHUN ANG GARAN . 

PERA TU RAN KE PALA DESA (Nama Desa) 
NOMOR . . . TAHON .. 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN (Nama Kabupaten) 

13. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan APB 
Desa. 
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Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rn .r 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

3. Pernbiayaan Desa 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 

::::i. ~Pm11l:::1 

b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

a. Sernula 
b. Bertam bah/ (ber kurang) 

Jumlah setelah perubahan 
.Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan 

b. Bertambah/(berkurang) Rp . 
Jumlah setelah perubahan Rp .. 

2. 5 Bi dang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan 
Mendesak Desa 

Rn .. 1- •. 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Ju mlah setelah peru bah an 
2.2 Bidang Pembangunan 

a. Semuia Rp . 
b. Bertambah/(berkurang) Rp .. 

Jumlah setelah perubahan Rp .. 
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

a. Semula Rp . 
b. Bertambah/(berkurang) Rp . 

J umlah setelah peru bahan Rp . 
2.4 Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 

2. Belanja Desa 
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah D':'58. 

Jumlah lain­lain Pendapatan 
yang sah setelah Peru bahan Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

perubahan 
1 . 2 Transfer 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jum1ah pendapatan transfer 
setelah Peru bahan 

1.3 Lain­lain Pendapatan yang sah 
a. Semula 
b. Bertambah I (berkurang) 

1 . Pendapatan Desa 
l. 1 Pendapatan Asli Desa 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 
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BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NO MOR . 

NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

NAMA LENGKAP KEPALA DESA 
Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA .. (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Serita Desa ... 
. ..... (Nama Desa). 

Pasal4 
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasai3 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan 
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh 
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala Desa ini. 

Pasal2 
l lr a ia n lPhih Ia n ir t r Perria ha ra n PPrnh::ih::in AnP­P­::ir::in PPnrh:in::it::in · · · - ··---,., ·· ·· - .J" ---· -- --- •· ---- --- oo··- ··· · - ···1·· ·- 

Rp . perubahan 

Jumlah setelah perubahan Rp . 
Pem biayaan setelah Selisih 
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(NAMA L,Je;NGICAP ICltPAL,A DESM 

'M'D & STEMPEL PEMDES 

ICEJ>AL,J~ I>ESA . 

(Ditetapkan Di , 20 . 

­­~ 
---+----~ 

6 

AH/ SOMBER I 
\NG) DANA 

± -- ± __ 

N URAIAN KELU 
VOLU 

ME NJ ADI 
­­­ ­ 

ARAN/OUTPUT 
BERTAMB 

ANG GARAN (BERKURJ 
MEI SATUAN 

(Rp) 

4 5 

----t--- 
I 

SE MULA 

KODE REKENING KELUARAN/OUTPUT ANGGARA 
URAIAN (Rp) 

VOLUME I SATUAN .___ 
1 2 3 rsrs c a b c d 

­­ 
-,-- 

~±___­~ 
I 
i - - 

- __ __L__l_L__ 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PE MERI NT AH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

LAMl)IRAN 
PERJ.TURAN KEPALA DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG PERLBAHAN PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

14. Format Lampiran Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabar an Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja De sa 
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CATATAN: 
•:• Untukfonnat lampirari Perkades tentang Penjabaran Perubahan APltDes diatas menggunakan l"fasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES 
•:• Hal 78 s/d 81 dibuat: jika pemerintah desa melakukan perubahari Al'BDes. 
•:• Dalam. hal penqampaian. persyaratan percqaluran ADD dilakukan secara manual, maka Hal 78 s/d 81 dibuat 3 (tiga) ranglcap, diperunixikkxui bagi: 

1. Arsip Pemerftah Desa Setempat: 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. lfangkalan 

•:• Dalam hal penqampaiati persyaratan perqjaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleti Pemkab. Bangkalan, maha 
Hal 78 s/d 81 masinq-masituj dibuat 1 (sa;':uJ rangkap, untuk: disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

Cara pengisian. 
Kolom 1 dcrigan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan 
Kolom 2 dcngan kode rekening berdasarkan klasifikasii e.ko norni 
Kolom 3 diisi dengan ~.eluruh ur aian , keluaran/output, clan anggaran sebelum perubahan 
Kolom 4 diisi dengan selur uh u ra ian , keluaran/ output sctelah perubahan 
Kolom 5 diisi dengan besaran jurnlah anggaran yang berubah 
Kolom 6 diisi dengan sumber dana 
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DESA 
KABUPATEN 
PROVINS! . 

,~-----· 

1 

. ~ A~}GI~ t~. 1 _rN~C-Al\A-PENARI¥\J AN1GGA~AN (R?) -r-r-! --- : 
. / Jumlah ' . ' I 1 ; s i .JUMLAH i 

~~~~­E:_~_ ~­~­­ u_~IAN _ ­i .lR,fl- Su:ber ­~an I :b l~r ~r ~­M;i4~~.s~~~~ ~>p J~~~~R}'~ 

I 1 ·­ Cun 'pen\,elenggaraao ·­ : ­i~=t­f­­­­­i­­­­­+­­­­­r­­,­+­­­­i­­ ­­F·­t­­­­­ 
1 1: 1 \ IPenyelenggaraa::1 J ! I l 1 i I I I T . ! 

11 11 Belanja Perighaailan , 
1 

J I i I j . I I I 
i I I [Te tap, Tu njangan I I ! ! ! i !/ I J I i 

1 11 I I' I dan Operasional , ,1 i ! ! i I I I 1 ' ! I . . I l I I I 

1 1 
1 

O 11 1 Penved iaan I i I : I I . I i i 
I I Penghas~lan Tetap I i [ ! !I . i I ; : i I i : 
I I I ! 1 dan Tunjangan i I I 

1 
; J 1 · 1 I I I ! 

I if 1 j o i~s+1H­­1~~~~ra ~:iawa ­­­­+­­­­­+­­­­­f­­­l­­+­­ i ­­r·­­­­:·­­­­t­~­­+­­~­­­­t­­­­t' L ­1 ~I 1 l-·11iol+s:im. 1 i 'Penghasila;­­­­­­­­11­­­­­r­­­­­r i ! i ­~;­­­.­!­ I T,­­­­­­­­1­­ II : ­­­­·­1 
I I l ' ! 1 I I , 

· : ! · ! 1 I Tet'LP & I , I 1 1 I i 1 , . 1 : : I ' ! l I ( i . ! I I I I I I I 
I ' • I . ' • . I . I I ' I I ' , , I 1 1 , ! I'I'unjangan 1 1 : ; : . · I I I , · ! 1 '.----- -+--j ~­­­L +­Ke~ a l~ __ Q!'~~~­ J1 ·-----!--- __ ­­­t ­­~­­­­­­ _.J_ ­­­­­~­ .... ) ..... __ ~­­­­ .. ­­­+­ __ ­­­­t­­­··­·­+­ _ ­~­­­ _ ­)­­ . ~­ ­­­­­+­­­ ­­·­­· ­­ ­ .. : 

i l : 1 ! O 1 ! 5 1 l \ 1 i · · · I <R1:1c~an Obyek l j ! i · i :. I : : i ! I ! 
I i , , , : • 1BelctnJa> : , 1 ; • : • • • , , : , r t­ ··­ ; ­·­­­~­·­1­­­ t· .. + ­ 1 . . ·­ ­ ·­­:­­­­­­­­ i ­­­­·­y­­­­­­­­­­­1 ­­­­­­­­r­­­ --·---r- ­­­­­­­­­­­­t­­­­­­­­­ ­·­· ­­­ ­­­­­­ ·-r--·--·~·-t-··· ­­­­­­­i­· ..,:__ _;_ ··-···-+-------- ­­­­­­t­·­­­­­­­·­­t­···­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­·­··: 
I 1 i 3 I 

1 
' · 1 

1Admm1stras1 ! , · I · : , ! , , 
I 1 i i I 1Kependudukan, I . j · 1 i 

l_J L .. L __ j __ j _!~!~~~§:t­:1!.~!'1§.~p_il, .I L J ·­­­­­··­ ·······'······· .. L . • .. _ J ­­­· J 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN* 
TAHUN ANGGARAN . 

15. Format DPA 
15.a. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran 
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Kolom 6 

diisi sebagaimana yang t.er'car.t.u m dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh 
masing­ masing Kaur/ Kasi Pelak san a Kegia tan Ariggarari 
diisi rencaria penarikan anggaran untuk pelakaan aan kegiatan oleh masing­ma:;;ing Kaur /Kasi 
Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam set.iap pericde/bulan dalam 
baris j en i s , objek , clan rincian objek belanja 
diisi rencana j u ml a h penarikan anggaran u n tu k masing­rnasing kegiatan Kolorn 7 

Cara pengisian: 
Kolom 1, 2, 3,4 dan 5 

NAJMA KEPALA DESA 

tarida tangan & Stempel 

NAMA KASI/KAUR KEPALA DESA ... (liama Desa), NAMA SE;KRETARIS DESA 

tanda tangan Disetujui oleh: tanda tangan 

KAUR/ KASI , SEKRETA.RIS DESA .... (Nama Desa), 

........................ , . Diverifikasi oleh: 
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CATATAN: 
•!• Untuk format Iampiran Renc·ana Keqiatar: dan Anggarcm diatas menggunakan Hasil Keluaran /Print out) dari Aplikasi SI~:K.EUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan pereqaluran ADD dilakukan secara manual, maka Hal 83 s/d 85 dibuat 3 (tiga) ranglcap, diperunt-a.kkan bagi: 

1. Arsip Pemeti.ntah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. llangkalan 

•!• Da.lam hal penuampaiati pe,·syaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi penyaluran ADD yang dinediakan oleh. Pemkab. Bangkalan, maka 
Hal 83 s/d 85 masinq-masinq dibuat 1 {satu] rangkap, untuk: disimpcm dan menjacli berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 
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.Ju m lah Per Bida:1g4 
' - '1 .. --- 

! 
·f---. 

i 
­­·­··­! __ 

i 
•. l ~--- __ , -------· ------------------ 

i i . ! . . _. . -+- . . l, - .. --------·--·- _J, ..'.'. 
·­r·­­­­­­­­­­­­­­­·­·­r­­­··­­­­­­­­­­­ ·:·--------i ·­­­+­­~­­­­­L­­­­­ .. ­­........­. ' : 

C­­­­_. ­­­~­­­­­­­­_.­­­­­­~­­~­­­ ! ·­­­­r­­­­­­·­·11·­··­­­­­T­­­·1­­­­­­­s~;~­­­­­­ I Waktu Pelaksan:~a;;­T·­­­­­­­­­1 ­­_1_'im !_ 

Bidang/ Sub Bidang /Kegiatan I I I ­­­­­­·­r­­··­­r­ ­i­­­­­­­·­r­­~l­­­­­r­­­­­­­­­­1 Pelak.Sa i ya __ n_ g !_ 

i ---------------------\ T_l i . I I I I i [ . ~a I rnelaksa i 

No I I F Sub I I !kaSVolmne, Satuan ] Biaya I . · I I I · I . i }"giatan ' nakan I 

.. B1d==¥;d.::g 1Ieg:1~1­ 7~=8 L~t (:: +J­~~':l.k:·:akrr:~p~ A­:~ii1~:r~1s>~:~a1­ti ~'~~]~~:::J~:;a:_ 
IPenyelenggaraan I I ! I 

1 
11 11 I II i [ 11 

, 1 , I i :1­_ 

l I . 1 1 i - , 1 1 1 I I : , 1 

[Pemerin taha.n 11 
1 . I !__ ! 11 i , ! I I I, I ! f I l_ 

I I I ' I I ' I I I I ' I ' ' I ' 1Desa ! 1 i I i : : 1 t I I 1 1 i i i : 
Junlah Per Bidan ~­r­­­ l i ­­­r­­­­4·­­1­­­­­t­·­­t·­­­­­­­­­­r­­­­r­·­­­­­­­i­­­­t·­­ --j-· ­­­r­­­­­­­­+­­­­­­­­­!­­­­­! 
­­­­r­­­­­­­·· _:gg+­i­_ ­­­­­ __]_ ­­L_ ­­+­_ ­­­­­­~­­­­­_j_­ ! -------- L­­­­­­­­­+­­­­­­1­­­­L­­­­·___j._ l __,_ -j 

I 
. I ' . - ' ' , r 1 ' . ' I I ' . 

I I I I II i i I i I i 11 
I ! I ' i i ! 

I • ' I I I I 

2 i Pem bangunan _ ' , I . 1 · I I 

ID i : I i . . ! ! I I ! ' i 
I esa ; i I i i i ! : i I i : 1 : : : 1 

,Junt~­!1 ~!:~;a:~g_~­­­ : :· ­ ­­­­­­­' ­ :­­­­­­­­:­ ­­­­­­­­­­­­­­­T···­­­­­­­: ­­­­­1 ­­­­­­­­­­­J_ ­­­­­­­­­: ­­­­­­­­­,­­­­­­­­,­­­­­­­­,­­­­­­­1~~~==­ 1­­­­­­­­­­­­T­­­­ l 
!Pembinaan 3 ! , , , - , 1 , , 

iKemasyarakatan ! ! ! • • • i i 
----··-- . .L..·--·-----~ ------ - ------ ' __ _J_ ­­­­­­·. ­­­­­­­­'­­·­­­­­­­­ ­­­­­·­­­­. ­­­­­­­­·­­­­ ­­­·­­­­­­­­ '­­­·­­­ ­­·­­­­­ . J --·---· 

Jurnlah Per 3 
--""----------,-~-------- 

DESA 
KECAMAT/\N 
KABUPATEN 
PROVINS I 

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA* 
TAHUN: . 

15.b. Forrnat Rencana Kerja Kegiatan Desa 
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CATATAN: 
•!• Untuk format lampiran Rencana Kerja Kegiatan Desa diatas m,mggunakan llasil Keluara11 (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persuarataii penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka Ji'al 87 s/d 88 dibuat: 3 (tiga) rangkap, dip,eruntukkan l1agi: 

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD JCab. Bangkalcm 

•:• Dalam hal penyampaian persuaratan penyaluran ADD dilakukxtn melalui aplikasi penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka 

Keterangan: 
* merupakan dokumen perericanaan yang disu sun saat penyusunan RKP Desa 

NAI\IA SEKRE'I'ARIS DESA NAMA KE:PALA DESA 

tanda tangan tanda tangan 

SEKRETARIS I>ESA ... (Na.ma Desa), KEPALA I>ESA ... (Nama Desa), 

................ .Tariggal. , , . 

; - · - · · -- ! ! ­ ;I f ! - - - - - Sa.sar'an I Waktu Pelak sariaan 1 ii Tim. ; 
Bid an :r /Sub Bidarig r Kegiat an : ! I ,­­­­­­ ­­­ ­,­­­­­­­­­­ ,­­­­­­ ­­­­­­­­1--- ------- -"- ----- ---,--- -- --- ~---- ------- -1 Pelaksa 

I .:, t ; 1 1 i 1 : 
1 11 ! ~ < 1 va ng 

~----------- : __ ; T --, -- ­­­­­­J J I I [ : i i I : I ( na : ~elaksa ! 
1 

: I ! 1 1 ,~, !1 i Biava I i I' 
11 : 

11 1 iKegiatan : aka . No 1 1 ' S b 1 1 Lokasilvolume Sat.uar. l ~ , 1 , I · I n n I 

I Bidang i 11 
. 

11 
I i Kegiatan I I I i (Rp) i .Jurnlah 'i laki­Iaki Perempuan1 A­RTM r Dur asi ! Mulai Se.le sai [Anggar.a I k . : 

, Bid arig I , , t ~ , ~ I , , egiata , 

I Keadaan Darurat, I I I I , _j_' , I ! I [ I L_ ~~~aMe:ies~~k [ J J__J l_ __ l I l L J J_____ __ [ _J 
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CATA.TAN: 
•!• Untuk format lampiran RAB diatas menggunakan Hasil Keluaran {Print out} dari Aplikasi 

SISKEUDES 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

Hal 89 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 89 dibuat 1 (satu) 
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

Cara pengisian: 
1. Bidang diisi dcngan nomcnklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB 

Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening se suai APB Desa 
Kolorn l diisi dengan nomor urut 
Kolom '.2 dris! dengan uraian herupa rincian kebutuhan dalarn kegiatan 
Kolom 3 diisi dengan volurne dapat berupajumlah orang/barang. 
Kolorn 4 dii.si dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk mernbava r 

orang/ ha rang 
Kolorn 5 diisi dengan ju mlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4 

NAMA KASI/KAUR NAMA KEPALA DESA 

tanda tangan tanda tangan 

KASI/ KAUR •................ 

................... ,Tanggal , , . 
Disejutui 
KEPALA DESA ••• (Nama Desa), 

t i:·1n1,un 0n1 vru'I v u1v11..,n.n I 
URAIAN VOLUME (Rp.) (Rp.) I 

2 3 4 5 I 
i 1 I 

j 
I I 

! ·-------· I 
! ­­ 
• ~­­­ ·­­­­­ 

~ JUMLAH (Rp.) ,___ 1 t -·----,--··------------- 

r­·­r­­ ­­­­­­· -j 
__J 

_ _:_ __ ~------~------------.------ ---i 
TT'TI\Kf,\TT I 

Rincian Pendanaan ,- 
i 

Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

Bi dang 
~11h Rirl:::ino­ - - - ··-· -····- -· -·-· - ·-·- -· <::> 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

15. Format DPA 
15.c. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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I ; 
••••• 1 -----··----·-····-·--. -----------------------' 

; ; : 
­ ; ' ­­···­­­ ., . 

··­·­­­­t­­­··­­····­­: ···­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­t­ -----··---t--·---···---·-:···--·-·-··-·-· j -----------··------ 
! I . 

1 ­­­1­­·­­­­­­­­­­­­­­­­~­­­­­­x~~~~~N­­­~­ ~--~5%LA~-k-f RENCANA PENARIKAN A\J"GGARAN (RpJ --------·-·. --lJuMLAH!. 
'11 KODE REKENING I URAIAN f­Ju­.­rilahk,______ Juml~ I - -- ­­­T·­­i­­,­­r T i_'f -r-r----c-1 (Rp) I 
C~-~~=r=--- 

2 
rt=:­­­ 

3·­­­=­­­1­l;L_!Su~er ! . ~ I Su:ber _::Jan ;b ~:l_r'1~~i;n;u~l~Se]J_j9kt, Nop I Del§ j 
r~ O _<C__l~_c_!TPenydenggaraan ~t­­­­ ·­­ _j F+--T--f- ---- i·-----· i---t-- , --- +­­t­­~ 
i 1 1 ! i I I Penyeleriggaraari ! i 1 ! I I ! i I I r i 
I I I , I . Belanja Pe1:ghasilan i i I I I ! ! I ! i 1 

1 
Ii I i j 

I I tal I I I f,! ~~e;;~~~s;~~~~ngan daij, i I I I J i i I I i i I I i ! i I • 

1_1, _ ­rl­­r­+­­J­­ Pemnir_itah.an_De:~a __ ·­­­­­­­­­­i­­­­­­­­­i­·­­­­­­­f­­­­­­­­­+­­­r! ~­­­+­·­­­­l­­­~­­­­­­+­­­f­­!: 4­­ __ i j. ­­­­+­­­­­­! 
I 1 O 1 ' i Penvediaari ! I , I i ' l ' ! ! ! / '1 : , , I ! i · • . . ·1 i I , , l ! ' : : : · : I I 

1. ! : i I. J .1 !Pengnas1lan Tetap 1 !. I ! I I i i i i 1 : ! i ! i 
: ! i ! ! i [dan r~unjangan i I i I ! j i j i · i I I 

1­ 1 + 1 ­1 0 1­t· 5 : ­­1· t­­­f­­­­­1 ri~fa~ ~;a[~: ::wai ­­ : ···­·· ­­ ·····­­·­ ­­ ­ ~­­ ­ ­­­­­ ­­­ ­­­­L­­­ ­­ ·­­­­­·­····· 1­­­­­­­­­­­­ ­ ····· :­­­­ ­+­­­. ­­ ­­­­­­­­­­' ­­­­ _L___ .. ­~­­ ­­­ ­­­1­­­­­­ !­­­­­­j­­­­­­ ­ : ­­­ ­­­r­ ­­·­­­+­­­­­­­­ i­­­­­ 
I I : : i , • , 1 1 

! I ! i ! I : . ··-·-~---·-···-···----- : I : ! r­­­­­­1· ­­­:­­­­­­­···­­·:­­··­·t··­­­­­ ­T­­­­­­r­­ ·­­+­­·­­···­· ­­­­·­­· ­­­­­ ····­··­­­­·­­­­.­­­­­­ .. ­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­ ­­ . ··­­·­·­·­ ­­· ­ ­­ ­~,­­­ ­­­·· ­···­­· ­­­r··· ­­­­­­­­ ­­­­­ ­­­­­­­­r­­­­­­­­­­­­­­­­­r­ ­­·­­­­­­­­­ 
i 1 i 1 : O 1 ; 5 , l ! 1 : i Peng na silan Te tap & : i 
I I i i : iTunjangan Ke pa la ; i 
i L__J_ ! [. -'-. J j_!~­~~a ­­­­·­·····­·· ·······­­­­­­­­ : . L .. ····­­­­­L..... . L ----····-· 

Contoh: 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS I 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN 
TAHUN ANGGARAN . 

16. Format DPPA 
16.a. Rencana Kegiacan dan Anggaran Peru b ah.ari 
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. ' ! . -- ; --- +-- . ­­­+­­­ .... ­ .(­­­­­··­­·­­+­­­ ­­­­­·+·. 

__ L __ J J __ ~_J L 

r- - - - - i : §_~ VIULA ­ I - ­Mf<.::'NJA­Di ­ ­ ·: ­ 
: E:ODE REKENING ! URAI N t. - .bl'JQ<;'­;­AR__~_rf~~=J~:­­Af'!GGftRAN­­1 ­­~­~­~<?A~~­J=>~NARIKAN A\JGGARAN (Rp) 

I 

! A !Jumlat I JJ:..1mlah: ! T I : 1 :­­­­ ­~­­­­­·r­­­­.­­­­­­1­ ­­,­­­­­­ ­ ­ iJUMLAH 
i : (R ) I Sumber , I Sumber ! J 1 

• ; I . : ' , 1 I 1 • (R ) 
1-1­­r­­­­,­~,­­­­­;­­t­­.­­·:·­­­­­­­­­­­­:­­­­p .i., : .IB.2L I L~_1::i1 Feb ~ar J Apr I Mei I Jun 1Jul, Agt I Sep! Okt ·Nop! Des' P 

I

' 1 , 1 ! 01 I 5 11 1 . 11 ... 
1­<Rinnan 

Obve k ·1 i i ­t­ 1 1 1 ­i­­r­­­­­,­­­1 ­­r­­­­­­­­1­­~­­­­­+­­­­+­­­­­ ­ 
I +­ I . . - ' I I I l I ' I ' : • I I I : 

I __ , , I I _[_:3elanJa> -+ ! I i l . J 1 ! I l I I : : • ' H , -l---+-1 
1 
­­­­­­­­­­­­ ­­­­­t­­­­ I I 1 

1 
I I I 1 1 1 : ! , , , 1 · 3 . 1 1 'Ad · · . ­i­­­­­­,­­­­­­­­­­1­­­­ _L_._ , 1 -+-- , . . 

I

I r , I I i I II 1·Ke;1~~~~~~an, I! ! Ii i !ll i I ! i ! - I r­· ;1·­­­­:­­1­­­­­~­­­­­­­­~ 
I [1 I I , . Pericata.tan Sipil, I 1 . I I I I 11 i I i I I : i : I J_ I I ii lstatistik dan L' 

11 
i I 

1­ 
i 11 . ! I ! , I \ , I '1 I I l I l 1 I I ! I I • I I L___ ~­­­ __ J__t_4~ar:~ipa:Q___ ­­­­­ l i I i ri1 I ! I I : I ­L: ' , 

1 1 3 
I 
01 

1 ! 1Pelavanan 
1 

+­­­+­­­­­­..­­­­­­i ·­­ ­­+­­­ · ­­+­­.(..._+ 1 I , 

I
. I I l administrasi I I i 11 I I T I I i I ~--- --r----·-1 

I 
I 

I urnurn dan [ 1 1 I I l I [ 1 1 I I : 

l i - ,11 kependudukan (Surat 
I 

i II 1 ­j I I [ ' I 

, [ Perigaritar / Pelayanan ! I [ 1 i I !' 1 i 
KTP, Kartu Ke luarga, \ 1 I I I · I I 

i I l 'or1­s :ti ;~\:1;;;;:­Ba~g c1:;;;­­l }­ ! __ .J__ +­_J­t=1! ­­ I - I __ I -----r----1 
­­­­­ ­­­­ ­­ asa L___ I ! L I L ; 

2 2 ! I I I 
t . ,<Rincian Obvek . I 1­­­­­­~­­~­­­­­i­­+­­ : ­­­_' -r- ----- _; 

f-._11__ _ i__L_lBela~!.L~­~­­­­­­­ i____ i I ! I J_ i I I I II· 

I 2 I l I 'p 1 1 I ­­­~­­­­­t­­­ -·-·1--i:-- ------ ·---- I i I I i 

1 1 

I e as.sanaan , ! J_ ·---r--- ­­­­t­­··1­­­+­­­­­­­­­+­_: ­­­­­­­+._ ­­­­­­­­­­i ~­+­ 1 I -~: _Jl'eml'.a~g!c-!Q_§ln Desa ­+­­­­­+­­­­­­­ .. ! ! ­­­­r' __ l ! --- -------- ! , 1' i ! i 

(­41 · ­­­+­­­+­­_l __ l~~­~~~~~~a~­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­ 1 __ I I___ i ! i­­T­­ ! ­­­r­­­­­­T­­­­­­­­1 
112 11 I 05 i ! I i T_Pembangunan/Rehabi! ­r r ­­+­­­+­­ ­­­­­+­­­r­ ;­­­­­t­­t·­­­·­­i­­+­­­+­­­­­1­­­­­­­­~ 

' 1 . ' • , I I , ' ' : , ' I ; 

1 [Iita sr/ Peningkatan I 11 
, I ' : · i 

I 

I I : . • I 

f i ! Sarana Prasararia j i 
I I ' I 

r • i Perpustakaan/ · 
I ! , : ; : j : : i _j_ i 1 , i i I Tarnan Bacaan i , . _ , l 2 l lio~s-rsTi-i ­T­­­rB~la~~ M~>d;l­­­­­­­­­~: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­T­­­­+­­­+­­~­­­;­­­­­­+­­ ­+­­­­­­­­i­­_l_ _J ­+­­­­~­­­­­­­­ l ­­­­­­­ 
~1~:---~i ­­­t­­­i­­­­­t­­­·­1­­_:___ ·­­­­·­~­­­­­­·­­­~­­­­­­­­­­­­­­­' t___ -J __ : _l i t ! · i : : ! : _ , 2 i 1 : 05 i 5 i 3 j 4 : [Bela nja Modal Ged u ng] : ­: ­­­­ i­­­­­­­­­­­­r­­­t­­­­;­­­­­­­­j­­­­­­+­ ­i­­­­­­­;­­·­­'­·­­­·; -t 7­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

~_._· ..;...11 __ _;__' _J_:,_1 J__,_: j_ ;_,• ­­­1',1.9.9­n]3a_11._ou.:_n an ~_! c,'_' :,! ,1 . .l. . ;­' i ! i ' ! : 1: 1 '05 • 5 ! 314 i ... i<Rincian=Ob;ek____ ­ ­­:­­­­­­­­;­­­ ­ T I ­­­­­r­ __ ;__ i J_ __ ­+­~­­­­t­­­­­+­­­­­­­­­,­­­­­­L­­­­­­­­ 
. : i I : -- r I I i 

r: --:-- ~­­­­­­t­­L­L­­­+­­­­­~x~~1c:111j~_:>_______ , ! r ! 
5 J , : .. L _ .L __iI'enang~~!~!~f?an ·L_­­­­­­­~:_t­_ ~~­­~~r~­­­­­­·J ­~­] 
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NA1'r1A KEPALA DESA 

tarida tangan & Stempel 
NAM.A SEKRETARIS DESA NAMA KAUR/KASI 

KEPALA DESA .•. (Nama Desa), 
tanda tangan tan da tang an 

Disetujui oleh: 
KAU:'R/KASI .•••.•.•.••...•.••• , SEKRETARIS DESA .•. (Nama Desa), 

........................ , . 
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CATATAN: 
•:• Untukfonnat lampirati Rencana Kegiatar.~ dan Anggarcm Perubahan diatas menqpunakan Hasir Keluaran (Print out) dari ,lplikasi SISK8;UDES 
•:• Hal 90 s/d 92 dibuat: jika pemerintah desa melakukan perubahari Dl'A. 
•:• Dalam. hal pengampaian persyaratan penqalurati ADD, dilakukan secara manual, maka Hal 9C' s/d 92 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperun1ukkan bagi: 

1. Arsip Pemeritah Desa Setmnpat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Banqkalan 

•:• Dalam. hal penyampaian persyaratan penualurati ADD ,:lilakukan melalui aplikasi penyaluran .. 4DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka 
Hal 90 s/d 92 o!ibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerinxah. Desa. 
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NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

MATERA! 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ..... (Nama Desa), 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran 
Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (satu) Tahun Anggaran (diisi tahun anggaran 
berkenaan) dan agar dipergunakan se bagaimana mes tin ya. 

Menyatakan bahwa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa (PKPKD) (diisi narna desa.) telah melakukan pelunasan kewajiban 
sebagai wajib pajak (telah melakukan pelunasan penyetoran pajak sebagaimana 
tercantum pada daftar pelunasan pajak terlampir) dalam penggunaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) Tahap II (Dua) Tahun Anggaran ..... (diisi Tahun Anggaran 
sebelumnya). 

Narna 
N.I.K 
Jabatan 
Alarnat 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 

17. Format Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak 
1 7 .a. Format Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk 

Penyaluran ADD Tahap I (Satu) 
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penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 94 & 95 dibuat 1 
(satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah 
Desa. 

·:· Dalam ha! pcnuampaian persgaratari pcnualurari ADD dilatcukam. mclalui aplik.asi. 

CATATAN: 
•:· Hal 94 & 95 dibuat jika ada pembelianfbelanja dari kegiatan dengan sumber dana ADD 

yang dikenakan kewajiban membayar Pajak. 
•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

Hal 94 & 95 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

I/~1­­.~~ C, 
.l ... \..ll'­11 . .l.l \..,P 

Cara pcngisian: 
Kolom 1 diisi dengan riornor urut 
Kolom 2 diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak. 
Kolom 3 diisi dengan uraian kegiatan yang dikenakan pajak 
Kolom 4 diisi dengan uraian jenis belanja yang dikenakan pajak 
Kolorn 5 diisi dengan jenis pajak/pemotongan (PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 

23, Pajak Daerah, dll) 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA . 

(nama desa) .... , tgl...bln .... thn .... 

I ~J .l!-_fyt·}-~-A-H--1------ .. ± - ·······-······------··· ---· ··- ·- --- ··-············· ··········- ····------·· --·········-····-······-···-···-···-----·- ···--·-·-··· ··- -· ·--·······-···· . ··--. -·-······ -· _j 

I JENIS BELANJA I 
JUMLAH PAJAK/ I Tl,' l\Tl Q Dl?l\llfYT'r\l\Tr.. I\ 1\1 

URAIAN YANG 
'­.JL..J..1..<l..l ........ A .J.­1..1..V.J.'­' .1- '­...,/.1_1'­_.­' J,..L' I 

NO TANG GAL PAJAK/ YANG 
KEGIATAN DIKENAKAN PEMOTONGAN DISETORKAN 

PAJAK 
(Rp) 

1 2 3 4 5 6 

! 

DAFTAR PELUNASAN PAJAK PEMBELIAN/BELANJA 
DESA KECAMATAN . 

SUMBER DANA ADD TAHUN ANGGARAN (Diisi Tahun Anggaran 
Sebelumnya) 

17.b. La m p i r a n Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk 
Penyaluran ADD Tahap I (Satu) 
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NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

'ITD MATERA! 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (Nama Desa], 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran 
Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (dua) Tahun Anggaran .... (diisi tahun anggaran 
berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Menyatakan bahwa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa (PKPKD} (diisi narna desa} telah melak:ukan pelunasan kewajiban 
sebagai wajib pajak (telah melakukan pelunasan penyetoran pajak sebagaimana 
tercantum pada daftar pelunasan pajak terlampir), dalam penggunaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) tahap I (satu) Tahun Anggaran .... (diisi tahun anggaran berkenaan). 

Nama 
N.I.K 
Jabatan 
Alamat 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 

17 .c. Format Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk 
Penyaluran ADD Tahap II {Dua) 
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CATATAN: 
•!• Hal 96 & 97 dibuatjika ada pembelianfbelanja dari kegiatan dengan sumber dana ADD 

!:J.r:!ng dikenakon kewofiban Pt:!.jak, 
•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 

Hal 96 & 97 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 96 & 97 dibuat 1 
(satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah 
Desa. 

f/­.r­.lnm [.,, 
J.~_\..J.1V.J.J..l "-..I 

Cara pengisian: 
Kolorn 1 dii si dengan nomor urut 
Kolom 2 diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak. 
Kolom 3 dii si dengan uraian kegiatan yang dikenakan pajak 
Kolom 4 d ii s i dengan uraian jenis belanja yang dikenakan pajak 
Kolom 5 diisi dengan jenis pajak/pemotongan (PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 

23, Pajak Daerah, dll) 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

tanda tangan & Stempel Pemdes 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ••••..• 

(nama desa) .... , tgl. .. bln .... thn .... 

1­,­­­, IJENIS BELANJAI 
JUMLAH PAJAK/ 1 I 

T~l\TTQ D~l\11 n'T'n 1\T"" I\ 1\T I 
I I URAIAN I YANG 

'-1.J......,1.J.'t..l."-J i LJ.1.'rl..'­­./ .J. '--./l_ 'I ....._A.I. :l­.1., I 

I 
I 

NO TANG(}AL PAJAK/ YANG I 
I 

I KEGIATAN DIKENAKAN PEMOTONGAN DISETORKAN 

~ 

i PAJAK (Rp) 
i 1 '.2 3 4 5 6 
r- ·­­t­ ! 
I 
f-- ­­ I--- 
I i 
i i 
I I f­­­­­­­ 
[TurvtLAll ­­ ········- ·­ .. ­­·­·­·­­·~·­­­­­­­­ ···-·-------·-- .. '" ·­­­­­­­­·­­. ­­.­ , ______ ..... ___ ,_,. ____ ., .. ,. ­­ .. _. ­·­ ,. ________ --·· ­­­­­­­­­ ­­­­ ­­­­­· ­­­­~­­­­­­­ ---·--· ­­­·­·····­···­­­­­­'­­"""" 

DAFTAR PELUNASAN PAJAK PEMBELIAN/BELANJA 
n~SA KECAMATAN 

SUMBER DANA ADD TAHAP I (SATU) 
TAHUN ANGGARAN (Diisi Tahun Anggaran Berjalan) 

17.d. La mp i r a n Surat Pernyataan Pelunasan Penyetoran Pajak untuk 
Penyaluran ADD Tahap II (Dua) 
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­­·­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­·­­­­··­­­­­' 

DllSI POTO PERKEMBANGAN KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA, 
BERUPA FOTO PERKEMBANGAN/PROGRES/KEBERLANJUTAN 

KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP 1 

DENGAN TITlK KOORDINAT DAN SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR 
YANG SAMA 

____ __.__ __ ­­­­­­·­·­­­­­­­ ­­­1 'SEBESAR 50'%' - ­ . ­ ... ···········- -······-········--····-'-·--· 

. ­· ···-·······- ­­­···· ­­····­­­­­­­­­­ ·---------· -·-····-------··-····-----, 
FOTO PERKEMBANGAN KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR 

J""""\F'\rl"F'\ ,....--"\"JrJ"Tff ,.,-,-TAT /T ~TTA.C"\T ""l""J"TI\T "TTT':"'\r"'\Tl\rr'\ft.1\.T r"\T":'1' ..... T""")J\1\.Tr'\T"Tl'\T,1\1\.T T"'.",TC"\TTT 
f'VJV r r r r rs, J­'\VVJ­'\L/LV~,::H r\.VVJ­'\L .l'I­.C.,\J.LJ­'\JJ­'\1'11 r.c.,1VLDJ­'\l'II\JUl'IJ­'\l'I f'1011'1.. 

INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP DENGAN TITIK KOORDINAT DAN 
SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR YANG SAMA 

DIISI FOTO AWAL KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA, BERUPA 

­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­·­­­­·­·­·­··­­­­ ···­­··­­­­­­­ ­­­·­­ 
FOTO AWAL KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR 

··-----·--····-----·-··----·----------·--·--SEBESAR 0°/o (NOL PERSEN) ··------·-··-··---------, 
; 

TAHON ANGGARAN . 
KECAMATAN . 

l)l]f;(Jfi , I)_E:f,~ •••••••••.•••••••••••••••••••••. 

FOTO AWAL/FOTO PERKEMBANGAN/FOTO FINALISASI (*) 
KEG IATAN PEMBANGUNAN /REHABILITASI/PENINGKATAN 

SARAN A/ PRASARAN A . 

18. Format Foto Awal/ Perkembangan/ Finalisasi Kegiatan Pembangunan Fisik 
Infrastruktur Desa Yang Akan/ Telah Didanai Oleh Alokasi Dana Desa (ADD) 
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CATATAN: 
•:• Tanda bintang (*) ditulis sesuai kegiatan pembangunan Jisik infrastruktur Desa yang 

akan dilaksanakan/telah dilaksanakanjtelah difinalisasi (selesai sepenuhnya). 
·:· Foto Kegiatan pembangunan fisik infrastruktur Desa pada Hal 98 & Hal 99, wajib diberi 

keterangan nama kegiatannya (nama kegiatan disesuaikan dengan penganggaran di 
APB Des) 

•:• Foto pada Hal 98 & Hal 99 dibuat/dicantumkan sebanyak ju.mlah kegiatan fisik 
.;..,,f ... ,..~ ..... Jr+., • .,.. pembanquruin ,.,.. n.oc: ..... yr1ng ,1.;,.,..,.ggnrlrr11n ,.,,., ..... ~,-n-,hor ,,,..,.,,.. ~ nn pada 
Tahun Anggaran berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya. 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 98 & Hal 99 dibuat 4 (empat) rangkap diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 
4. BPKAD Kab. Bangkalan 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 98 & 99 dibuat 1 
(satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah 
!),:,c;~. 

; 
­­­­ ­­·­­­­­­­­ .. ---··-·-·-······-·····----··--· .. ·-·····--· 

DIISI FOTO FINALISASI KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA, 
BERUPA FOTO FINALISASI/FOTO KESELURUHAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP DENGAN 
TITIK KOORDINAT DAN SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR YANG 

SAMA 

,­ ­FOTO­FINALISASI KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR 
__________________________ (SEBESAR 100°/o) _ _ _ 
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CATATAN: 
•!• Hal 100 dibuat jika ada penganggaran untuk kegiatan fisik infrastruktur Desa melalui 

ADD Tahap 2 (Dua) TA. 2023. Kenwdian kegiatan fisik infrastruktur Desa tersebut telah 
direalisasikanjselesai dikerjakan/selesai dilaksanakan. 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 100 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Seterr.pat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 100 dibuat 1 (satu) 
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

TTD MATERA! 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ••• (Nama Desa), 

Menyatakan bahwa, foto finalisasi untuk kegiatan fisik infrastruktur 
pembangunan desa yang telah didanai oleh ADD tahap II (dua) tahun anggaran 
2023 sebagaimana ditampilkan, adalah merupakan hasil foto/hasil pengambilan 
gambar di satu titik lokasi yang sama. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran 
Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (satu) Tahun Anggaran .... (diisi tahun anggaran 
berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Nam.a 
N.I.K 
Jabatan 
Alam.at 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 

19. Format Surat Pernyataan Bahwa Pengambilan Gambar/Foto Kegiatan 
Fisik Infrastruktur Desa Dilakukan Pada Satu Titik Yang Sama (Jika 
Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Terse but Telah Selesai dilaksanakan 
Menggunakan ADD Tahap 2 (Dua) TA. 2023) 
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CATATAN: 
•!• Hal 101 dibuat jika ada penganggaran untuk kegiatan ftsi.k infrastruktur Desa melalui 

ADD Tahap l (Satu) TA. 2024. Kemudian kegiatan fisik infrasaruletur Desa 'tersebui: telah 
direalisasikanjselesai dike,jakanjselesai dilaksanakan. 

•:• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD, dilakukan secara manual, maka 
Hal 101 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi: 
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat 
2. Kecamatan Setempat 
3. DPMD Kab. Bangkalan 

•!• Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran ADD dilakukan melalui aplikasi 
penyaluran ADD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 101 dibuat 1 (satu) 
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa. 

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA 

TID MATERAI 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ••• (Nama Desa), 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan 
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (satu) Tahun Anggaran .... 
(diisi tahun anggaran berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Menyatakan bahwa, foto finalisasi untuk kegiatan fisik 
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh ADD tahap I 
(satu) tahun anggaran 2024 sebagaimana ditampilkan, adalah 
merupakan hasil foto/hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi yang 
sama. 

Nam.a 
N.I.K 
Jabatan 
Alam.at 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 

20. Format Surat Pernyataan Bahwa Pengambilan Gambar/Foto 
Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Dilakukan Pada Satu Titik Yang 
Sama (Jika Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Tersebut Telah Selesai 
dilaksanakan Menggunakan ADD Tahap 1 (Satu) TA. 2024) 
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4 2 
4 1 

­ 

4 1 

1 '.2 3 
b c a b c d 

4 PENDAPATAN 
l----+----<l----t----1- 

4 1 PADcsa 

a 

KODE REKENING URAIAN 
Contoh: ~--------------~-----~-----~---·----~------------ -, 

ANGGARAN >---~ PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) JUML/~,H- 
(Rp) Jan Feb I Mar I Apr I Mei I Jun I iiii} Agt I Sep I Okt I Nop ! Des (Rp) 
4 5 6 

: ~~-j 
1 HasE usaha i 1 
1 . . . <Obyek Pendapatan> i ] Transfer --------+-----1----+----+------11-------+----+------11----+----+---+--i----+-----J 

~ -+----+--4--+--2-+-l-+--rD-a-n-.·.-i-D_e_s_a------+---·~-1-----+---t----+----1---~----+---+---+----+---11----+i----+------·I = 4 __ 3_~..-----+..--_-_+,_P-=_e-=_n-=_c-·. -a-p--a-ta-n--la_i_n_- lain ! I 
4 3 1 I Penerimaan dari Hasil I [ I 

Kerjasama Desa I '. ~I. 
i clengan Pihak Ketiga ; 

- --+---+---+----+--+---+---- ---+------+---------+-----+------+----+---+---+----+------1·--+------~-----lc---··- 
I 4 3 1 ... <Obyek Pendapatan> i I I l ~-----+---- --ri1, --+---1----+----+-----;.--1--------+------J.: 
I C St... I -----,. ------·--+-----+---+-----1----t---+----+---+-----l----l-----+-----l-----,-----+-----1 

I .1 I 3 ! I - -+· -+---+---+--·--+--rj1J_U_M_l,_A_H_P_E_N_D_A_P_f~-T-A_N __ -+------+---11----+---+-- -----+----+-----+---+----+------+-, -------' 

- -+ 11 -+----t--~---+---+1-- I I j,i 
- -+--11 -+--5-+---+---+--· BEL/\NJA ==+= I -l----1------;'·---+-------, r ..' l_~::;~~:~:~:;~~esa _1_ __,_ ..,I L_l_ I J J __ _L___J I J__ ~i 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS I 

RENCANA ANGGARAN KAS DESA 
TAHUN ANG GARAN . 

2 1. Format Rerrca.n a Anggaran Ka s Desa (RAK Desa) 
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I 
I I -+--+---+--,-+- ­­­­+­­­­+­+­1~,­­+­­­=J --4---+--+=t· =t =l­­j ; I j +­ I i I I 

:~~­­­L­ ­ .! " _-r_ __ _L l~_J_ __ J~-~~_L -i=~_tL- __ J 

-1 
r­­­­­­­+­­­­+­~­­+­­­­­­1~­­J 

I 

i 

I I I 1­+­1 

an 

mari 

irn 

an 

p& 
=t 

p 

---------------------------- ---- - -------- -----~-- --- -- - ----- - --i 

PENERJMAAN/ PENGEL~_ARAN (Rp.) -~-~--__,JUML!,HJ 
Jan _F.::._eb-=--+-M_.;:ca:::._r-+-_~A~1'---· -1---'M--=-=-e=-i-+ Jun--. __ J_u_l-+--~---+--~--+ Okt No Des (Rp) _J 

ANGGARAN .___ _ 
(Rp) 

­­­­­­­ 
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Ian 

~- ­­­­~­­­­·­­­­­­­­­­­­­··­ 

KODE REKEl\ JNG URAIAN 

- ­ 
1 1 I Pe ny elenggaraan 

I 
Belanja Penghasi 
Te tap , Tunjangar 
dan Operasional 
Perneriritahari 
Dese. 

1 1 01 Penycdiaan 
Peng:hasilan Teta 
dan Tunjangan 
Kepala Desa 

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 

1 1 01 5 1 1 Penghasilan Teta 
Tunjangan Ke pal. 
Desa 

1 1 Ul 5 1 1 ... <Rmcian Oby~ 
Belanja> · 

1 3 Administrasi 
Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, 
Statistik dan 

­ Kearsi2an 
1 3 01 Pelayarian 

adminietraai u rm 
dan kependuduk. 
(Surat 

I 
Pengantar / Pe lays 
KTP, Kartu 
Kelu.irga, dll) 

1 3 01 5 2 Bela nja Barang cl 
.Jasa 

1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa 
i Honorariu m 

­ ­+ 
I 

­eRincian Obve k 
Belanja> · 

­ 
I I Pelaksanaan 2 

~ __j_l ___ L_~ _ _J_ _ _b~~!:1­?angunan ~?~ 



Belanja Tak Terdr.ga I 
4 +-0-0+-0-0-+-B-e-la-nja Tak Terdc_g_a--+---- ----"----'-----1---+---+----+----+---+-----1---+--1-----11 ! ·1 

I :­+­~ 
::~LAH BELANJ ~-___,,__ _.__ __ .......__­­+­­­ ....... :: I ­­1­­­+­­­­+­­~­­­+­1­·­­ ­­+ ­­·~ 

-1---+---I-S-U-R-PLUS /(DEFISIT) ­­1 I 1 +­­­~ 
.___.. __ .___,_~C----+----"--+-------------i--------+----- '­­­­~­­t­­+­ I +­­­­­' 
­­­+­­­+­­­­f­­+­­­+­­­1­­­­­­­­­­­­­­­~­­_J_­­­~­­­i­­­­+­­~ I '­­+­­~! 

-~-'---..L.-"--1-E._M __ 3_1A_Y_AA __ N ~­­­­­­­'­­­­­­L , L__l J [ _ _j c_ _ _J .L; I J 

4 00 

­ 5 l 00 5 

- 5 l 00 5 
.....__ 

5 1 00 5 
~ 

I 

.....__ 

I 

! 
I 6 

L .. _l ___ I 

i 1 I ·- 

~ ·- 
I 
' 

----1 ·- 

i 
­­­ - I ·----·- 

Pena nggulangan 
Bencana, Keadaan 

1----+--+---+--+---+-+--+D_a_rt;. rat dan Mendesak 
Pena nggulangan 
Bencana ---------+--- 
Pena nggulangan 
Bencana .=..::.::..... _ 

4 Belanja Tak Terduga 

I ----+-----! 
I 

Okt 
--·---=i~J Mu:~ 

I No~::::ris­·r (RpJ j 
­­l­­~­­­r·­­ 

I I 

' 

Belanja Modal Gedung 
dan 3angunan +-.-+-+--'------Q_..:c::...:..c:..:.:.::..:.__ --1----·---l----l-----+----+---t----+---+-----l----l---4---+----1---+-----l 

· · · ­eRincian Obyek 
Belanja> 

URAIAN 
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I 
IT" 1 05 5 3 

- 
2 1 05 5 3 4 

­r­ 1 05 5 3 4 

5 

5 1 

- 5 l 00 5 4 

KODE REKEI\ IN(l 
­­­­­­­­·­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­·­­­~­­­ ­­­·­ 

ANGGA RAN~ __ PENERlMAAN/ PENGELJARAN (Rp.J 

~ -1--+--+-----+-4---4- ........ P-e_n_d_id_i_k_an------+---(R_p_!_==- "."." I :r ~ Jun Jul A,t Sep 

2 1 05 Pembangunan/Rehabili 
tasi/Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Perp ustakaan / 'I'arnari 
Bace.an Desa/Sanggar 
Bela jar C.:.::...----------1-----1------1----+---1- 
Belanja Modal 



NA.MA KAUR KEUANGA:N 

tan da tangan 

KAUR KEUANGAN , 

........................ , . 

NAMA KEPALA DESA 

ts.nda tangan & Stempel Pemdes 

J{EPALA DE:SA ... (Nam;a Desa), 
NAMA SEKRETARIS DI:SA 

Disetujui cleh: 
tanda tangan 

SE:KRETARIS DESA ... (llama Desa)I, 

Di verifikasi oleh: 

i 

­+­­­l­­­+­­­­­­1­4­­­~­ 

l 

~ ­­,­­­­·­­­­­­­­­­~­­­­­~·­­­­­ --··--- 
KODE REKEf\ ING URA IAN ANGGARAN PENl~RIMA 

,____ ­­­ 
(Rp) Jan Feb Mar Aw I Mei 

6 1 Pene rimaan 
Pembiayaan 

6 1 l SiLPA Tahun 
Sebelumnya 

6 1 1 1 SiLPA Tahun 
.___ Sebelumnya 

6 2 Pengeluaran 
Pembiavaan 

6 2 1 Pembentukan Dana 
Cadangan 

6 2 2 1 Pem bentukan Dana 
Cadangan 

dst 
SELISIH PEMBIAYAAN 

~ 
,____ 

.Iurnlah Total 
Penerimaan 
Jumlah Total 
Penaeluaran 

­­1­ 

Selisih Penerimaan clan 
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CATATAN: 
•:• U.ntukformat lampiran Rencana Anggaran Kas diatas menggunakar.i Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES 
•:• Hal 102 s/d 1051 dibuat oleh Pemerintah Desa, merupakan dokumen yang memuat an.is kas masuk dan arue ka» keluar yc,ing digunakan 

mengatur peuarikan dana dari rekenlnq kas untuk mendanai penqeluaran-penqeluaran. berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 
Kepala Desa 

cliisi jumlah penerimaan dan pengeluaran mas ing­rnasfng item Kolom 6 

diisi sesuai dengan Pen abaran APB Desa 
cliisi dengan: 

Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal d ari inforrn asi 
resmi maupun estimasi waktu 
Belanja cLisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan ;JPA yang diajukan oleh Kaur/ Kasi Pelaksana 
Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengahastlan tetap, untuk belanja tunjangan 
operasional aparatur Desa 
Pernbiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pernbiayaan 

Cara pengisian · 
Kolom 1, 2, 3, 4 
Kolom 5 
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Cara pengisian: 
l. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa 
3. Ke::~gic1tcJ .. 11 <.li.i~i. lJe11gar1 .11<J111e11kialur kuUe 1·eker1i11g ~e8uai APB DescJ_. 
4. Kolom 1 : clengan nomor u ru t 
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan 
7. Kol om 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar 

sebelum.nya 
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar 
9. Kolorn 6 : diisi dengan jumlah perrrrin t.aa n dana sampai saat ini 
10. Kol om 7 : diisi dengan sisa anggaran 

NAMA KAUR KEUANGAN NAMA KEPALA DESA 

tanda tangan tanda tangan & Stempel 

Telah dibayar lunas 
Kaur Keuangan 

Disetujui untuk dibayarkan 
Kepala Desa ... (Nama Deaa], 

NAMA KAUR/ KASI NAMA SEKRETARIS DESA 

tanda tangan tan da tangan 

Kaur I Kasi . 
................... , 20 . Telah dilakukan verifikasi 

Sekretaris Desa ... (Nama Deaa], 

[_-=tJUMLAH t ___1_ __.__ -'-- ___,_ __ __J 

I No I URAIANT PAGU IPENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH 
I 

SISA l 
! 

! I .A.l'IGGARAN s.ri. YG SEKARANG SAMPAI DANA i 

I 
I 

LALU SAAT INI I 
I 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) _j 
~ 2 3 4 5 6 7 I 

-~ 1-·· .. ­­­­­­ ­­ 
' I 

Bi dang 
Sub Bidang 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) 
DESA KECAMATAN . 

TA HUN ANGGARAN . 

22 .a. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
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--:- Su;«at Fcar11c.i1c.tu.a1c. Pembcujaran. (SPFj pad.a Hal 107 dibuat oleli Ka.ur dart Ka si 
pelaksana kegiatan, diajukan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sesuai 
dengan periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dengan nominal sama besar atau 
kurang dari yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa. 

•:• Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disetujui oleh Kepala Desa menjadi 
dasar Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa 
(RKDes) 

CATATAN: 
•:• Untuk format lampiran SPP diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi 

SISKEUDES 
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CATATAN: 
•:• Untuk format lampiran Surat pernyataan tanggung jawab belanja diatas 

menggunakan hasil keluaran (print out) dari Aplikasi SISKEUDES 
··· S-urat pernyataan tanggung jawab beianja pada Hai 109 dibuai: oieh Kaur dan 

Kasi pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang bersifat definitif dan menjadi 
salah satu persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada 
Kepala desa. 

8. 
l/r..,J....,._..... /1 • ,-J.;;~...,..; rl,-,......,,y,.......-, .;.,.,~1..-.h l-,.,,.....1,.....~~,..... 
l\...\..JJ.\..,.111. , • 1.....a.1.1..._-,.1 \...J\....-J..15c...t.J.J. JUJ.J.J.J.c...l.J.J. LJ\...-J.U.1.J.Jc..&.. 

bar is jumlah diisi jurnlah keseluruhan. 
7 '. 

Ca ra pengisian: 
1. Biclang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub F3idang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa 
3. Kegiatan du si dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa. 
4. Kolom l : dcngan nomor urut 
5. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja. 
6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja 

NAMA KAUR/KASI 

tanda tangan 

. , 20 . 
Kaur I Kasi . 

Bukti­bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, 
untuk kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan 
sebenarnya. 

I I 
I 

~ 

IJUMLAH (Rp.J 
I 

_J 

I IT I ­­·­­­­·­­­­­­­­··­­·­­­­­­·­­­­· - ·-·---------· ­­­­­ 

4 3 2 

JUMLAH (Rp.) URAIAN PENERIMA e1 
1 I 

Bidang 
Sub Bidang 
Kegiatan 

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
DESA KECAMATAN . 

TAHON ANGGARAN . 

22.b.Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 
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NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DSA 

tanda tangan & Stempel 

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (NAMA DESA), 
........... , . 

1-NJ:=~=r:~*E~N ~~~A~~~-·· -r--~~~AN~----t-- sg~~\~*1 r~={~£­1~~~~~~T­;~~~~!·1 
L DESAI SFERKA ANGGA i REALISl ANGGA rEALIS I ANGGA 

I 
REALI ANGGA I LISA ANGGA LISA I ANGG LISA I SE(%) 

1 _ I N RAN I _ AS! RAN I ASI RAN I SAS! RAN J_sr RAN sr 1 ~RAN sr _ · 1 
1 2 _ 3 1 , _s L __ 6 I 7 s 

1 
_ _2____ 10 I 11 _ 12 __ + 13 L 11____ 1~ 16j 

I 1 ­t­­­­ ­­­­­­+­­ ; ­­ 1­­­ ­­+­ J ­~ 

-~- -~-I ---·· ­­­­­­­+­ ­­­­­­­­£­­­­+­­­­­­­ __ =l=1 ­+­­­ ~­­­­: ­ ­ i ­­·­____,=! ­ ­­ ­­­­­­+­ ­ ­­·­·­­­­­ I ­­­r­­­­ -t---- ­­r­ ­+­­­­­ 

~Q~I~L ­­=­ ­=__ _ ± t­­ ­­­~_1~­­­­­­ . ­­­­ ­­­­­~­­­­­~­­­­­­ __ J_±= ± __ =_j___ ­~­1_ !-- _ 

23. Format lkhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

­110­ 



diisi dengan nomor urut 
diisi dengan nama desa yang bersangku tan 
diisi Total Dana yang ditr an sfer Ke Rekening Pernerintah Dcsa (ADD, DD, DBHP, DBHR, terrnasuk a.pa bil a ada d aria 
barrtu an lainnya dari Pern er irit ah Pusat d an z atau Peruer in ta h Provinsi) 
diisi jumlah tot al anggaran peridapaian 
diisi jumlah total r ealiaas.i pendapatan 
diisi jumlah sernua anggaran belanja 
diisi jumlah sernua realisasi belanja di tam bah SILPA tahun sebelumnya 
diisi dengan rumus kolom 4 dikurangi kolom 6 
diisi dengan rumus kolom 5 dikurangi kolom 7 
diisi jumlah penerimaan pembiayaan (contoh: SILF'A tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa 
yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan ) 
diisi jumlah realisasi pembiayaan (contoh: penggunaan SILPA Tahun lalu, dll) 
diisi jumlah pengeluaran pernbiayaan '.contoh: pernbentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD·~s) 
diisi jumlah realisasi per.geluaran pembiayaan (contoh: penyertaan modal kepada BUMDes, penyertaan nodal pihak 
ketiga.dll] 
diisi dengan rum us (kolorr 4 ­ kolom 6) + (kolom 10 ­ kolom L!) 
diisi dengan rurnu s (kolorr. 5 ­ kolom 7) + (kolom 11 ­ kolom 1 J) 
di isi dengan rum us (kolorr 5 dibagi kolom 4 dikali 100~/<i) 

Kolom 14 
Kolom 15 
Kolorn 16 

Koloml 1 
Koloml2 
Koloml3 

Kolom 4 
Kolom 5 
Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom 8 
Kolom 9 
KolomlO 

Kolom 1 
Kolom 2 
Kolorn 3 

Cara. pengisian 
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Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAW ARATAN DESA ..... (Nama Desa) 

Da n 
KE PALA DESA .... (Nama Desa) 

. , 8. 
························ , 

··········· ···································· , 
. ································· .. ········ , 
. ' 
. ········ , 
·············· , 
.................................................................................. , 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
wnjl)I] cl::iri pPnel"l0]88_n kPl.!8.ne;;:in Df>~R clil;:ik~8.nAk;:in 
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar­ 
besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran . . . . .. .. . . . termuat dalam Peraturan Desa 
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran ..... yang disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu 
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Desa ten tang Laporan 
Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran .... ; 

KEPALA DESA ...... (Nama Desa), 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

TENT ANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Nama Desa) 
TAHUN ANGGARAN . 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR .... TAHUN .... 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN (Nama Kabupaten) 

24. Format Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APB Desa 
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Pasa13 
Lampiran­lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Desa ini. 

3. Lampiran III 

Laporan Realisasi Kegiatan Peri ode O 1 
Januari­31 Desember Tahun 
Anggaran .... 
Daftar program sektoral, program 
daerah dan program lainnya yang 
masuk ke Desa. 

2. Lampi ran JI 

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 
1. tercantum dalam larnpiran Peraturan Desa ini yang terdiri 
dari: 
1. Lampiran Laporan Keuangan; 

Pasal 2 
I JrRiRn lPhih Ia n i u t rnPnPPnRi hR~il nPl:::tksRnRRn AnPPRrRn . ·~ .. . u· ... 1.·. .. .. . <J(.J. 

b. Pengeluaran Pernbiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a ­ b ) 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Penerimaan Pembiayaan a. 
3. Pembiayaan Desa 

Rp . 
Rn . "J.' . 

Jumlah Belanja 
S.1 Jrnl l IS/ npfi~it -· .. J- -·. I ..•.. , .,_ .. - 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
...... dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa Rp . 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Rp . 
Pemerintah Desa 

b. Bidang Pembangunan Rp . 
c. Bidang Pembinaan Rp . 

Kemasyarakatan 
d. Bi dang Pemberdayaan Rp . 

MR~yRrnk8t 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Rp . 

Darurat dan Mendesak Desa 

ANc'rGARAN ANc'rc'rARAN PRNnAPATAN nAN ARLAN.TA 
DESA TAHUN ANGGARAN 20 . 

PELAKSANAAN REALI SAS I PERTANGGUNGJAWABAN 
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 

MEMUTUSKAN: 
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LEM BARAN DESA TAHUN NOMOR . 

(NAMA SEKRETARIS DESA) 

Tanda tangan 

SEKRETARIS DESA . 

Diundangkan di ...... 
Pada tanggal.. ... 

(NAMA KEPALA DESA) 

TANDA TANGAN DAN STEMPEL PEMDES 

KEPALA DESA , 

Ditetapkan di . 
pada tanggal, . 

dan berita Desa oleh Sekretaris Desa. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
nPnP­nnil::inP­::in PPr::it11r::in nps::i ini dalarn Lernbaran nP~fl. .1 o··· · ·---- ·o··- · - -·· --· ···· - ·- -·-~·-- --- -· 

Pasal4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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x 
x 

Lampi ran 
Lampiran 1 ­ Rincian Aset Tetap Desa 
Lampiran 2 ­ . 

x 
x 

# Penyertaan Modal Desa 
# 

B. Dasar Penyajian Laporan x 
Keuangan 

C. Rincian Pos Laporan Realisasi x 
Anggaran 

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas x 
2. Pendapatan Asli Desa x 
3. Dana Desa x 
4. Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah x 
5. Alokasi Dana Desa x 
6. Bantuan Keuangan Propinsi x 
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota x 
8. Pendapatan Lain lain x 
9. Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa x 
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa x 
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa x 
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa x 
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat x 

dan Mendesak Desa 
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi x 
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang x 

(Fungsi 
# Pem biayaan x 
# Aset Desa x 

ha la man 
x 
x 

I. Laporan Realisasi APBDes 
II. Cata tan Atas Laporan Keuangan 

A. Informasi Umum 

Daftar Isi 

Laporan Keuangan 
Pemerin tab Desa . 

Kecamatan . 
Kabupaten . 
Tahun Anggaran 20 . 

LAMPIRAN I 
PERATURAN DESA 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI APB DESA 
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(Tphih)/ 
Anggaran Realisasi ,--·,.··u 

kurang 
Pendapatan Asli Desa terdiri 
dari: 
a. Hasil Usaha xxx.xxx xxx.xxx xxx 
l Hasil Aset u. x..xx.x..xx .xx..x . .xx..x xx,x 

c. Swadaya, partisipasi, dan xxx.xxx xxx.xxx X..X."'{ 
Gotong Royong 

d. T • 1 ' PADes yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx i.am-ram 
,:,...,,..."' .. "(l"""'l(7""1:7'" ,,...,.,..,,.. "{7'""1C7"'1[,.. ..,.,.. .... ,..,: ... 
~-.L~~~ .L~.~),,. ..:~~),.. 

2. Pendapatan Asli Desa 
Pendapatan Asli Desa terdiri 
dari: 

xxx Saldo Kasper 31 Desember 
20x1 

xxx 
xxx 
xxx 

xxx SI LPA tahun anggaran 20xx 

Mutasi Potongan Pajak 
Saldo Awal Periode Potongan Pajak 
vg belum disetor ke Kas Negara 
Penerimaan Potongan Pajak 
tahun anggaran berjalan 
Setoran Pajak ke Kas Negara selama 
tahun anggaran berjalan 
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak 
yg belum disetor ke Kas Negara 

C. Rincian Pos Laporan Keuangan 
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas 

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan 
dasar harga perolehari. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank a tau Kas 
clan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif 

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di , Desa , Kecamatan 
......... , Kabupaten . 

: zzzzz Bendahara Desa 3. 

dengan Keputusan Bupati No Tanggal , saat ini 
kepengurusan Pemerintahan Desa ABC 

l . Kepala Desa : XXXXX 
2. Sekretaris Desa : YYYYY 

A. lnformasi Umum 

Catatan Atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Desa , Kecamatan , Kabupaten . 

Tahun Anggaran 20 . 
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Anggaran Realisasi (Lebihl I . . 
kurang 

X.XX.X,XX xxx.xxx X..X..'( 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Y ..... ':...':. y...._v ...... X xxx.xxx xxx 

6. Bantuan Keuangan Propinsi 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah 
sebagai beikut: 

­­­ ­­­­­·­­­­­­­­······­ ·-··---·····-··- ···---·-··---·- - . 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Tahap 1 

Tahap 2 

Ponorin­,r:,.­,r, nAC,".l "'>l1<Y h,c,r,::ic,,:,] rl,::ir; AlA],r,:,c,; n".ln".l nP.C,".) 1;1nn1 ,::,rl,,],:::,1, c,ph".)0­".l; 
• ~··~····--~~·· ~~~~-·~"l::> ~~·~~~· ~~·· ... ~ .. ~~· ~~··~ ~~~~ v·~~, ~~~·~·· ~~~~t,~· 

beikut: 

5. Alokasi Dana Desa (ADD) 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

1(1(1(. "\("\('"\( XYY,YYY 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

xxx XX.."{. xxx xxx.xxx Tahap l 

Tahap 2 

kurang 
(Lebih)/ . . . Anggaran Realisa si 

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi 
Daerah adalah sebagai 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

xxx xxx.xxx xxx.xxx Tahap 1 

Tahap 2 

Tahap 3 

Dana Desa merupakan penerirnaan desa yang diperoleh dari APDN. .Jumlah 
penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20xl adalah sebagai berikut: 

A Realisasi (Lebih) I nggaran ku rang 

3. Dana Desa 
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xxx.xxx xxx xxx.xxx 

xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

(Lebih)/ 
kurang Anggaran Realisasi 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx 

xxx 

XXX.XXX 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

XXX.XXX 
xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

:xxx.xxx 

:xxx.:xxx 

(Lebih) I 
kurang Anggaran Realisasi 

xxx.xxx 

:xxx :xxx.:xxx 

:xxx.xxx 

:xxx.xxx 

:xxx.:xxx 

(Lebih) I 
kurang Anggaran Realisasi 

Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

Belanja ­ Bidang 
9. Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa 
Belanja untuk Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa terdiri dari: 

Penerimaan dari hasil kerjasama 
antar Desa 
Penerimaan dari hasil kerjasama 
Desa dengan pihak ketiga 
Penerimaan dari bantuan 
perusahaan yang berlokasi di 
Desa 
Hibah dan sumbangan dari 
pihak ketiga 
Koreksi kesalahan belanja 
tah u n ­tah u n anggaran 
sebelumnya yang 
mengakibatkan penerimaan di 
kas Desa 
Bunga bank 
Lain­lain pendapatan yang sah 

Pet rda pai.a u Ia.ir r-Ia ur Lei Jin clan; 

8. Pendapatan Lain­lain 

7. Bantuan Keuangan 
Kabupaten/kota 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 
........... adalah sebagai 
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Anggaran Realisasi (Lebih) I 
kurang 

xxx.xxx XXX.XXX xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
~­­­­­­­­­­­­­­~­­­­ 

Belanja ­ Bidang Penangulangan 
13. Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak Desa 
Selama tahun anggaran 20 ... , Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan 
bencana dan keadaan 
daruratsebagaiberikut 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

xxx.xxx xxx.xxx X.-X..'\. 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

Belanja ­ Bidang Pemberdayaan 
Masvarakat Desa 
Belanja untuk Bidang 
Perberdayaan Masyarakat Desa 
terdiri dari: 

12. 

Belanja Modal 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

,,..,,...,,.. .... ~,..,,.. .,.,,..,,..,,.. ,,..,,..,,.. ,r,r,~ 
4~~1". • .L~~lo. ~~l...&'\.o.L~~\. .,L~)....,.:lr,,. 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx. X,"'O( xxx 

Belanja ­ Bidang Pembinaan 
Kemasyaratan Desa 
Belanja untuk Bidang 
Pem bi naan Kemasyarakatan 
Desa terdiri dari: 

1 1 . 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

Anggaran Realisasi 
(Lebihl I 
kurang 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx V"V~V0VV"V xxx 

Belanja ­ Bidang Pembangunan 
Desa 
Belanja untuk Bidang 
Pembangunan Desa terdiri dari: 

10. 
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xxx.xxx xxx.xxx XX.""C 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
­­­­·­­­­·­­­­­­­­­­­­­­­ - ­­­­­ 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

AAA..~. ~.~ XXA 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

.hA.l\. • .hA.l\. .hA.l\..hA.21.. xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

AXX.)UUI .. AXX.XXX JUI....>\.. 

xxx.xxx xxx.xxx XX.""C 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx )GOC.XXX xxx 

, - .. . 
K..Ul ct.lll5 

(Lebih)/ Anggaran Realisasi 

Belanja Modal 
Belanja Modal Pengadaan 
Tan ah 
HPl::inj::i Morl a 1 PPrn lata n , 
Mesin , dan Alat Berat 
Belanja Modal Kendaraan 
Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 
Belanja Modal Jalan 

Belanja Modal Jembatan 
Belanja Modal 
lrigasi/ Em bung/ Air 
Sungai/ Drainase 
Belanja Modal 
J arin gan / Instalasi 
Belanja Modal lainnya 

Belanja Operasional 
Aparatur Desa 
Belanja Jasa Sewa 
Belanja Operasional 
Perkantoran 
Belanja Pemeliharaan 
Belanja Barang dan Jasa yang 
Diserahkan kepada Masyarakat 

0~1~­;~ r~~~ u~­~­~­;,,~ 
Ll\...·JCAl ljO.. V ct...:::>a. J. lVJ..lVJ Q..11 UJ.J.J. 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Barang 
Perlengkapan Kantor 

Belanja Pegawai 
Penghasilan Tetap dan 
Tu njangan Kepala Desa 
Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Perangkat Desa 
Jaminan Kesehatan Kepala 
Desa dan Perangkat Desa 
Tunjangan BPD 

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi 
Jumlah belanja dalam klasifikasi 
ekonomi adalah sebagai berikut 
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xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx X."CX 

AXX.XXA XX:X .. XXX xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.x.xx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx X,"CX 

xxx.xxx xxx xxx.xxx 

:XXX.XXX xx:x xxx.xxx 

xxx XcXX.XXX xxx.xxx 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

XXX.XX.'X xxx.xxx 

(Lebih) I 
kurang Realisasi Anggaran 

Bidang Pembinaan 
Kemasyaratan Desa 

Sub Bidang Ketenteraman. 
Ketertiban Umum, dan 
Pel ind ungan Masyarakat 
Sub Bidang Kebudayaan 
dan Keagamaan 
Sub Bidang Kepemudaan 
clan Olah Raga 
Sub Bidang Kelembagaan 
Masyarakat 

Sub Bidang Pariwisata 

Sub Bidang Kesehatan 
Sub Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang 
Sub Bidang Kawasan 
Permukiman 
Sub Bidang Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup 
Sub Bidang Perhubungan, 
Komunikasi, dan 
lnformatika 
Sub Bidang Energi dan 
Sumber Dava Mineral ,, 

/'""\, ..,., F" ,.,., 

... o u u DLUct.llg reliULUlKi::t.U 

Bidang Pembangunan Desa 

Rirl::ina PPnvPlPnaa:::ir::i::in ­­­­·­­­·­o ­ --·--J ­­­­­00­­­ .... ­­­­­­ 
pemerintahan Desa 

Sub Bidang Penyelenggaraan 
Belanja Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan Operasional 
Perner­in ta ha n DP8R 

Sub Bidang Sarana dan 
Prasarana Pernerintahan 
Desa 
Sub Bidang Administrasi 
Kependudukan, Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kearsipan 
Sub Bidang Tata Praja 
Pemerintahan, Perencanaan, 
Keuangan dan Pelaporan 
Suh Rirl::ma PPrt:::in:::ih:::in ~ -·· --- . "O ····-- --·--· .· . 

Belanja Desa dalam klasifikasi 
Sub Bidang (Fungsi) 15. 
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xxx.xxx xxx.xxx 

xxx xxx.xxx 

xxx xxx.xxx 

xxx xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

Anggaran Realisasi (Lebih) I 
kurang 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
­­­­­­­­ ­­­­­­­­­ ­ ­ ­­­­­ 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx XXX.XX.X 

xxx.xxx 

xxx xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx xxx.xxx 

xxx xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

X.XX .. XXX 

xxx.xxx 

xxx.xxx 

3. 

Pencarran Uana Cadangan 
Hasil Penjualan Kekayaan 
Desa yang dipisahkan 

L.. 

Penerimaan Pembiayaan terdiri 
dari: 

SILPA tahun anggaran 1 · sebelumnya 

Penerimaan Pembiayaan 
Pengeluaran Pembiayaan 

16. Pembiayaan 
.Jurnlah netto pembiayaan tahun 
anggaran 20x1 adalah sebagai berikut: 

Belanja ­ Bidang Penangulangan 
Bencana. Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa 

Sub Bidang 
Penanggulangan Bencana 
Sub Bidang Keadaan 
Darurat 
Sub Bidang Keadaan 
Mendesak 

Belanja ­ Bidang Pemberdayaan 
Masvarakat Desa 

Sub Bidang Kelautan dan 
Perikanan 
Sub Bidang Pertanian dan 
Peternakan 
Sub Bi dang Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Desa 
Sub Bidang Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga 
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) 
Sub Bidang Dukungan 
Penanaman Modal 
Sub Bidang Perdagangan 
dan Perindustrian 
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xxx 

19. dst 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 
xxx.xxx xxx.xxx 

BUMDes XXX 
BUMDes YYY 
dll 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

Penamb 
ahan/ 

(Pengura 20xx 20x.­x 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

BUMDes adalah sebagai berikut, 

18. Penyertaan Modal Desa 

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing­masing 
klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran 

Jal an 
Jembatan 
lrigasi/Embung/ Air 
Sun gai ./ Drai nase 
,J a ri ngan /In stalasi 
Aset Tetap lainnya 
Koristru ksi dalam Pengerjaan 

Gedu11g cla u 6aJ1gu11a11 

xxx.xxx xxx.xxx 
xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 
X..'LX..XXX x.xx.x.xx 

xxx.xxx XX.'{.XXX 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 
xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

Tan ah 
Peralatan, Mesin, clan A1at Berat 
Kendaraan 

Penamb 
ahan/ 

(Pengura 
noc:,n\ ··t:,~··, 

20xx 20xx 

sebagai beriku t, 
Perolehan aset deea adalah 

1 7. A set Desa 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

xxx 

xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx.xxx 

Pengeluaran Pembiayaan terdiri 
dari: 

Pembentukan Dana 1 · Cadangan 
2. Penvertaan Modal Desa 
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Rp 75.000.000 Baik 201,l IMB 43'.2 02Juli2014 
IV Gedung d an Bangunan 

1 Bangu nan Kantor, Luas 200 m2 

2 . 
3 . 

2 . 
3 

123121'.2 04 Desember 
2014 Rp 10.000.000 Baik 

Kendaraa-i 

1 
Motor, merk QQQ, lOOcc, No 
Polisi: OS 12B3PYKUB 

III 

2 ··················································· 
3 

Rp 5. 000. 000 Baik 2014 
II Peralatan. Mesin, dan Alat Berat 

1 Kornputer, PC 

3 ··················································· 

1998 Rusak 
Ring an 2 Tanah Lapangan X. , Luas 1000 

m2 

:­~;lT:;::set ­~~­~:~;/ [dent~ra: :,t c­~e~:~­=­~;~;~ei_a;~~ggal ­j__{e~!~~ I __r;~~J:n J _~~~ero[:han_ t:i1~)~:l:~a=:an I 
I 

1 Tanah Persil A. , Luas 2200 m2 HOB 230/2014 02 Juli 2014 2014 Rp 50.000.000 Baik perolehan 
belum 
c.iketahui 

Perne rint.ah Desa . 
Kecamatan , Kabupaten . 

Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 21) . 
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Rp 65.000.000 

Rp 30.000.000 

Rp J 20.000.000 Baik 

Rp 40.000.000 Baik 

Rp 40.000.000 Baik 

Rp 50.000.000 Baik 

Konstruksi 
201.. 

X Konstruksi dalam Pengerjaan 
Pembangunan .Jerr.batan dalam 1 Konstru ksi 

2 . 

2 .. 
3 

2014 
IX Aset Tetap lainnya 

1 Sapi 3 ekor 

2 . 
3 

2014 

VII[ J aringan / Instalasi 
Jaringan Listrik Desa, Lokasi di 1 

2 . 
3 ·········· . 

2014 

Irigasi/Embung/ Air 
S ungai / Drainase 

Embung XYZ, Lokasi di 1 

VII 

2014 

VI Jembatan 
Jembatan XYZ Lokasi di 1 .............. , 50 m 

2 ··················································· 
3 . 

2014 

V Jalan 
Jalan Desa Lokasi di . 1 800 m 

2 . 
3 . 

- 12:=i- 



*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Be rat (RB) 

l -~ 3~··.·· ·····~ ·_·····.···········_·················.··· ····--···------ 

I Total Nila: Aset Tetap per 31 
I Desember 20xx Rp 485.000.000 
L__~~~~~-~~~~--~~~~--~~~~--~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~~~-~~~~--~~~-' 
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NAMA LENGKAP KEPALA DESA 

tanda tarigan & St.erripel Pemdes 

...................... , . 
KEPALA DESA .. (Nam.a Desa) 

. ············· ················· ············································· 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PROVINS I 

LAPORAN REALISASI KEGIATAN 
r­­­­­­­­­···­­·­­·­­­­­­­­­···­·­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­ ­­ PERI ODE O 1 J ANU ARI~ 1 DES EMBER* ------------- ------- -------- ----., 
L-. -·--------------------------------------------- ­~­­j 

TAHUN ANGGARAN . 

LAMPIRAN II 
PERATURAN DESA . 
NO MOR TAHUN . 
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REA.LISASJ 
DESA 
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diisi dengan jumlah dan.a yang dianggarkan. 
diisi volume kegiatan yang terealisasi. 
diisi satuan volume. 
diisi realisasi anggaran yang digunakan. 
diisi dengan progres prosentase caps.ian. 
diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD). 
diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Cesa (ADD). 
diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari s.urnber dana selain DD clan ADD. 
diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat clan / atau pihak lain yang tidak berbentuk uang. 

Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom 8 
Kolom 9 
Kolom 10 
Kolom 11 
Kolom 12 
Kolom 13 
Kolom 14 

Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 

Keterarigan: 
* Pilih salah satu 
Cara Pengisian Kolom: 
Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan: 

a. Untuk Kode rekening 
Bi dang; 

b. Kode Rekening Sub Eidang; 
dan 

c. Kode Rekening Kegiatan 
diisi nornenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa yang telah dilaksanakan. 
diisi nama output dari kegiatan 
diisi volume kegiatan yang direncanakan. 
diisi satuan volume: 
­ jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit 
­ jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M 
­ kegiatan non fisik ­ paket 
­ dll 
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NAMA LENGKAP . 

TANDA TANGAN DAN 
STEMPEL PEMDES 

l(E;J)l\.l,J\ l)~f;jl ................•......•.. 

.................. , (Tanggal, Bulan, Tahun) ..... 

No. Program Kegiatan Anggaran 
Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana 

. . . 

..................................................................................... 

. ··················································································· DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 
PRO VIN SI 

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG 
MASUK KE DESA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENT ANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
APB DESA 
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